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ABSTRAK

Nama : RAKoosKanya A S
Program Studi . Magister Kenotariatan
Judul + Tanggung Jawab Notaris Terhadap Cover Note Yang

Dikeluarkan Sehelum  Ditandatangani Sural Kuesa
Memasang Hipotik

Tesis ini membahas tanggung jawab Notaris terhadap cover hote vang
dikeluarkan  olehnya sedangkan surat kuasa memasang  hipotik  belum
ditandatanpant oleh debutur. Cover aore terscbut berisi ketetangan vang
menyatakan bahwa Notaris sedang mengures hipotik kapal endlik debitur i
departemen forkail. Notaris mengeluarkan cover nofe stas desakan dan untuk
kepentingan keeditur sedangkan debitur belum menandatangani surst kvasa
memasang hipotik. Notaris tersebut telah melakukan pelangparan yaitu memihak
salah satu pihak (Kredifur) dan telah memberikan keterangan palsu kepada pihak
lain yang meswnjukan ketidakjujuran Notaris. Tindakan tersebut melanggar kode
etik notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan
sumpah jabatan Notaris. Notaris bertanggung jawab secars pribadi atas
tindakannya tersebut kepada para pihak, Penelitian iol adalah penelitian kuatitatif
dengan desain deskriptif. Hasil penehiften menyarankan bahwa setiap Notaris
sebatknya tegas dalam bersikap, dan tidak membuat covernofe yang tidak sesaai
dengen kenvataan, terlebih gunanya hanya untuk memenuhi kepentinpen salah
satu pihak kerena covernote sebagal surai keterangan keadaan yang sudsh terjadi
Bukan keadaan vang akan terjadi. Sebaiknys, Notards membuat suatu keterangan
tertulis yang berisi nengenai semua yang telah terjadi dan keterangan tersebul
dapat dijadikan acuan oleh Bank untuk mengetahui perkembangan dalam proses
jaminan kebendaan.

Kata kunci
Tangguag jawab, cover nole.
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ABSTRACT

Narme R A Kons Kanya A S
Study Program : Magister Kenotariatan { Master of Notadal Affairs)
Title : Responsibility of Notary Public against Cover Note lssued

before the signing Power of Attomey to place the
Mortgage

This thesis deals with the responsibility of Notary Public against
cover note issued by him/her while power of attorney to place mortgage hasn’t
been signed by the debtor. Such cover note contains information stating that
Notary Public is arranging mortgage belonging to the debtor’s ship at the refevant
ministry, Notary Public issues cover note at the insistence of and for the interest of
the creditor while the debtor hasn’t sigred power of aftommey fo place the
mortgage. Such Notary Public has committed violstion namely takes sides png of
partivs {creditors) and has given false information to other parly which indicates
the fraudalence of Notary Public. Such astion viclates Notarial code of ethics,
Law number 36/2004 on Notanal Title, and oath Notarjal Title. Notary Publc
stiall be responsible personally upon hisfher action o other party. This mscarch s
a quelitative rescarch with descriptive design, Results of research supgpest that
each Notary Public should be assertive in behaving and not make any cover note
that conflicts with the reality, morcover it has just been used to fultill interest of
one of parties since cover note as a certificate on condition that has happened not
condition to happen. It is better Notary Public to draw up explanation in writing
containing all that have happened and such explanation may be made a reference
by the Bank to identify development in colfateral security process.

Koy words:
Responsibility, cover note
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adabuh negara kepulavan yang terletak di andara benua Asia dan
benua Australia serta antara Samudra Pasiiik dan Samudra Hindia, dengan
wilayah terbentang sepamjang 3.977 mit di antara Samudra Hindia dan Pasifik,
Indonesia mempunyai luas wilayah daratan mencapai 1.922.570 km? dun luas
wilayah perairan mencapat 3.257.483 km®, yang terdiri dari 17.308 pulau.

Luas wilzyah Indonesia hamplr dua pertiganya terdiri dari perairan,
mendorong Negara [ndonesia harus memperhatikan secara khusus  sekior
transportasi laut. Yang sering dikenal dengan istilah Pelayaran. Pelayaran
merupakan tatanan transportasi laut dan mempunyai karakteristik sebagai
penghubung wilayah baik antama pusat maupun dacrah, maupun antar Megara,
oleh karena jtu bidang pelayaran harus ditingkatkan peranannya untuk mendukung
pembangunan nasional.

Pelayaran adalah satu kesatvan sistem yang terdirl atas angkutan di
parairan, kepelabuban, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan Gingkungan
maritime.? Seluruh kegiatan di bidang transportasi laut membutuhkan kapal laut
dan armada pelayaran niaga di seluruh wilayah Indonesia. Tiduk dapat dipungkiri
bahwa kegiatan teansportasi fast berperan penting bagi kegiatan perdagangan

untuk mendikung perekonomian di Indonesia

t Anis ldham, Pranata Jaminan Kebendamr Hipotik Xapal iaa Laut, cet.], (Bendueag,
1995y, hal.2

*indonesia, Undeng-Undang Pelayaran, UU No.17, LN No.64 Tahun 2008, TLN No.
4846, Ps. ) snghka 1.
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Dewasa ini, banyak bermunculan perusshaan pelayaran 41 Indonesia, baik

unfuk transportasi orang maupun antuk pengangkutan barang. Setisp perusahaan
perkapalan dalam menjalankan usabanys terkadang membutuhkan modal yang
sangat besar untuk meningkatkan uszhanya, untuk mengatast permasalshan
permodalan sering sekali pengusaha membutuhkan dana dalam bontuk cash,
uniuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan peminjaman modal
kepada Bank, vang sering dikenal sebagai Pengikatan Kredit, yang dituangkan
dalam Perjanjian Kredit. Bank sebagai Kreditur temtu tidak dengan mudah
memberikan danc kepada para pengusaha pelayacan tersebut. Dengan adanya
Perjanjian Kredit, maka Bank dapat mengikat debiturnya.

Dalam Undang-Undang Perbankan, yang dimakeuwd dengan kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ity, berdasarkan
persctujuan atau kesepakaian pinjam meminjam uang antars bank dengan pibak
Izin yang mewaiibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sctelah jangka
waktu terienty disedal dengan jumlah bunga, imbalan stau pembagian hasit
kenntungan.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perfanjian
kredit ialah:’

a. Penyediasn uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;

-

Didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminiam;

¢. Para pihaknye, yaitu Bank dan Pihak lgin (nasabahj; ;

d. Kewajibap peminjaman, yaits untok mehmast hutangnya;

e. Jangka waktu;

f. adanya bunga.
Pihak Bank sebagai kreditur bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan debitur
sehagal peminjam dana dengan kewajiban melunasi pinjaman iersebut Bank
sefaka kreditur dan debitur berdasarkan kesepakatan para pihak mengikatkan diri
pada suatu perjanjian kredit vang memuat segala hal yang diperjanjikan oleh
kedua belah pihak.

* indonesta, Lindong-Undang Perborkan, Ul No. 10, LN No.31 iahun 1998, TLN No,
3790, Py, | angka 12

* Salim HS, Perkembangen Hukum Jominan d Indonesia, (tkarts: PT RujaGrafinds
Persada, 20043, bal.20,
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Pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur membutuhkan suatu jaminan
dari debitur yang berguna sebagai kepastian untuk kreditur apabila debitur tidak
memenchi kewajibannya maka jominan menjadi milik kreditur, Jaminan adalah
menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan wang yang timbul
dari suatu perikatan hukum.® Masalah mengenai jaminan tidak dapat lepas dari
perbankan, karena perbankan adalah wadah penghimpun dan penyalur dana
masyarakat, Salah safu peranan penting perbankan dalam  weningkatkan
pembangunan dalam bidang ckonomi adalah dengan perpberian kredit. Para
pengusaha sudah (idak dapat dipisahkan lagi dalam pemberian kredit torschbut,
karena sectiap pengussha membutuhkan adanys kredit dari bank untuk
meningkatkan modal dan mengembangkan usaha mereka sehingga mereka dapat
memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari pemberian kredit, tetapi
pemberian kredit oleh perbankan kepada pengusaha mengandung banyak resiko.
Bisnis bukaniah hal yang dapat ditebak seccara past, karena bispis selalu
mengalami pasang surut ferpantung dalam keadasa ckonomi yang terjadi.
Masalak bisnis sering menjadi kendala untuk pengsmbalian k;ediz, karena itu
Bak 6dak dengan mudah memberikan fasilitas keedit kepada pengusaba.
Pencegaban yang dilakukan oleh Bank agar pinjfaman kredit tersebut dapat
kembali, maks dibutuhkan suate pengamanan dalam peagembaltan kredis
tersebut. Bentuk pengamanan tersebut vang dikenal dalam perbankan adalah
dengan pengikatan jaminan. Pada dasamya jaminan ada daa jenis yaitu, jaminan
kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang
sering digunskan dalam perbankan, salah sate jenis jaminan kebendaan yang
dikenal adalah hipotik.

Perjanjian pembebanan Jaminan tormasuk  perjanjian  accesoir, yang
dimaksud dengan perianjian accesoir izlah perjanjian vang bersifat tambahan,
sehingga perpaniian accesoir tersebut tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi
dibutuhkan adanya perjaniiun pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud disini
adalah perjanjian kredit. Tanps adanya perjanjian kredit tentu saja tidak aksn
tercipta perjanjian permtbhebanan jaminan,

*ihid hal. 22.
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Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai istilah Hipotik.
Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk
menggambil penggantian daripadanya bagi pelunasan perikatan.’ Hipotik adalah
untuk benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya
bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotik diatur dalam pasal 1162 — 1178 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Objek yang dapat dibebani oleh hipotik adalah:’

a. Benda-benda yang tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan,
beserta kelengkapannya, sekadar yang terakhir ini dianggap sebagai
benda tak bergerak;

b. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta perlengkapannya;

c. Hak numpang karang dan hal usaha

d. Bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan hasil tanah dalam
wujudnya;

e. Bunga persepuluh;

f. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa
yang melekat padanya.

Sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria maka buku II Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan
alam yang terkandung didalamnya telah dicabut, kecuvali tentang hipotik.
Ketentuan Hipotik baru dicabut pada waktu dikelnarkannya Undang-Undang
nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta dengan Benda-
benda yang Berkaitan dengan Tanah, hal ini menyebabkan tanah memiliki
lembaga jaminan lain yaitu hak tanggungan dan hipotik atas tanah tidak berlaku
lagi, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan bukan berarti hipotik
tidak dikenal lagi atau tidak dijadikan jaminan lagi. Hipotik tetap digunakan untuk
benda tidak bergerak selain tanah, seperti kapal laut laut dan pesawat terbang.

Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa Kapal
laut-kapal laut, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan, dan
tempat-tempat pemandian yang dipasang pada perahu atau berdiri terlepas, pula

¢ Kilab Undang-undang Hukum Perdaa (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh
R.Subekii dan R. Tjitrosudibio, cel. XXVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Ps. 1162
7 Ibid., ps. 1164,
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benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak. Jika kila melihat dalam
pengertian pasal 510 Kitab Undsng-Undang Hukum Dagang, maka kapal laut
adalah termasuk benda bergersk vang tidak dapat dihipotikkan, karena hipotik
hanya dapat dibebankan pada benda tidak bergerak.

Berdasarkan pasal 314 kitab Undang-undang Hukum Dagang, kapal laut
dibedakan menjadi dua jenis yaitu

(1). Kapai isut yang termasek benda bergerak jakeh kapal Isut vang

memiliki ukuran kurang dari 20m’ ist kotor. Karena termasuk dalam benda

bergerak maka penjaminan atas kapat laut tersebut menggupakan fiducia.

Kapal laut dengan ukuran kurang dari 20m? tidak ada kewajiban untik

didaftarkan.

{2). Kapal laut yang termusuk benda tidak bergerak ialah kapal laut yang

memiliki skuran sekurang- kurangnya 20m” isi kotor. Karena termasuk

dalam benda tidak bergersk maka penjaminan atas kapal Taut terscbut
menggunakan hipotik kapal laot. Kapal faut dengan ukuran 20m”
pemiliknya memilik: kewajiban untuk didaftarkan,

Dari pengertian diatas dapat disimpulian bahwa tici;ik semua kapal laut
Jaut dapat dijaminkan secara hipotik, melainkan hanya kapal laut vang memiliki
ukuran 28m” saja yang dapat dijaminkan secara Hipotik.

Szbelumnya Kita lihat teclebih dahuiu epa vang dimaksud dengan kapal
laut sebagaimana vang terdapat <alam pasal 1 angka 36 Undsag-Undang
Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 yaitu, kendaraan air dengan bentuk dan jenis
fertentu, yang diperakian dengan tenagn angin, icnaga mekanik, energl Jainnva,
ditarik atac  ditunds, temmasuk kendarsan vang berdaya dukuag  dinamis,
kendaraan di bawsah permukaan alr, serts alat apung dan bangunan ferapung yang
tidak berpindah-pindah.

Pengertian hipotik Kapal laut dalam Undang-Undang Pelayaran adalsh
hak agunan kebendaan atas kapal laut yang terdafiar untuk menjamin pelunasan
utang fertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
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tertenty terhadap kreditor lain® Kapal laut yang terdafiar adaiah kapal laut yang
memiliki ukoran paling sedikit 20m® dan kapal laut yang berbendera Indonesia.

Sebenarnya peraturan yang menyatakan kapal lzut dapat dihipotikkan
adalah sangat praktis sekali bagi para pengusahs, karcna dengan
diperholehkannys kapal lant itu dibebani hipotik, maka pengusaha atau debitur
masth bisa mengoperasikan kapal lsutnya tersebut, sehingga dia dapat membayar
kembali kembali kredit yang telah diperolehnya dari bank.®

Kapal laut depat dijaminkan dengan hipotik kapal maka hal ini akan
mempermudah. para pengusaha pelayaran dalam mendapatkan jaminan dan
ielaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangaya kepada kreditur karena
kapal masih dapat dipergunakan oleh debitur. Pembebanan hipotik atas kapal laut
tersebut dapat tercipta dengan prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon yaitu
dengan mengajukan permohonan kepada pejabat pendaflaran dan pejabat balik
nama dengan mencantumkan nikai hipotik yang skan dipasang.'®

Terdapat tipa fase dalam pendafiaran hipotik, vaitu:

L. Fase Pertama

Debitur mengikatikan diri dengan Kreditur (bank/lembaga pembilayaan)
dalam suatu Perjanjian Kredit dengan menyatakan akan menyerahkao bukti
kepemilikan dan pembebanan hipotik atas kapal schagal jaminan pelunasan
hutangnys. Dalam Perjaniian Kredit dikenal Perjanjian Kredit dengan akia notaris
dan Perjanjian Kredit di bawah tangan,

Akta notasis ialab akia otentik vang dibuat oleh atau di badapan Notaris
menuryt bentuk dan fatz cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang jabatan
Notaris nomor 30 tahun 2004." Apabila Bank yang melakukan Perjanjian Kredit
maka pada umumnya dibual dalam bentuk notariil atau akts notaris. Perjanjian
Kredit ini merapakan perjanjian pokok.
1L. Fase Kedua

* Indonesia, Undang-Undang Pelayaran, UL No. 17, LM Ne.64 Takwn 2008, TLN No.
48465, Pu.l angka 12

! LM.N. Purwasutiiphs, Pengeriian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Fukum Persiran
lawd dae Persiran Daral, eet, HY, Jakarta: Diambatan, 1989), halldé.
¥ Satim HS, foc. i, bal. 203,

' Indonesia, Undang-undang jabatan Notaris, UU No.30, LN Na. 117 tahun 2004, TEN
MNo. 4432, Pu. 1 avat 7.
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Jika Debitur sudah menyerahkan bukti kepemiiikan kapal dan kapsl sudah
memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan yang bedaku untuk dibipotikkan, maka
selanjutnya dibuatlah aita hipotik berdasarkan Perganjian Kredit schagai
perjanjian accesoir, Pembebanan hipoiik dilakukan dalam bentuk akis hipotik
vang dibuat olch Pejabat Pendaflar dan Pencatat Balik Nama Kapal, dengan
melenghkapi dokumen-dokumen teckait.

Apabila pemilik kapal tidak dapat mengurus sendiri pemasangan Hipotik,
maka ia dapat menunjuk orang lain untuk mengurusnya, dilakukan melaini surat
kuasa memasang hipotik (SKMH}. Surat kussa memasang hipotik merupakan
surat kuasa vang dibuat oleh Notaris. Surat kuasa ind dibuat antara pemitik kapal
yang memberi kuasa dengan orang vang dituniuk untuk itu yang diberi kuasa
untuk mengurus pembebanan hipotik kapal Jaut.

Dasar hukum hahwa pemasangan hipotik dapat dilakukan dengan surat
kuasa adalah berdasarkan pasal 1171 ayat 2 Kitab Undang-undang Hulum
perdata. Pasal tersebut meayaiakan bahwa kuasa uatvk memberikan hipotik harus
dibuat dengan akta otentik, dengan demikian Surat Kuasa Memasang Hipotik
merupakan perjanjian tertulis dan formil,

. Fase Ketiga

Akta Hipatik dicatatkan dalam daflar iaduk pendaftaran kapal. Hak
pemegang hipotik lahir pada saat pendaftaran selesai dilakukan Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Balik Nama Kapal &f tompat kapal torsebut didafiarkan,

Jaminan dengan hipotik kapal berbeda dengan jenis jarminan yang lain, di
sini banvak pihak vang dilibatkan. Selain para pihak yaitu Bank dan debitur, ada
keterlibatan notaris yang dapat kita liat dalam beberapa dokumen yang harus
dipenuhi dengan menggunakan akta notaris, dan juga Pejabat Pendafiar dan
Pencatat Balik Nama Kapal yang membuat akta hipotik. Keterlibatan tersebut
dapat dilihat, sampai dengan lahimya hak pemegang hipotik, ada banyak akw
otentik yang harus dibuat sehagai pemenuhan kewaiiban memberikan dokumen.
Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, vang dimaksud
dengan akia otentik adalah ;

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;

2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
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__ 3. Ditempat akia itu dibuat.
Pejabat-pejabat yang berwenang dalam pembebanan hipotik atas kapal, mulai dari
perjaniian kredit sampai dengan lahimya hak pemegang hipotik adalah notaris dan
svabhandar.

Drapat diketahui bahwa Notarls berperan penting sejak pengikatan kredit
sampai dengan lahimya hak pemegang hipotik. Notaris berperan dalam
pembuatan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai Kreditur dan
perusahaan sebagai Debitur, bentuknya dengan membacakan, menerangkan dan
menandatangani di hadapan pasa pihak.

Apabila dalam Perjanjian Kredit ada suate jaminan kebeadaan, maka
dilakukan suatu pembebanan Jaminan terhadap benda jaminan terscbut, Dalam hal
ini penulis membahas mengenai jaminan hipolik kapal. Setelah penandatangannan
Perjanjian Kredit perlu dilzkukan pembebanan hipotik kapal terhedap objek
jaminan. Pembebanan hipotik dilakukan oleh Debitur bersama-sama dengan
Kreditur, dengan menggunakan surat kuasa memasang hipotik yaitu berisi kuasa
yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur bahhwa kapal tersebut dapat dibebani
hipotik. Surat kvasa fersebut fidak dapat berbontuk surat dibawah fangan fetapi
harus berbentuk akia Notarial, Hak pemepgang hipotik lahir setelah akta hipotik
didaftarkar, yaitu deagan terbitnya grosse akia hipotik,

Notaris mengenal istileh cover note, Cover note adalah surat pernyataan
rotaris yang diakui Negara secara sah, Cover note merupakan surat keterangan
yang berisi pemberitahuan kepada para pibak bahwa akta yang diperiukan oleh
para pihak sedang dalem pengurusan Notaris. Jika dihubungkan dengan Surat
Kuasa Memasang Hipotik, maka sengatiah wajar jika Notaris mengeluarkan cover
note atay sura! keterangan untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan,
yang menyatakan bahwa Notaris sedang melakukan penpurusan mengenai akla
hipotik kapal tersebut kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai apabila Notaris
melakukan kelalaian sehubungan dengan pengeluaran cover nate tersebut, dengan
kasus posisi adalah ssbagai berikut:

Sebuah perusshaan pelayaran PT. Pelayaran ABC (Debitur) mengajukan
permohonan kredit Kepadz Bank XYZ (Kroditur) guna membiaval pembelian
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sebuah kapal vang akan dipesan oleh PT. Pelayaran ABC kepada sebush
perusahazn penjual kapal di {Zhi'na dan untuk menambab modal usaha, dengan
Jjaminan sebuah kapal yang sedang dalam proses pendafiaran.

Sctelah proses pendaftaran kapal tersebut selesai dilaksanakan, maka
dilakukan pemberian kuasa memasang hipotik dari Debitur kepada Bank dan
Notaris. Pada hari yang ditentukan untuk penandatanganan surat kuasa memasang
hipotik (SKMH) tersebut, Bank meminta Notaris wntuk segers mengeloarkan
cover nofe atau surat Keterangan kepada Bank untuk keperfuan audit. Kemudian,
atas permintaan Bank dan atas dasar kepercayasn, Notaris mengeluarkan cover
note fersebut, dengan anggapan bahiwa Notaris yakia bahwa para pihsk akan
menandatangani SKMH terscbut. Temyata, pada saal penandatanganan, Debitur
menolak menandatangani SKMH dan menyatakan akan memeriksa ulang
Perianjian Kredit yang telah disepakati bersama,

Tindakan Notaris untuk mengsiuarkan cover nofe sebelum surat kuasa
memasang hipotik ditandatangani oleh para pihsk adalzh suvatu tindakan yang
beresiko tinggi dan dapal dianggap sebagai suatu kelalaian yang dilakukan oleh
Notaris. Dalam meiaksanakan tugasnva, Notaris harss berpegang teguh pada
prinsip-prinsip dasar, kode ik, dan aturan-aturan vang berlaku di bidang
Kenotariatan. Pada dasarmnya Notarls membuat akia berdasarkan kepercayaen,
karena Notaris berada di tengah yang artinya tidak memibiak siapapun. Sehingga
Notaris harus bertanggung jawab atas seraua tindakan vang dilakukennys iika
tidak sesuai dengan kode etik dan sturan-aturan yvang berlaku.

Berdasarkan umian-uraian fersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaii dan membahas dalam tesis yang berjudul ¥ Taaggung Jawab Notaris
Terbadap Cover Note Yang Dikeluarkas Sebelum Ditandatangani Surat
Kuasa Memasang Hipotik”

1.2 Pokok Permasalakan
Berdasarkan uraian latar belakang permasalaban di atas dapat dirumuskan

tiga masalah schagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan pembebanan Hipotik atas kapal laut?
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2. Bagaimana peran Notarls sampst dengan lahimnya hak pemegang hipotik
atas kapal?

3. Bagaimans fanggung fawab Notfards, terhadap cover nofe vang telah
Notaris berikan kepada Bank XYZ, scdangkan PT. Pelavaran ABC

menolak menandatangan: surat kuasa memasang hipotik?

1.3 Metode Penelitian

Daiam penulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian
nomaiif, yaitu peaelitian teoritis yang menarik asas hukum dan tﬁeiihat
sistematika hukum yang terkait dengan jabatan notaris.'* Dalam penelitian ini,
antara lain melihat asas hukum dan peraturan apa saja yang menjadi dasar hipotik
atas kapal laut, dan juga melilat tanggung jawab notaris mengenai masalah yang
timbul dalam hipotik atas kapal Jaut.

Penelitian ini menggunakan alat peogumpul data yailu studi dokumen,
meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaity bahan-bahas hukumn yang mengiket dan
berlaky umum, Dalam hal ini peraturan yang berkaitan lengsung dengan
hipotik kapat laut dan profesi hukum notaris.

2. Bahan hukwn sekunder, mencakup buku-buku cetak, artikel, tesis,
dizertasi, makalah dan dokumen lainnya yang terkail, termasek artiks!
vang terdapat dalam internet yang memiliki kaitan dengan hipotik kapal
dan kenotariatan, Baban bhukum sekunder ini akan digopnakan sebagal
landasan teori peran dan tanggung jawab notaris sampai lahimya hak
pemegang hipotik,

3. Bahan hukom tersier dalam peoelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedia.
Yang digunakan dalam istilah-istilsh dalam dunia kenotariatan dan
pelayaran.

Data sekonder yang dipercleh dari bahan pustaks terschut, diokeh dan
diznalisis dengan menggunakan metode analisis data  dengan  pendekatan
kuatitatif, yaitu suate metode analisis dala yang mengacu pada suatu muasalah

tertentn dan dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan

2 9ri Mamudji, ef of., Merade Penelitian Dan Penulisan Hukur,. Cet), (Jakarta: Badan
Penerbit Fakulas Hukom Universitas Indonesia, 2605), hal.10.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



i1

perundang-undangan yvang berlaku. Dalam hal ini untuk roenggambarkan peran
dan tanggung jawab nofaris terhadap cowernote yang scharusnya belum dapat
dikeluarkan oleh notaris. Dengan demikian hasi! penclitian ini juga memberikan
problem solution alas tindakan avtarls scbagaimana terkalt dengan kasus yang

diznalisis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperiukan di dalam suatu penulisan
tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sitematika penulisan
tesis ini yang keseluruhannya terdini dari 3 (tiga) bab, adalah sebagat berikut
BAB I : Pendahuivan

Dalam bab ini penulis aken menguraikan mengenai latar belakang
penulisan yang mendasar tesis ini, permasaizhan yang akan dibahas, metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta pada akhir bab
diuraikan mengenai sistematika penulisan.
BAB H : Teori dan Analisis

Dealam bab ini penolis aken menguraikan tentang tcori-teorl mengenai
hipotik kapal, peranan notaris sampai dengan lahimys bak pemegang hipotik dan
tanggung iawab notaris apabila notaris telah mengeluarkan cover note schelum
surat kuasa memasang hipotik belum ditandatangani keduz belah pihak.
BAB Il : Penutup

derupakan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpulan dari bab-bab
yang ada schelumnnya yang merupakan jawaban sinpkat afas permaszlahan tesis

berdasarkan hasil analisis peymasalahan, seria beberapa saran.
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BAB1I

Tinjauas Umum Mengenaai Jaminan Kebendaan
Hipotik Atas Kapal Laat

2.1, Jaminan Kebendaan

2.1.1. Pengertian Jaminan
Jaminan memiliki kedudukan dap manfaal yang sangat penting dalam
menunjang pembangunan ekonomi, Karena keberadasan lembaga ini dapat
memberikan manfaat bagi Kreditur dan Debitur, 3 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata tidak memberikan rumnussn vang tegas menpenal peagerfian jaminan,

namut berdasaddean pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
kita dapat menyimpulkan pengdrtian jaminan.
Dhalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;
Segala kebedaan si berutang, balk yang bergerak maupun tidek bergerak,

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggunpan untuk segala perikatan perseorangan.

dan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyalakan;

Kebendaan tersebut meniadi jaminan bersama-samia bagt semua orang yang
mengutangkan padanys, pendapatan penivalan benda-benda itu dibagi
menurut keseimbangan, yaity menurut bessr kecilnya piuteng masing-
masing, kecuali apabila di antara para herpiutang it ada alasan-alasan vang
sah untuk didahulukan.

" HS Salim, Perkembangon Hukum Jaminan di indonesia, {(Jakerta : PT RajaGralindo Persada,
20043, bal.28.
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laminan adalah tanggungan vang diberikan Debitur atau pihsk ke tiga
kepada Kredityr karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa
debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan,

Dalam suaty perjanjian kredit, pengertian dari pengadaan penjantinan
adalah menyedickan seswatn vang apabila Debitur tidak  dapat  meiunasi
hutangnya, maka terhadap sesuatu yang dijaminkan tersebut akan dipergunakan
sehagai pelunasan hutang Debitur,

Adapun maksed dan fujuan jaminan kredit adalah sebagai berskut:

8. Untuk menghindari teriadinya wanpresiasi oleh pihak Debitur {penerima

kredit)

b. Untuk menghindari resike rugi yang akan dialami oleh pihak Kreditur

{pemberi kredit}

Kegunaar dari hak atas barang/benda jaminan kredit, adalah :

a. Untuk membertkan hak dan kekussaan kepadz Kreditur untuk meadapatkan
pelunasan dengan bends laminan bilamana Debitur melakukan wanprestas
atan cidera Janii.”

b. Memberi dorongan kepada Debitur agar betul-betul menjalankan usaha yang
diblavai dengan kredit itu, karenz bila hal itu disbaikan maka resiko haknya
atas benda yang dijaminkan akan hilang; dan

¢. Betul-betul memenohi ketentuan-ksientuan yang tercantum dalam Perianjian
Kredit.

Dalam istilah perbankan, jaminan adalah suaty keyakinan bank atas
kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuar dengan yang diperjanjikan,
sehingga Bank memiliki suatu criteria terhadap benda-benda yang dijadikan
Jaminan oleh Debitur. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:'

a. Dapat secara mudah membaniu perclehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukan,

b. Tidak melemahiarn potensi (kekuatan) st pencari kredit untuk melakukan atau

meneruskan usahanya,

* Subekt, Jominan-iaminan sntek Pemberian Kredit mermrut Hukum Indoresia, col.4, (Bandung:
PT Citra Aditys Bakti, 1939) hal \73.
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e. Memberikan kepastian kepada si Kreditur, dalam arti babhwa barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah dilvangkan
untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

Jarninan merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang, dalam jaminan
dikenal dengan jaminan umurm dan jaminan khusus. Jaminan umum menurut pasal
1131 jo pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adaleh segale harta
kebendaan yang dimiliki Debitur menjad{ jaminan bapi pelunasan utangnya.

Jaminan umum memiliki ciri-ciri sebagal berikut:**

a. Para Kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang ( Keeditur
konkuren)

b. Ditiniau dari sudut haknya, para Kreditar konkuren memiliki hak yang bersifat
peroranpan, vaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu

¢. Jaminan wmum timbul karena undang-undang, artinys diantara para pihak
tidak dipeangikan terlebih dahuly,

Jaminan Khosus terdiri atas jaminan vang bertalian dengan benda dan
jeminan perorangan (personal guarantee). Dengan demikian objek jaminan bukan
hariys berupa benda atas barang namun bisa perseorangan baik Debiter sendiri
maupun orang Jain {pihak ketiga) vang menjamin hutang debiter. Jaminan
perssorangan tersebut biasanya adalah nama baik dari Debitur alau si Penjamin.

Pada umumnya Kreditur sering tidak puss dengan jaminsn omum, lala
meminta agar Debitur memberikan suatu benda fertents sebagai jaminan khusus.
Jaminen khusus tersebut adalah jaminan yang diberikan cleh Debitur kepada
Kreditur, hak-hak tagihan manz mempunyai hak mendabului sehingga Kreditur
tersebut berkedudukan sebagal kreditur preferen. Jaminan khusus yang fimbul
karena diperjanjikan inf terdici atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan terdiri atas:

a. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1996,

b. Hipotik atas kapal Jaut dan pesawat udara,

¢. Gadai, yang diatur dalam Bab 20 Buku 11 KiifiPerdata, dan

d. Fidusia vang diatur dalam Undang-undang nomor 42 t2hun 1999,

13 Briedn Husol Hasbulinh, Hubam Kebendaun Perdota, Hak-hak yang Memberd Jaminan, cet.?,
{Jakara: Ind-Hill Ce, 2002).hal. 16.
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Dari semua jenis jaminan kebendaan tersebut, memifiki satu kesamaan
dalam sifat jaminan, Dalam suvatu Perjanjian Kredit, Kreditur dapat memints
Debitur supaya memberikan suatu jaminan guna pelunasan hutangnya. Pasal 1821
ayat | Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi tiada penanpgungan jika
tidak ada suaty perikatan pokok vyang sah. Dari ketentuan ifersebut dapat
- disimpulkan bahwa penanggungan atau penjaminan zkan ada apabila ada suatu
perjanjlan pokok. Selama perjanjian pokok tidak ada meka perjanjian jamivan
juga tidak ada.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang dibuat setelzh pecjanjian
pokok. Pemberian jaminan ditvanpgkan dalam suatu perianjian torsendiri namon
menjadi satu kesatean dengan perjanjian pokok. Walaupun perjaniian jaminan dan
perjanfian pokok dibuat secara terpisah namun perfanjian jaminan selalu
bergantung pada pefjaniian pokoknya yang bersifat accesoir.

Peryaniian accesoir tersebut membawa akibat hukum sebagai berikut;

- adanya petjanjian jaminan terganiing pada adanva perjanjian pokok

~ perjanjian jaminan berakhir apabila perjanjian pokok juga berakhir.

- apabiis perianjian pokok batal maka perjaniian Jaminan jugz akan menjadi batal
- perjanjian jaminan tkut beralibh dengan heralihnys perjanjian pokok

Jaminan kebendasn memiliki sifat yaitu jaminan vang mengikuti benda
dimanspun dan ditangan siapapun bends tersebut berada yang dikenal dengan
droit de suit. Dan perjanjian jamivan fersebut bersifat terbuka, gunanya agar
diketahal oleh masyarskat umum, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui
dalam buka daftar yang dapat dibaca oleh stapapun.

2.1.2 Objek Dan Jenis Jaminan
Menurut pasal 1131 Kitab Usdangundang Hukum Perdata, scgala
kebendaan si berhutang akan menjadi tanggungan bagi hutangaya. Oleh karena it
obyek jaminan dafam hal ini berupa barang dan jasa.
Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda ity dibagi-bagi
menurul keseimbangan, yaiftu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantars para berpiutang itu 2da alasan-slasan yang
sah untuk didahuiukan.
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Dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Jaminan tersebut adalah jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan oleb
Debitur kepada setiap Kreditur, hak-hak tagihan mana tidek mempunyai hak
saling mendahului antara keeditur yang satv dengan keeditur lainoya dimana
kedudukan Kreditur tersebut sama.

Pada kenyataannya dalam hubungan bisnis banyak Kreditur yang merasa
tidak puas dengan jaminan umum, lalu meminta agar Debitur memberikan suatu
benda teriente scbagat jaminan khusus. Jaminan khuses adalah jaminan yang
diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, hak-bak tagihan mana mempunyai hak
smendahului schingga Kreditur tersebut berkedudukan sebagai Kreditur preferen.

taminan khusus ada dua macam, yaitu jaminan yang bertalian dengan benda
dan jaminan perorangan. Dengan demikian obyek jaminan bukan hanya berupa
benda ateu barang tetapl jupa orang lain {pihak ketiga} yang menjamin hutang
debitur.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada dasarnya jaminan kredit
yang berupa jaminan kKhusus dapat dibedakan atas:

a. Jaminan Perorangan

faminan perorangsn (personal guaraniee) adalah  jaminan  berupa
pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna
menjamin pemenuban kewajiban-kewajiban Debitur kepada Kreditur apabila
Debitur yang bersanpgkutan cidera janji (svanprestasi). Bila dilihat adanya pihak
ketiga dalam hubungan hutang piutang tersebut maka pihak keligs tersebul
menjadi penanggung hutang. Penanggungan hutang diatur dalam pasal 1820 Kitab
Undang-undang Hokum Perdata.

Dari pengertian pasal 1820 Kitab undang-undang Hukum Perdata terdapat
unsur-unsur schagat berikut:

- adanya hubungan hutang piutang antara si berhutang dengan si berpiutang

- disepakatinya persetujuan pesanggungan hutang dengan masukoya pihak
ketiga sebagai penanggung

- Masuknya penanggung dinyataken dalam svatu persetujuan yang berisi
kesanggupan pensnggung untuk memenuhi perikatan Debitur, jika Debitur

melakukan wanprestasi.
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Dalam perkembangannya dewasa inl, Bank tidak hanya menerima jaminan
percrangan tetapl jugs Rminan yang dilakukan oleh perusabaan yang dissbot
corporate guaranted,

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kedendsan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda
maupun hak kebendaan, vang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari haris
kekayaan baik dari Debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan
kewajiban-kewajiban Debitur kepada pihak Kreditur, apabila Debitur yang
bersangkutan wanprestasi.

Benda adalah segala sesvatu yang dapat dibaki oleh orang.'® Sedangkan hak
kebendaan adafah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak tersebot memberikan
kekuasaan langsung atas sesuatuy benda dan dapat dipertahankan terhadap
siapapun juga.'” Hak kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan dapat dibedakan
sebagai berikui:

~ Hak kebendaan yang bersifat membert kenikmatan atas benda milik sendiri
atau milik orang lain. Contoh: Hak Milik atas Tanah, Hak Memungut hasil
afas tanah milik orang lain.

« Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Contoh | Gadai, Hipotik,

Menurut sifatnya jaminan kebendaan ini terbagt menjadi dva yaitu jaminan
dengan benda berwujnd dan jaminan dengan benda tidak berwujud. Benda
berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedanpgkan
benda tidak berwujud vang lazim diterima oleh Bank sebagal jaminan keedit
adalah berups hak tagih.

Benda Bergerak dapat dibedakan atas :

- Benda Bergerak karena sifatnya

Menurut Pasal 509 kitab Undang-undang Hokum Perdata, benda bergerak

karena sifatnya ialah kebendaan vang dapat berpindal atau dipindahkan,
- Benda bergerak karena ketentuan undang-undang

Menurut Pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah hak atas
benda yang berperak.

Henda tidak berperak dapat dibedakan atas:

" Subekti,, ap. eit., hal b0,
7 811 §.M. Sofwan, Hukum Benda, tot 4, (yogyakara: Liberty, 1981), hal. 24,
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« Menurut sifatnya
Contoh: Tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya
- Karena Tujuannya
Contoh: alat-alat vang dipakai di dalam pabrik
- Mesnurut Ketentuan Undang-undang
Contoh ¢ Hek memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak memskai atas
benda tidak bergeralc.

2.1,3 Sifat Jaminan

Dalam suatu Perjanfian Kredit, Kreditur dapat meminta Debitur supaya
memberikan suate jaminan guna pelunasan hutangnya, Pasal 1821 ayat T Kitab
wndang-undang Hukum Perdata berbunyi tiada penanggungan jika tidak ada svatn
perikatan pokok yang sah. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa
penanggungan atau penjaminan 2kan ada apsbila ada suatu perikatan pokok.
Selama perjanitan pokok tidak ada maka pzrjanﬁan Jaminan juga tidak ada.

Didalam dusnia perbankan, perjaniian pokonya berupu perjanjian peraberian
kredit oleh Bank dengen kesunggupan memberikan jaminan untuk dijadikan
sehagai jaminan pelunasan hutang. Pezjanjian jaminan tersebut {azimava dapat
berupa Hipotik, Fidusia atau Hak Tanpgungan tergantung deri obyek jaminan
yang diberikan oleh Debitur kepada Baok. Perjanjian jaminan tersebut merapakarn
tambatisn {acesoir) yang diksitkan dengan perjaniian kredit. Perjaniian jaminan
juga bersifat terbuka (openboar) agar diketahui smum (asas publisitas). Agar
perjanjian jaminan hersifat terbuka harus disediakan sarans berupa pendafataran
dalam buku daflar yang dapat dibaca oleh urmum,

Penjaminan terhadap seate bonda yang dibebani dengan hipotik akan
berakhir apabila perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit berakhir, Kreditur
sehapal pomegang hipotik melepaskan jaminan tersebut atau karena pensiapan
oleh hakim, sedangkan Hapusnya hak jaminan dapat terjadi apabila tergadi
wanprestasi mengenai hak yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur sebagal
pelunasan hutang. Hapusnya hak jaminan dapat mesyebabkan berakhimya
Porjanjian Kredit.
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fika obyek jaminan dibebani dengan Hak tanggungan, maka jaminan akan
berakhir apabila Perjanjian Kredit sebagai perjaniian pokok berakhir, Kreditur
sebagal pemegang hak tanggungan melepaskan hak tanggunganaya, pembersihan
hak tanggungan berdasarken penelapan peringkat olch ketwa Pengadilan Negerl
atau hapusnyr hak atas tanab yang dibebani hak tanggungan. Hapusnya hak
tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian
pemyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan terscbut oleh
pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. Hapusnya hak
tanggungan karena pambersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat
oleh ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembelii hak atas tanah
yang dibcbani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya it
dibersihkan dari beban hak tanggungan, zkan tetapi hapusnya hak tanggingan
karenn hapusnya hak atas fanah wang dibebasi hak tangpungan fidak
menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin.

Sedangkan jika cbyek jaminan yang dibebani dengan fidusia, maka jaminan
akan hapus karena hapusnya perianjian pokok, pelepasan hak atas jaminan fidusia
oleh penerima {fidusia atau musnahnya bends vang menjadi objek jaminan Fidusia,

2.1.4 Pengertian Jaminan Hipotik
Dalam hal ini, penulis hanya akan miembahas mengepal hipotik kapal Taut.
Definisi hipotik menurut Black’s law dictionary adalak ;

In French iaw, hypothecotion; a morigage on redl property; the right vested
in « creditor by the assignment to him of real estote as security for the
payment of kis debt, whether or nos it be accompanied by the possession,

In corresponds to the morigage of real property in English law and is a real
charge, following the properly in 1o whosesoever hands i comes, It may be
tegale as in the case of the charge which the state has over the londs of its
accounionts, or which o married woeman has over those of her hushond;
Jfudicigire, when it is the result of a judgment of a court of justice; and

canventionelle, when it Is the result of an agreement of the pariies. zg

¥ Henry Cambel Blnck, etal., Black Law Dictionary, 62 ed. (St, Pani Minn; West Publishing Co,
1990}, hal, 742-743
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Menurot pengertian black law diatas dapat diartikan bahiwa hipotik menusrut
hukum perancis, hipotik adalah suatu pcnjaminaavtﬁrhadap benda tidak bergerak;
hak berada i kreditur akibat penpalitan kepadanya swatu kepemilikan {etap
sebagal pengamanan terhadap pembayaran dari debiturnya, dengan atau tanpa
disertai oleh penguasaan. Dalam keterkaitanoya dengan penjaminan terhadap
bendz tidak bergerak dalam hokum Inggris, merupaken beban yang unyata,
mengikuti bendanys sispapue yang meniadi pemegangnya. Hal tersebut dapat
diangpap sah dalam hal pembebanan di mana Negara menguassi tanah melalui
lembaganya, atan dalam hal wanita bersuami memperebutkan hak svaminya atas
putusan pengadilan, ketika hal ity sudah menjadi hasil dari putusan pengadilan;
dan menurut kebiasaan, Ketika hal ito merupakan hasil dari kesapakatan dari para
pihak.

Hipotik diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab XXI
yaitu pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1232
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1162 Kitab Undang-undang
Hukumn Perdata yang dimaksud dengan hipotik adalah suate hak kebendaan atas
benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dad padanya bagl
pelunasan suaty perikatan,

Menurut pendapat P, Schoiten yang dimaksud dengan hipotik adalah hak
kebendaan atas benda fefap tertentu milik orang lain, vang secara Khusus
diperilaatkan. Demi untuk  memberikan kepada swatu tagihan, hak untuk
didahulvkan di dalam mengambil pelunasan atas hasil cksekusi barang tersebut.”
Menurut Profl Subekti vang dimaksod dengan Hipotik adalah suatn  hak
kebendaan vang tak bergerak, bertujuan vatuk mengambil pelunasan hutang dari
{(pendapatan Penjualan) benda it

Berdasarkan rumusan fersebut make hipotik pada dasarnya adalah suaty hak
kebendaan atas benda tak bergerak milik orang lain yang berfungsi tidak untuk
memberi kenikmatan aias suaty benda (zakeliit genoisrech) melainkan berfungsi
untuk memberi jaminan (zokeijk zekerbeidsrecht) bagl pelunasan hutang orang

19 Pricda Husnl Hashulinh, Mukum Kebeduan Perdua, Jilid 2, Cet, Jakarta: Ind-13i# Ce, 2002),
hal .89,
0 Subekti, Pokok-pokak Huknm Perdata, cet 26, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal.82.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



21

yarig memberikan jaminan tersebul. Dengan demikian benda-benda ity khusus
disediakan bagi pelunasan utang s Debitur atau si pemilik benda.

Pada awalnya obyek hipotik adalah benda tidak bergerak termasuk tanah
beserta segala sesuaty yang melekat diatasnya. Dengan lahirya undang-undang
nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda
yang Berakiatan dengan Tanah, ditetapkan bahwa objek jaminan berupa tanah dan
benda-benda lain vang ada diatas tansh hanya dapat dijaminkan dengan hak
tanggungan.

Dapat disimpulkas babwa ketentuan hipotik dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata tidak berlaku fegi terhadap tanah dan bangunan vang ada
diatasnya, sehingga hanya berlaku untuk kapa! faut.

Dasar hukum kapal laut sebagai jaminan hipotik seperti yang tertera dalam
pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menegaskan bahwa
Kapal laut yang dapat dibebant laminan hipotik adalah kapal-kapal yang telah
terdafiar, vaitu kapal vang berukuran paling sedikit 20 meter kubik isi kotor.”!

Padz asssnya menurut pasal 510 Kitab undang-undang Hukum Perdata,
kapal adalah benda bergerak, namun jika didaflarken, maka statusnya berubah
wmeniadi benda tidak bergerak dan apabiia dijaminkan, maka lembaga yaog harus
digunakan adalah hipotik

Kitab Undang-undang Hukum Dazgang merupakan “lex spesialis™ terhadap
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila Kiteb Undang-undang Hukum
Dagang tidak mengatur secara khusus, maka ketentuan mengenai hipotik mengacu
pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang mengatur mengenai jaminan hipotik kapal laut masih
menggunakan perundang-undangan peninggalan jaman pemerintahan colonial
Belanda yaita antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-
undang Hukum Dagang.

Saat ini peraturan mengenal hipotik atas kapal laot belum distur secara
Jjelas, tetapi sudah ada aturan yang menyinggung mengenai hipotik yaity Undang-
updang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintali No SJ

® Kitab Undang-andang Hukur Dagang {wetboek van koophandel}, diterjemaidon oleh R
Subekt dan R, Thiptosudibio. Cet. XXXL (akarta : Pradnya Parguita, 2008), Pol 314 ayet 3
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tahun 2002 tentang perkapalan., Walaupun pada saat ini felah ada peraturan
terschut tetapi jika dilihat dalam passl 33 ayat 5 yang menyatakan:
Ketentuan-ketentuan hipotik yang diatur dalam kitab undang-undang
Hukum Perdata da_n kitab undan Zg»uaéaag hokum dagang fetap berlaku bagi
pembebaran hipotik atas kapal.
Jika dilihat dari pasal 33 ayat 5 Peraturan Perundang-undangan Pemeriniah nomor
51 whun 2002 tentang Perkapalan tersebut maka semua ketentuan mengenai
hipoti tetap mengpunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdate dan Kitab
Undang-ondang Hukunm Dagang.
Undang-undang perkapalan memberi definisi mcngx-méi hipotik kapal laut,
yaitu:

Hipotik kapal adalah hak agunan ates kapal yang terdafiar untuk merjamin
pelunasan hutang terientu yang menmiberikan Kedudukan yang diutamakan
kepada Kreditor tertentu torhadap Kreditor lainnya ™

2.1.5 Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hipotik

Pada dasarnya hipotik memifiki sifat-sifat wmum vang dimiliki oleh hak
jaminan kebendaan pada umumnya, yaits

a. Absolut

Yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Artinya
hak ini dapat dipertahbankan dari gangguan yang diciptakean oleh pihak kefiga,
sehingga pemegang hak dapal mengajukan tuntutan terhadap pihak yang dirasa
menggangu hekaya. Hal ini karena hipotik tidak bersifat refatif ataupua personal,
yang hanya berlsku terhadap orang terfentu saja. Akan tetapi, kekuatan hak
kebendaan menjangkau siapa saja. Selama ikatan hipotik masib ada, hak pihak
penjual untuk menuntul pelunasan utang dari benda obyek hipotik fetap melekat di
tanpan siapapun benda hipotik ite berada.

Tidzk menjadi persoalan apabiia benda obyck hipotik telah beralih dengan
cara apapun misainya dijual, kepada pihak ketiga, atan melalui penjualan lelang,

* Indonesin, Peranran Pemeriniak Terang Perkapalus, Pecsturan Pomerinteh No.51 Tahun
132, LN No.95 Talwn 2062, TEN Ne. 4227, Pasai 3% ayat §

* Indonesia, Lirdang-Undang Pelayaran, UU No.1?, LN No.64 Tabun 2008, TLN No. 4848, Ps. 1
angka 12,
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atsupun dengan penetapan hakim, perpindshar yang demikian kepada pihak
ketiga tidak menanggalkan hak kebendaan Kreditur atas benda hipotik,

b. Droit de suite (Pasal 1183 ayat 2 dan Pasal 1198 KUHPerdata}

Hak tersebut senentiasa mengikuti bendanya ditangan siapapun benda
terschbut berada, Selain pasal tersebut dalarn pasal 3158 (b} Kitab Undang-undang
Hukum Dagang menyebutkan »

Si Berpiutang yang piutangnya dijamin dengan hipotik, dapat melaksanakan

haknya atas kapal atau andil dalam kapal ifu, di dalam tanganaya siapapun

kapal itu berada.
Pada pasal ini tersirat babwa terhadap kapal yang felah dibebani hipotik, maka
dimanapun dan ditangan siapapun kapal tersebut berada, maka pemberi kredit
{Kreditur) tetap memiliki bak atas kaps! tersebut.

¢. Droit de preference (Pasal 1133 dan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata)

Yaity hak yang dimiliki seseorsng unfuk didshulukan pemenuban
plitangnya diantara orang yang Derpiutang lsinnva. Dalam hal i hak jambsan
kebendaan fidak berpengarub oleh kepailltan ataupun oleh penyitaan yang
dilaklukan atas benda vang borsangkutan,

Relain sifat diatas hipottk memiliki ¢iri khusus yang tidak dimiliki oleh
jaminan kebendaan lainnya yaitu; '

a. ACcessoir

Accesolr ialzh perjanjian tkutar dari suatu petja}ijian pokok yang berupa
perianiizn pembebanan jaminan. Disebu! perjanjian accesoir karena perjanjian
pembebanan jaminan ini merupakan kelanjutan dari suate perjanjian pokok,
sehingga keberadaan perjanjian ini tergantung dari adanyz perjanjian pokok.
Hipotik merupakan perianjisn tambahan yang keberadaannya tergantung pada
perianifan pokoknys, vaitu peganjian utang pisfang. Jika pedaniian pokok
tersebut tidak ada maka perjanjian accesoirpun tidak ada.

Dalarm Perjanjian Kredit, Bank sangat membuiuhkan adenya jaminan
hutang. Karena fujuan dari perianjian pembebanan hipotik sebagal perjanjian
accesoir atas pegasniian pokok gunanya untuk menjamin kepentingan pemberi
kredit dalam pelunasan hutang penerima kredit (Desbitur}, yaitu berupa kapal laat
scbagai jaminan kebendasn dari perjaniian ulamanya yaitu peranjian hutang
piutang atau Perjanjian Kredit.
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b. Ondeelbaar (Pasal 1163 ayat | KUHPerdata)

Hipotik fidak dapat dibagi-bagi karena hipotik terletak atas sefuruh benda
yang menjadi objeknya, artinya scbagian hak hipotik tidak dapat hapus dengan
dibayarnya sebagian dari utang.

Sebuah benda yang dibebani hipotik tidak dapat dibagi besar kecilnya
berdasarkan besar kecilnya hutang yang sudah dibayarkan oleh pihak penerima
hipotik., karena selama hutang belum seluruhnya ditunasi, maka selama itu pula
hipotik tetap melekat sentuhnyva diatas benda dari obyek hipotik tersebut,

Penerima hipotik tidak dapat memints untuk menghapuskan scbagian
hipotik dengan alasan bahwa penerima Kredit telah membayar sebagian dari
hutangnya kepada pemberi keedit. Pencoretan hipotik tidak dapst dilakukan secara
parsial, kecuali pihak penjual menyetujui dengan jalan membuat akta hipotik baru.
Sekalipun hutang Debitur tinggal sedikit, atau sudah dibayar sebagian atau lebih
hal tersebut tidak menyebabkan hapusnya kipotik ates sebagian benda jaminan,

Dehitur tidak dapat menghapuskan atay sebagian hipotik karena itu
bertentangan dengan sifat hipotik yang tidak dspat dibagi-bagi walaupun Debitur
telah membayar sehagian besar dard hutangnya kepada Kreditur,

¢. Mengandung hak perluasan hwtang Grerhooiscrecht) saja (Pasal 1178 ayat

1 dann 2 KUMPerdata)

Maksudnya tidak mengandung hak untok memiliki bendanya, Namun jika
diperjanjikan, Kreditur berhak fmenjual benda faminan vang bersangkutan atas
kekuasaan sendiri {eigenmachtigeverkoop/parate-execusi) jika Debitur lalai atau
wanprestasi.

2.1.6 Asas-asas Hipotik Sebagai Jaminan Atas Benda

Asas-asas yang terkandung di dalam hipotik kapal laut secbenamys tidak
berbeda dengan hipotik pada umumaya. Hal ini ditunjukan dalam pasal 315 horuf
¢ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang vang menyatakan secara jelas bahwa
beberapa pasal-pasal hipotik yang terdapat dalam Buke 1T Kitab Undang-undang
Hukum Perdata tentang Hipotik fetap berlaku, karenanya azas-azas yang
terkandung dalam hipotik merajuk kepada dua kefentuan tersebut yaitu :

2. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Azas-azas yang terkandung dalam hipotik adalah:

a. Asas Publiciteit

Yaitu pengikatan Hipotik barus didaflarkan dalam register umum agar
masyarakat umum dapat mengetahuinya. Pendaftaran yang dimsksud adalah
pendafiaran akte hipotik pada scksi Pendaftaran akte hipotik pada seksi
pendafiaran yang wilayahnya itu berada, Hal ini sangat berguna khususnya bagi
pihak ketiga, misalnya ketika seorang pembell ingin membeli suatu benda, maka
ia dapat mengetahui apakah benda tersebut sudah dibebani hipotik, bilamana
kalau sudah dihipotikkan dan sudah sampai berapa jumiah hipotiknya.

b. Asas Specialiteit

Yaitu benda obyek hipotik harus pasti dan tertentn. Hipottk memiliki
kekhususan yaitu tidak boleh hanya meayebut babwa hipotik meliputi semua hatta
kekayaan debitur, tetapi harus menunjuk dan menyebut sooara pasti benda yang
baru atau yang akan ada kemudian. Jika hal tersehu! terfjadi maka dengan
sendirinya jaminan hipotik dianggap batal.

Pengikatan hipotik hanya dapat dilakukan atas beada-benda yang ditunjuk
secara khusus. Dalam hal ini adalah mengenat wujud, lstak, iués, batas-batas,
vang mengelilinginya dan lain-lain, Menorut pasal 1174 ayat 1 KUHPerdata, akta
dalam mana diletaklkan hipotik harus memuat snatu penyebutan khusus tentang
benda yang dibebani, begitu pula testang sifat dan letaknya, peoyehutan mana
sedapat-dapatnya harus didasarkan pada pengukuran-pengukuran resmi,

Hal ini berarti kalay benda vang dihipotikkan berupa kapal, harus
ditentukan secara jelas dan pasti spesifikasi kapal yang mana menjadi obyck
jaminan hipotik. Apabila kepal yang dijadikan hipotik baru skan ada kemudian,
maka perjanjian kerdit tersebut dianggap batal.

2.1.7 Obyek Hipoiik

Berdasarkan pasal 1164 KUHPerdata yang intinyz mengatur mengensi
obyek hipotik, menvatakan bahwa pada dasamya yang dapat dibebankan hipotik
adaiah benda tidak bergerak, yang dapat dipindahtangankan, beserta segala
perlengkapannya yang dianggap sebagai benda tidak bergerak yaitu tangh dan hal-
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hal kebendaan yang berbubungan dengan tanah. Seiring berjalannyn waktu mulai
beriaku Undang-undang Pokek Agraria momor 5 tzhun 1960, Undasg-undang
Rumah Susun nomor 16 tahun 1988 dan Undang-undang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-benda yanp Berkaitan dengan Tanah (JUHTY No 4 tahun
1936, maka benda-benda tak bergerak, yaitu tanah dan hal-hal kebendasn yang
berhubungan dengan tansh, jaminannya tidak lagi menggunakan kembaga jaminan
hipotik tetapi telah menggunakan Hak Tanggungan.
Diluar pasal 1164 KUHPerdata yang dapat dibebani hipotik antars lain:
a. Bagian yang tidak dapat dibagi-bagi pada benda tek bergerak yang
merupakan hak milik bersama,
b. Kapal-kapal yang didaftarkan menurut pasal 314 ayat 1 KUHD
Dengan demikian berdasarkan ketentuan-kefentuan yang berlaku sekarang
ini, maka obiek hipotik adalah Kapal Laut vang terdafiar.

2.1.8 Pengertisa dan Pembehanan Hipetik Kapal Laut
Pertama tama kita harus mernahami pengertian dari kapal. Pengertian kapal
terdapat dalam buke Il Kitab Undang-undang Hukom Dagang, Pasal 309 yang
berbunyt sehagai berikut:

Kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan dari macam apa pun
juga, kecuali ditentukan dun dipetjanjikan lain, maka kapal dianggap
melivuti scpala alat perlengkapannya. Alat perlengkapan kapal adalah
segala benda yang bukan bagian dari kapal itu sendirl. Namun diperuntukan
untk selamanya dipakat tetap dengan kapat itu. 2

Berdasarkan pengertian diatas, maka Kitab Undang-undang Hokum Dagang
memberi pengertian yang lebih luas terhadap kapal, yaity semua alal yvang
beriayar, Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memberi
definist kapal, yaitu dalam pasal | anpka 36 yvang berbunyi:

Kapal adalah kendarsan air dengan bentuk dan jenis tertentu, vang
digerakkan dengan ienaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditark atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah
gemuk%?n air, seria alat apung dan bangunan terapung vang tidak berpindah-
pindah,

¥ Kitab Undong-undang Hulorn Dagang ¢welbovk van kpophandel), dierjemahkan oleh R,
Subseleti don R. THptosudibio. Cel. XXX, (Jakarta ; Pradnya Paramita, 2008), Pase! 309
b Undang-uendang Pelaynvan., op.cit, Pasal § angha 36
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Menurut Seckardono, hukum positif Indonesia menganut pengertian kapal
secara fuas, yattu kapal dengan ukuran fertentu yang dapat terapung baik dengan
kekuatan sendiri maupun digerakkan dengan tenaga lain, 2® Karena dalam hukum
positif indonesia, dikenal tiga golongan kepal, yvaitu;

- Golongan kapa! laut zeeschip)

- Guolongan kapal Nelayan (zeevissereschip)

~ QGolongan Xapal pedalaman (Binnernschipl

Dalar pasal 310 Kitab Udang-undang Hukwn Dagang yang berbunyi
Kapat laut adalah semua kapal yang dipakal untuk pelayaran di laut dan yang
diperuntukan untuk itu.?

Berdasarkan pasal tersebut diatas menurut Dr. R, Wiryono Prodiodikaro,
$.H,, menyatskan bahwa pengertian kapal faut terdapat dua unsur yaitu;

- hal keadaan dipakai
Suate kapal meskipun dipaka: untuk berlayar di sungai dan untuk satu kali
pelayaran di laut, maka molar saat #u berlaku istilah kapal lant tersebut
terhadapnya, walaw setelal itu kapal terscbut dipakai seterusoya <i sungai.

- hal dituiukan untuk dipakai
Dengan melibat bentuk kagal dapat dilihat kapal tersebut sebenamya ditujukan
untuk dipakai pelayaran di [aut atau tidak.

Kapal merupsken armada nizgs yang sapost dibutuhkan dalam era
pembangunan, khususnya dalam rangka menunjang penyelenggaraan perdagangan
ke lsar neperi. Keberadaan armada niaga nasicmal secara umam dianggap
mempunyai beberapa faktor yeng menjadi dasar dan (ujuan bagi Negara yang
memilikinya. Faktor tersebut adalate :

a. Untuk mengurangt ketergantungan mutlak pada kapal asing, ferutama dalam
keadaan pasaran ruangan kKapal di dunia lnternasional tidak menguntungkan
atau tidak dapat memenuhi perrointaan.

b. Untuk membaniu meringankan beban neraca pembayaran luar nmegesi agar
biaya transportasi laut (uang tambang) dapat merupakan penerimaan nasional
dan fidak jatuh pada pihak asing,

= Sackardone, Hukum Perkapalan Indonesia, (Jnkaria: Dian Rekyal, 1969}, nl.9.
# Kitah Undang-undang Hukum Dagang fwethoek van keophandsl), diterjemahian ofeh R.
Sobekti dan R. Tjiptosuditio, Cet. XXXT, (Jukarta : Pradnya Paramita, 2006), pasal 310
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¢. Untuk membanty mengembangkan perdagangan tuar negerd, ferutama ckspor
vang dapat dilakukan melalul kerjgsama yang setaraf dan  ssling
menguntungkan santars perusahaan pelayaran dan shippers.

d. Untuk menyediakan lapangan kerja bagi warpz Nepara baik diatas kapal
maupun sebagai tenaga terampil di darat.

Meskipun pendaflaran kapal berads dilusr pokok bahasan hipotik kapal,
tetapi pendaftaran kapat justra sangat berkaitan erat dengan masalah hipetik kapal.
Bila tidak memahami pengertian, penerapan dan kegunaan dari pendafiaran kapal
serta pejabat mana yang berwenang untuk melakukan pendaftacan kapal dan balik
nama kapai, dapat menimbulkan ketidaktepatan pemahaman dan pencrapan
hipotik kapal.

Fungsi pendafiarsn kapal adalah scbagai berikut:

i. Memberi tanda kebangsaan (Nasionalitas) Indonesia,

Kapal yeng didafiarkan dalam rtegister kapal, aken memberikan identitas
kebangssan Indonesiz pada kapal itu. Sehingga kapal tersebut mempunyai
kedudukan hukum vang tunduk, patuh, dan mendepat perlindungan hukam dari
pemerintah Indonesia, Selain itw kapal tersebut juga berhak pula memperoleh
surat bukti kebangsaan Indenesia untok dapat berlayar. Pasal 41 PP NoSi Tahun
2002 menyebutkas, kapal vang {elsh didattac di Indoncsia dapat diberikan surat
tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagat bukii kebangsaan berupa:

a. Surat faut untuk kapal-kapal yang berlayar di peraivan laot dengan tonase kotor
175 {GE.175) atau Iebiky;

b. Pas Tahunan untok kapal-kapal vang berlayar di perairan laut dengan tonase
kotor 7 {(3T.7) dan sampat dengan tonase kotor kurang dari 175 (<GT.173);

¢, pas kecil untuk kapal-kapal yang betlsyar di perairan laut deagan tonase kotor
kurang dari 7 (<GT.7);

d. pas perairan daratan uniuk kapal-kapal vang bedayar di perairan daratan,

Untuk memiliki surat tands bukii kebangsaan tersebut di atas pemilik kapal

harus mengaivkan permohonan dengan dilampiri:

a. fotocopy grosse akte pendaftaran/ balfk nama kapal;

b, folocopy surat ukur,

¢. suvat perpyataan dari pemitik mengenai data dan peruntukan kapal.
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Grosse akta pendaftaran  kapal dapat diperoleh jika pemiliknya
mendaftarkannya kepada pejabat pendaflaran dan pencatat baliknama kapal, di
salah saty tempat pendafiaran kapal yang dipili oleh pemilik kapal. Gunanya
adaleh apar kapal dapat berlavar dengan aman dengan mengibarkan benders
kebangsaan dan memiki surat-surat, sedangkan spabila, pada saat kapal tersehut
tidak mengibarkan bendera kebangsean dan tidak memitiki surat-surat maka kapal
tersebut skan dianggap kapal liar atau perompak.

if. Merubah sifat kapal menjadi benda tidak bergerak.

Berdasarkan pacal 5310 Kitab Undang-undang Hukum Perdata vang
menegaskan babwa

Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perzhu tambang, gilingan-gilingan dan

tempat-tempat permandian yang dipasang pada perahu atau berdidi terlepas,

iuga benda-benda sejenis itu, adalsh kebendaan bergerak.

Dari pasal tersebut dapat disimputkan babwa setiap alat berlayar termasuk
kapal dan pershu adalsh tergolong heada bergerak, sedangkan dalam pasal 314
ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan:

Terhadap kapal-kapal vang dibukukan dalam register kapsal, kapai-kapal
dalam pembukuan dan andif-andil dalam kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan
seperti itu dapat diletakkan hipotik.

Dalam undang-undang Pelayaran nomor 17 tahun 2008 pasat 60 avat 1,
ditegaskan lagl bahwa hanya kapal yang didaftarkan yang dapa: dibebani hipotik,
sedangken dalam pesal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdsta vang dapat
dibgbani hipotik adalah benda tidak bergerak. Dari pasal ini jelasiah babwa
hipotik dibebankan hanya untuk benda tidak bergerak. Sehingga apabila diambil
dari pengertian pasal 510 Kitab undang-undang Hukum Perdatz maka kapal
dianggap bends bergerak.

Dalarn pasal 314 ayat 1 Kitab Undapg-undang Hukurm Dagang, kapal
Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m3 isi kotor dapat didaflarkan dan
akan ditetapkan dengan suvatu undang-undang fersendiri. Berdssarkan pasal
termasuk dalam benda bergerak.

Dari ketentuan yang ada dalam Kitab undang-undang hukum perdata dan
Kitab undang-undang Hukum Dagang terdapat perbedaan mengenai siatus hukum
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kapal laut spakah termasuk benda bergerak atay benda tidak bergerak. Status
hokum kapal laut sangat penting artinya karena perbedaan antarz benda bergemk
dan benda tidak bergerak mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum
mengenai:®

a. Bezit (Kedudukan Berkuasa)

Dalam hal bezit (kedudukan berkuass), untuk benda bergersk berlaku asas
pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa scseorang yang
menguasai (bezitter) suatu benda bergerak dianggap sebagat pemnilik (elgenaar)
dari benda tersebut. Bezitier atas benda bergersk tidak perfu mempertihatkan cara
bagaimana mendapatkan bends tersebut dan {ftdak perlu memperlibatkan tanda
bukf: tentang kepemiitkan atas benda tersebut, sedangkan bezitter dart benda tidake
bergerak belum rentu merupakan eignaar dari benda tersebut. Bexzitter dart benda
tidak bergerak harus memperiihatkan tanda bukti bahavwa benda tidak bergerak
tersebut merupakan miliknya.

b. Levering {(penycrahan)

Penyerahan terbadap benda bergerak dilakukan dengan penyerahan secam
nyaia afau penyerahan kekuasaan belaka (feitelijke levering). Sedanpkan
peenyerahan terhadan benda tidak berperak dilakukan dengan memindabkan hak
milik benda tersebut kepada orang lain melaisl prosedur balik nama Gurisdische
levering)

¢. Verjaring (Kadaluwarsa)

Ketentuan mengenai kadaluwarsa hanya berlaku bagi benda tidak bergerak
saiz. Berdasarkan pasal 1963 Kitzb Undang-undang Hukum Perdata, seseorang
dengar itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, dapat memperoleh
hak milik atzs suatu benda tidak bergerak, denpan jalan kadaluwsrsa, dengan
staty penguasaan selama 20 tahun. Sedanghkan untuk benda berperak tidak dikenal
verjaring karena bezitter atas suatu benda bergerak adalah merupakan eignaar atas
benda berperak fersebut. Selama benda bergerak tersebut masih ada dalem
penguaszan bezitter, maka selama ite puia bezitter akan memiliki benda tersebut.

d. Bezwaring {pembebanzn)

2 Sofwan, op. cif, hal. 2223
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Terhadap benda bergerak yang skan dijadikan jaminan hutang dibebani
dengan gadai {(pand), fidusia atau cessie, sedangkan, ferhadap benda tidak
bergerak akan dibebaai dengan hipotik,

Jika dilihat dari pembodaan antars benda bergerak dan benda tidak
bergerak dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum kapal laut adalah benda
tidak bergerak, hal ini dapat ditinjau dagi:

a. Bezit (Kedudukan Berkuasa)

Berdasarkan kotentuan Pasal 314 ayat | Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, kapal yang berukuran paling sedikit 20m3 isi kotor dapat didaftarkan
dalam suata register umurs. Bukti bahwa kapal tersebut telah didafiarkan akan
diterbitkan surat tanda pendafiaran yang berfungsi pula sebagal bokti hak milik
kapal. Dengan demikian seseorang yang mengatakan bahwa kapal tersebut adalah
milikaya harus dapat memperiihatkan surat tanda pendaftaran kapal. Ketentuan
tersebut menyatakan bahwa kapal adalah benda tidak bergerak,

b. Levering (Penyeraban)

Berdasarkan ketentuan Undangmdang tentang Pelayaran, pengalihan hak
milik atas kapal waiib dilakukan dengan cam balik nama di tempat kapal tersebut
didaftarkan. Dilikiat dari cara penyerahan, kapal termasuk benda tidak bergerak
karena levering dilakukan dengan proses balik nama (furidische levering).

¢, Berwaring (Pembebanan)

Kapal laut yeng telah didaftarkan dapat dibebani hipotik kapal, Hipotik
hanya dibebankan pada benda tdek bergerak, schingga kapal termasuk benda
tidak tergerak.

Dapat dikatakan bahwa pendafiaran kapal memiliki beberaps tujuan, antara
lain:

a, Untuk menentukan stafus hukum pemilik kapal

b, Untuk memenuvhi persyaraian guna mendupatian surat kebangsaan kapal
Indonesia

¢. Kapal yang mempuiiyal berat kotor minimal 20m3, telah didaftarkan, akan
mempunyai status sebagai benda tidak hergerak,

4. kapal yang beralnya minimal 20m3 dan didaflarkan dapat dibebani dengan
hak jaminan kebendaan hipotik.

URIVERBITAS INDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



32

Seperti yang telah dijelaskan distas babhwa kepemilikan terhadap sebuah
kapal laut harus dibuktikan dengan surat'mada bukti pendaftaran yang berfungsi
pula sebagal bukd hak milik kapal. Pendaflaran terhadap kapal hanya dapat
dilakukan terhadap kapal laut Indonesia yang berukaran paling sedikit 20m3 isi
kotor. Terhadap kapal yang berukuran kurang dari 20m3 isi kotor tidak dapat
didaftarkan schingga berlaku ketentuan pasal 519 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, yaitu terhadap kapal tersebut akan dianggap sebagai benda bergerak dan
semua ketentuan terhadap benda bergerak berlaky terhadap kapal tersebut.

Perkembangan ckonomi saat ini teaty membuat semua perusahaan di bidang
apapun harus meningkatkan modal mereka sgar dapal bersaing dengan perusahaan
fain, Hal ini tegadi juga kepada perusabzan pelayaran dimana mercka
membutehkan banyak armada Kapal laut yang tenfunya akan membutubkan
banyak dana sehingga cara yang paling banyak ditempuh adalah deagan meminta
piniaman dari Baok,

Pinjainan dana tersebut tentu akan iebih mudah didapatkan jika pinjaman
terscbut memiliki jaminan kebendaan, Biasanya jaminan atas benda tersebut
adalah hipotik atss kapal. Cara ini selain mudah memperoleh dana secepatnya,
kapal tersebut masih dapat dipergunakan atau dimifiki oleh Debitur. Karena tidak
terjadi perpindahan kepemilikan maka kapal tersebut masih depat diekspioitast
oleh pemiliknya untuk mendapatken keuntungan agar dapat memenuhi
kewaiibannyva untuk membayar kewajiban pada Kreditur.

Dalam pasal 315t KUHD menyatakan, si bempiutang vang piutangnya
dijzmin dengan hipatik, dapat meksksanakan haknye atas kapal atau andil dalam
kapal itu, di dalan tangan siapapun kapal itu berada,

Pembebanan hipotik atas kapal lsut sast ind telsh diater dalam pasal 60
undang-undang pelayaran yang berbunyi:

{1} Kapal yang telah didafiarkan dalam Daltar Kapal Indonesia dapat dijadikan
faminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

{2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akia hipotek
oleh Pejabat Pendaflar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal
didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

(3} Setiap skia hipotek diterbitkan | (satu] Grosse Akta Hipotek yang diberikan
kepada penetima hipotek,
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(4} Grosse Alkta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putosan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang fetap,

{5} Dalam hal Gresse Akia Hipotek hilang dapst diterbitkan grosse akta
pengganti berdasarkan penctapan pengadilan.

Sebuah kapal untuk dapat dibebankan hipotik harus dilengkapi dengan dua

buah dokumen yaitu
a. Grosse akta pendafiaran atau batik nama kapal; dan
b. Perjanjian Kredit

Proses pembebanan hipotik atas kapal laut terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:
- Fase Pertama

Yaitu pengikatan Perjanjian Keedit dengan jaminan hipotik kapal laut
dimana Bank pemberi kredit bersama-sama dengan penerima kredit membuat
Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit tersebut dapat berupz Peranjian Kredit
dibawah tangan maupun Perjanjian Kredit vang dilakukaa oleh dan di hadapan
notaris. Perjanjian kredit tersebut disertai dengan janii untuk menyerahkan sebagai
hipotik kapal terdaflar atau kapal dalsm koostruksi {pembuatan) terdafier atau
ssham daiam kapal terdaftar atau saham dalam kapal dalam pembuatan terdaftar.”

Perjanjian Kredit ini bersifat konsesuil dan obligatoir. Janji hipotik dalam
Perjaniian Kredit tersebut merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan
uang. Pecianjtan Kredit tersebut tidak ada ketentuan pokok harus berbentuk seperti
apa, sehingga Perjaniian Kredit ini dapat berbentuk akta otentik yang dilakukan
oleh atau di hadapan Notaris, atau dapat juga berbentuk askta di bawah tangan

Klausula-klusula yang dimasukan dalam Perjanjian Kredit pada dasamya
bebas sepanjang tidak bertentangan dengan kefentuan-ketentuan kebendaan
sebagaimana diatur dalam bab yang mengatur tentang hipotik dalam Buks i
Kitah Undang-undang Hukum perdata.
- Fase Kedua
Perjanjian pemberian hipotik adalah awal dari perjanjian kebendaan yang

selesai dengan dilakukannya pendafiaran hipotik. Pada sast hipotik didaftarkan
fahirlah hak kebendaan dart hipotik pendafiaran, hipotik sebagai bak kebendaan
terjadi. Sepanjang pendafiaran belum  dilakukan maka kerakter perjaniian

* Mubani Salim, $.H., MKe., Hukum Jaminen, (Depok: 19975, hin.284,
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pemberian hipotik sebagai perjanjian kebendasn belum sempummna karena belum
final, perjanjian pembebanan hipotik tersebut bersifat acce™ssoir,

Perjaniian pembebanan hipotik, yvang dilakukan berdasarkan pasal 11714
ayat | Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 33 Peraturan pemerinizh
tentang Perkapalan yang menyatakan secara tegas bahwa hipotik harus diberikan
dengan suatu akta otentik, tetapi hal ini dikecualiken jika ada pengaturan oleh
undang-undang.

Proses pembuatan pegianjian hipotik vang otentik dilskukan oleh Bank
- bersama-sama dengan penerima kredit atau Bank itu sendiri berdasarkan surat
kuasa memasang hipotik, yang memiliki kuass untuk menghadap pejabat
pendafiaran kapal dan meminta dibuatkan akta pembebanan hipotik kapal.

Pasal 117} Kitab Undang-undang Hukum Perdata jupa menegaskan bahwa
kuasa dalam memberikan hipotik harus dengan suatu akia ofentik, Hal ini
mencgaskan bahwa surat kuasa memasang hipotik harus dilakukan oleh Notaris
dan berbentuk akia otentik.

- Fase Ketiga

Perjanjian pembebanan hipotik bersama-sama dengan pendaftaran hipotik
merupakan perjanjian kebendaan, Hak pemegang hipotik lahir setelab pendafiaran
hipotik selesai dilakukan. Dengan pendaftaran hipotik tersebut, maka tingkai-
tingkat hipotik ditentukan menuryt hari pembukuan.

 Pembebanan hipotik harus didaftarkan dalam buku dafiar karena jika
pembukuan tersebut tidek dilakukan, make suatu akta hipotik tidak mempunyai
suatit kekuatan apapus, yang akibatnya orang-orang vang berpivtang tidak
mempunyal ikatan hipotik,

Dengan  fahimya hipotik tersebut, maks pemegang hipotik  dapat
melaksanakan haknya atas kapal, di tangas siapapun kapal tersebut berada. (Pasal
315b Kitab Undang-undang Hukum Dagang jo Pasal 1181 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata)”.

0 1bid., blm. 285
# Mariam Badrulzaman, ap. ¢iz, hal. 191-102
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2.2 Peranan Notaris Dalam Terciptanya Hak Pemegang Hipotik Atas Kapal
Laut
2.2.1 Pengertian Dan Jenis Kredit

Pengertian Kredit secara umum adalah butang yang dikemudian hari harus
dibayar kembali oleh pihak yang menerima kredit kepada pihak yang telsh
memberikan kredit.

Istilak Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “credere™ yang berarti
percaya. Prhak vang memberikan pinjaman {Kreditur) percaya bahwa pihak yang
menerima pinjaman {Dcbitur) akan sangg;jp memenuhi segala sesuaty yang telah
diperjaniikan, baik yang menyangkut jangka waktu, prestasi maupust kontra-
prestasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dasar dari kredit adalah
kepercayaan. Oleh karena itu, Bank selaku pihak Kreditur dalam memberikan
kredit kepads Debitur didasari oleh rasa percaya bahwa pada suatu waktu yang
telah ditentukan Debitur mampu menpembalikan kredit vang telah diterima
kepada pihak Bank.

" Selain unsur kepercayaan dalam pomberian kredit dari pihak Kreditur
kepada pihak Debitue, terdapat beberapa unsur-unsur keedit yang lain, yaitu 3
i, Kepercayaan

Dialam vasur ini ada keyakinan dari si pemberi kredit atau kreditor bahwa
prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk vang, jasa atau barang akan benar-
benar diterimanya kembali dalarm jangka wakiu tertentu dimasa yang akan datang.

. Waktu

Yaitu suaty masa yang memisahkan antara pemberian pretasi dengan
kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ioi
terkandung pengertian nifai agio dari vang vaitu wang yang ada sekarang lebih
tinggi nilainya dari vang yaog akan diterima pada masa mendatang,

jil. Tingkat Rasiko

Setiap pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko yang zkan
dihadapi sebagai akibai dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontra-prestasi yvang akan diterima di kemudian hari,

2 Thomas Suyatno, el al., Dasar-dusar Perkreditan Cet. 3, (akana ; Gramedis, 1990 ) hal.12-13,
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Semakin lama jangka wakts kredit yang diberikan, maka semakin tinggt pula
tingkat resikonya.
{v. Prestasi

Suatu prestasi atay obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk vang,
dapat pula berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern
sekarang didasarkan kepada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uang
sering dijumpai dalam praktek perkreditan,

Menuruzt Muchdarsyah  Stungan®, kredit dapat berarti pula suatu
pemberian prestast oleh svatu pihak kepada pihak lainnyz dan prestast itu akan
dikembalikan lagi pada suaiu masa yang akan datang disertat svatu konlra-prestasi
berupa bunga.

Menurut Undang-undang Perbankan, Kredit®® adalah, penyediaan vang
atay tagihan vang dapat dipersamakan dengan ite, berdasarkan perseiujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan Pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunast stangnya selciah fangka wakto tertenty dengan
pemberian bunga,

Tujuan pembertan kredit di Indonesia adalak:

a. Turut mensukseskan program  pemerinizh di bidang ckonomi dan
pembangunan
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsipva
guna menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat,
<. Memperoieh {aba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat
memperiuas usahanya.
Terdapat clemencelemen yuridis dari suatu Kredit yaity -
a. adanya kesepakatan antara debitur dan Kreditur ateu disebut peganjian
kredit;
b. adanya para pihak, yaito debifur dan kreditur;
¢. adanys kesanggupan gtau janji untuk membayar hutang;

B Muchdarsyshh Sioungan, Kredit Seliuk Befuk Dan Teknik Pengeloluan, (Jakarta: Yagrat, 1980),
hat.12.

» Yndonesis, Undang-undang Tentang Perbankar, UU Ne. 10, LN No, 182 tzshun 1998, TLN Ne.
I790 ps. 1 butir 1.

** P, Munie Fuady, $.H, MHBLLM, Pergastar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern & Fra
Gilobal, (Basdurg: PT. Citrs Aditya Baksi, 2005), kal.1 11,

UNIWVERSITAS INDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009

——— e e e



37

d. adanya pinjaman berupa pemberian sejumliah uang;

e. adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran

kredit,

Dalam praktek perbankan ada dus jenis kredit yang diberikan kepada
nasabah yaitu kredit yong ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang
ditiniau dari segi jangka waktunya.

Kredit yang ditinjau dari tujuan penggunaannya dapat berupa:™®

a. Kradit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan kepada usaba-usaha yang menghasilken
barang dan jasa sebagat kontribusi daripada usshanya. Kredit ini terdapat dua
kemungkinan yaitu:

»  Kredit Modal Kerja
Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuban usaha-
usgha termasuk guna menutopi biaya produksi dalem cangka
peningkatan produksi dan penjualan.

s Kredit Investasi
Yaity kredit yang diberfkan unink pengadaan barang modal
maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasitkan suatu barang
maupun jasa bagi usaha vang bersangkutan.

b. Kradit kensumtif

Yaitw kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi
kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.

Kredit ditinjau dari segi jangka waktunya adalah >

a. Kredit Jangka pendek (Short Term Loan)

Yaitu kredit vang berjangka waktu maksimum satu tahun, Bentuknya
dapat berupa rekening Kovan, rekening penjualan, kredit pembelian dan kredit
wesel,

b. Kredit Jangka Menengah (Mediun: Term Loan)
Yaitu kredit yang berjangka waktu sata tabun sampaj tiga tahun,

* Hasanuddin Rehman, Axpek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbanken i indonesia,
gﬁaﬁdung: Citra Aditya Bakii, 1995), hal.148.

T Muhamad Djumhang, fdunr Perbankarn D Indonesia, oot L, (Bandung: Citra Aditys Baksi),
hal 224,
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c. Kredit Jangka Panjang {({ong Teom Loar)

Yaitu kredit yang beriangka waktu lebih dari tiga tahun, Kredit jenis ind
smuamnya untivk peningkatan modal usaha  perusabaan dalam melakukan
rehabiltasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

Selain ity ada juge kredit yang ditinjau dari segi jaminannya, vaitu: *°

a. Kredit Tanpa Jaminan (unsecured Loan}

Adalah Kredit yang diberikan Kepada nasabah tenpa aminan, Kredit ini
jupa disebut kredit blanko. Schenamya kredit ind tidak lazin digunakan karena
mengarciung ristko yang besar bagi Bank, juga tidak sesuat dengan kefentuan
vang ada dalam praktek perbankan.

Jaminan vang dimzksud dalam pemberian kredit ini adalab jaminan dalam
bentuk fisik, akan tefapl, pemberian kredit tanpa jamioan bukan berarti tdak ada
jaminan sama sckali, melainkan laminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek.
usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungsuh-sungguh dalam
pertimbangan kreditnya.

b. Kredit dengan Jaminan (Secured Loan}

Adalah Kredit yang diberikan kepada nasabeh dengan memberikan benda
tertente, dapat berupa benda ataupun surst berbarga ataupun pihak lain sebagai
jaminan, Disamping jamman dalam bentuk fisik, bonafiditas dan prospek usaha
nasabah tigak terlepas dari perhatian Bank dalam rangka pengamanan kredit.
Jaminan kredit yang diberikan kepada Bank dapat berups tanah, rumah, pabrik,
kapal laut, dan barang bergerak falnnya.

K redit dapat pula ditinjau dari sifat pelunasannya yaite:™

a, Kredit dengan Angsuran

Yaitu kredit yang pelunasannys dilskukan secara angsuran menorut jadwal
augsuran yang ditefapkan sebelomaya. Kredit ini tidak dapat diperpanjang lagi
setelah diangsue atau setelah jatuh tempo.

b. Kredit Tanpa Angsuran

* Edy Pulra The'aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjonan Yuridis, (yopyakarta: Litcriy, 1989),
hal.6-7.

» H.M, Hammiad Harun, Hukum Perjaniion Krodit Bank, o2, (Jakerla: Yayasan Trilur, 1966},
hall?.
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Yaitu Kredit yang pelunasannya dilakukan secara sekalipus pada waktu
jatuh tempo. Kredit ini pada umumnya dapat diperpanjang lagi asalkan syarat-
syarat yang harus dipenuhi nasabah dan prospek vsahanya dinilat baik oleh Bank.

2.2.2 Perjanjian Kredi¢ sebagai Perjanjian Pokok

Perjaniian Kredit adaleh salah satu bentuk perjanjian pinfam-meminjam.
Dalam perjanjilan pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman wajib
mengembalikan barang yang dipinjamkan daiam jumlsh yang sama dan dari jenis
serta e yang sama pada wakin tertenta kepada pihak vang memberikan
pinjaman. Ketentuan dalam perjaniian pinjam-meminiam tersebut sama halnya
dengan ketentuan dalam Perjaniian Kredit.

Dalam suaty Peganjian Kredit, pihak yang meminjamkan disebut sebapas
Kreditur dan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai Debitur. Obyek yang
dipinjamkan dalam ha! ini adalah wang. Sama halnya dengan pedjaajian pinjam-
meminjarm di mana Debitur waiib mengembalikan uang vang telah dipinjamkan
Kreditur dalam juiiab yang sama.

Herdasarkan pasal 1?6§ Kitab Undang-undang Hukum Perdata dischutkan
bahwa dalam Peraniian Kredit diperbolehkan memperjanjikan bunga. Dengan
demikian, Debitur tidak saja hanya berkewajiban untuk mengembalikan vang
dalam jumlah yang sama, namun Debitur berkewdjibag pula membayar bunga
apabila hal tersebut diperjanitkan. Oleh karesa itu, Perjanjian Kredit dianggap
safah satu bentuk perjanjian pinfam-meminjam,

Perjanjian Kredit mempunyai beberaps fungsi vaitu:

a. Perjanjian Kredit berfungsi scbagai pedanjizn pokok, artinya Perjanjian
Kredit merupakan sesuata yang menentukan baial atau tidak batalnya
perianjian  lain  yang mengilautinys, misalnya perjanjian pengikaton
jaminan,

b. Perjanjian Kredit berfungsi sebugai alat bukti mengenai batasen-batasan
hak dan kewajiban diantara Kreditur dan Debitur.

¢. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring
kredit,
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Perjanjian Kredit vang dibuat oleh para pihak harus memnuhi syarat sah
suatu perjanjian, seperti yang termuat dalam pasal 1320 Kitab undang-undang
Hukum Perdata, yaitu:

a. Sepakal untuk mengikatkan diri

Para pihak harus setwiu dan sepakat mengenat pokok perjaniian vang akan
dibuat. Dalam perjaniian barus meemuat keinginan kedua belab pihak dan para
piliak  memang menghendaki  perdanjian  tersebut  bersifat  timbal  balik.
Kesepakatan di sini haros diberikan secarz bebas atas kemauan sukarela parn
pihak, tidak ada pengareh dari pihak ketiga dan tidak ada ganggt;an berupa
paksaan, kekilafan ataupun penipuan dard pihak manapun,

Pakssan dapat diartikan sebagai paksaan secara kejiwasan maupun sccara
Jasmani. Pakssan tersebut dapat berups ancaman tidak hanys {erhadap jiwa orang
yang membuat perjaniian ataupun oreng lain. Sehingga, perjanifan menjadi batal
Jika sakah satu pihak menandalangani suatu perjanjian dalam tekanan atau di
bawah ancaman pibsk lain. Sedangkan mepgenal kokhilafan dapat torjadi
mengenal hal-hal pokok dalam perjaniian staspun mengenai obyek perjanjiaanya.
Dalam penipuan, yang diartikan pegipuan adalsh vang sesuai dengan artt dalam
undang-undang, vaitu dengan sengzia melakukan tipy muslihat  dengan
memberikan keterangan palsu dan tidak benar vatuk membujuk pihak lain agar
menyetajul apa yang diharapkan alel yang melakukan Bpu musiifst,

b. Kecakapan Untuk membuat perdanjisn

Yang dimaksud cakap disini adalah orang yang telah dewasa vaitn vang
telah mencapai umur 21 tahun atan sudah menikah dan sehat pikirannya. Orang
vang cakap tersebut dianggap dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat
menghadiri untuk melakukan proges ¢i muka pengadilan,

¢. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu terkajt dengan prestasi yang bharus dipenuhi dalam
perjanjian. Prestast lersebut harus terfenty atau setidaknya dapat ditentukan,
karena prestasi dalam perjaniian harus ditentukan jenisnya, jumiahnya boleh tidsk
disebutkan asal jenisnya ditetapkan. Ha! inf dimaksudkan bila terjadi perselisitan
dikemudian hari telah ada penetapan mengenai hak dan kewajiban kedua belgh
pihak dalam pelaksanaan perjanjian.
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d. Bebab yang halal

Schab vang halal bukan berarti sesuatu yang menyebabkan crang membuat
perjanjian tersebut, melainkan sesuatu yang ingin dicapal dalam perjanjian
tersebut. Sehingge Perjanjian harus bisa menggambarkan apa yang ingin dicapat
oleh para pihak, apeksh dilarang oleh undang.undang atau tidak, apakah
bertentangan dengan norma-norma yang ada atau tidak, atau melanggar
kepentingan umem atau tidak,

Dalam Undang-undang vang dimaksud dengan sebab yang halal adalsh
apabila isl dart perjaniian tidak dilarang menurut undang-undang, dan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan,

Dalam sustu Perjanjian Kredit harus memuat mengenal juralabh hutang,
besamya bungs, wakiu pelunasan, cara pembayaran, dan barang jaminan. Di
dalam praktek perbankan dikenal dua macam perianjian yang digunakan yaitu:

i. Perjaniian Kredit dibawah tangan

Perjaniian Kredit di bawah tangan adulah perjanjian pemberian kredit oleh
bank schagai pemberi kredit (Krediturd kepada penerima kredit Debitur) yasg
biasanya adalah nasabsh bank yang bersangkatan. Perjanjian tersebut hanya
dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada peran Notaris dzlam
perjaniian %erse’but,- itulal schabnya mengapa peganjian ind disebut di bawah
fangarn.

Perumesan perjasiian di bawah tangan memang mudzh karcna dapat
terjadi kapan saja saat kedua belah pthak merass sepakat. Tetapi perdanjian di
bawah tangan memiiiki kelemahan yaitu salah satu pihak dalam hal ini adalah
piltak penerima kredit dapat mengingkari isi perjanjian tersebut Karena suatu
perjanjian yang dibuat di bawah tangan tidak mempurvai kekuatan pembuktian
formal, material dan pembuktian kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pass! 1875 Kimb Undang-undang Hukum Perdata, akta di
bawah tanpan baru dapat berfsky sah apabila pars plhak vang roenandstangani
skta tersebut enengakui kebhenaran dari fanda tangan mereka atau apabila dengan
cara vang sah memurut hukum dapat dianggap sebapai telah diskui oleh vang
bersangkutan,

il. Perjanjian Kredit oleh ataw dihadapan Notaris
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Perjanjian Kredit notarial adalsh perjanjian pemberian kredit oleh Bank
sebagai Kreditur kepada nasabahnya scbagai Debitur yang dilakukan oleh atau di
hadapan Notaris. Akta Perjanilan Kredit ini adalab akia otenfik karena dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan
Notaris, Notaris dimaksud adalah pejabat umum vang berkuasa untuk itu dan di
tempat di mana akta itu dibuat, Para pihak dalam akta Pegjanjian Kredit notaril
tidak dapat mengingkari isi Perjaniian Kredit tersebut karena suatu akta notaril
mempunyal tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu;

a. Kekustan pembuktian Formal .

Dengan kekuatan pembuktian formal maka terjamin kebenarannye atau
kepastian tanggal dari akia tersebut, kebenaran tandatangan vang terdapat dalam
akta fersebut, kebenaran identitas dari para pihak yang hadir dan demikian pula
terjamin kebenaran tempat dimana akta lersebut dibuat.

b. Kekuatan Pembuktian Material

Di dalam pembukiian material svatau akia notarial memberikan
pembukiian yang lengkap ontang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta
terscbut.

¢. Kekuatan Pembuktian Terhadup Pihak Ketiga

Akia nofariil tidak saja membuktikan mengenai hal-hai vang terdapat di

dalamn akta tersebut diantara para pihak yang bersangkutan namun juga terhadap

pihak ketiga bahwa pada tanggal sebagaimana yang iercantum dalam akta, para
pihak telah menghadap di hsdapan Notaris dan mengrangkan ape yaong ditulis
dalarn akta tersebut.

223 Perjanjisn Kredit dergan Jaminan
Kredit yang diberikan cleh Bank mengandung restko, schingga dalam
peiaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan vang sehat,
yaitu diantaranya Bank tidak diperkenankan:
i. Memberikan kredit tanpa surat peanjian tertulis;
i, Memberikan kredit kepada usaha yang sejak scmulz telah diperhitungkan
kurang schat dan akan membawa kerugian;

iti. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit,
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. Guaa menggurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka
diperlukan pomberian kredit dalam arti keyskinan atas kemampuan dan
kesanggupan  Debitur  untuk  melunasi  hutangnya  sesuat  dengan  yang
diperianjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting yang barus diperhatikan
cleh Bank.

Bank harus memiliki keyakinan babhwa Debitur akan melakukan
pembayaran atas kredit yang dipinjamkan oleh Bank, maka sebelum memberikan
kredit, Bank terlebih dahulu melakukan penilaian kepada Debitur dari beberapa
segi yairu™: '

a. Churacter (Watak)

Watak atan kepribadian, wmoral dan kejujuran dari Debitur perlu
diperhatikan schubungan untuk mengefahui apakah Debitur tersebat dapat
memenuhi kewsatibannya yang timbul dari Perfanjian Kredit dengan baik yang
akan diadakan di kemudian harl. Debitur vang hanys bersedia melunast hutangnva
dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit.

Dengan demikian, watak merupakan salab satu fakior yang turut menentukan
disetujui atau tidaknva permohonan kredit yang diajukan,
B, Capacity (Kesanggupan}

Yang dimaksud dengan capacity di sini adalah kemampuan Debitur dalam
mengembangkan dan mengendalikan usahanya serts kesanggupannys dalam
mengpunakan fasilitag kredit yang diberikan, Kesanggupan Debitur dapat difihat
antara Iain dari pengetahwannys tentang usaha yang dihubungkan dengan
pendidikan  batk uvmum maupun kejuruan, pengalaman usahanya dalam
menyesuaikan dirl dengan kondisi perckonomian serta mengikuti perkembangan
kegrajuan tekoologi serta kekuafan perusahaan dalam sekfor ussha yang
dijalankanaya.

c. Capital (Modal)

Capital adalab modal vssha dari Debitur yang telah tersedia atay telah oda
sebelom mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur atau sifat permodalan
tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit Bank yang akan
diberikan sebagal tambahan Modal.

® £dy Pulra Te*aman, op. cif, hal6-7.
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d. Collateral (Jaminan)

Collateral merupakan ja;ninan varg diberikan oleh Debitur. Jaminan
tersebut bersifat jaminan tambzhan karena jaminan usaha kredit adalah pribadi
Debitur  tersebut  dan  usahanys, baik karena bosafiditasnya maupun
solvabilitasnya.

Dengan adanya jaminany yang diberikan Debitur, maka bank mendapat
kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada ssatu ssat
yang felah ditentukan. Benda yang dijadikan jaminan dapat berupa bends tolap
maupun benda tidak tetap yang dapat diikat secara yuridis sebagai tanggungan dan
secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi dan
melebihi jumlah ireditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diusngkan
tanpa menderita kerugian,

Selain itu pelu dipertimbangkan pula meogenai kondist ekonomi dari suatu
Negara. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatiken tidak saja kondisi ekonomi
pada sector usaha Debitur tetapt juge kondisi ekonomi secara wmum di mana
perusabaan Debitur tersebut berada.

pemberian kredit oleh Kreditur dapat dilihat bahwa agunan atag jaminan
menjadi salah satu fakior yang sanpat menentukan, Apabila berdasarkan faktor
lain Papk telah mempercieh keyakinan atas kermampuan Debitur dalam
mengembalikan barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan, maka Bank tidak akan segan-segan memberikan keedit kepada
Debitur.

Jaminan dalam suatu Perjanilan Kredit dapat dikatakan merupakan saleh
satu syarat guna memperkecil risiko Bank atac lembaga keuangan dalam
meberikan kredit kepada Debitur. Pada Prinsipnya dalam suate pemberian kredit
tidak sclalu harus disertai dengan jaminan karena jenis usaha dan peluang bisnis
yang dimiliki Debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek
usaha ifu sendiri, Namun apabila suat: kredit diberikan tanpa adanya jaminan dan
Debitur, maka akan memiliki resiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai
mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal
tersebut terjadi maka Bank sebagai Kreditur akan berpotensi dirugikan, sebab
besar kemungkinan dana yang diberikan sebagai kredit tidak dapat dikembatikan
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olch Debitur. Apabila kredit fersebut macet dan tanpa ada jaminan dari Debitur
yang dapat menutup kredit yang telah diberikan, maka Baok tidak dapat menarik
kembalt dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan. Sedangkan apabila
ada Jaminan, maka bank dapat memanfaatkan jaminan tersebut umuk
mendapatkan pelonasan atas hutang Debitor,

Jaminan yang diberikan oleh Debitur dibarapkan dapst membantu
memperfancar proses analisa pemberian kredit dari Bank, dengan demikian
Jaminan vang diberikan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat’’:

a. Sceared

Artinya jaminan kredit ersebut dapat diadekan pengikatannya secra
yuridis formal sesvai dengan hukum dan perundang-undangan yang beriaku,
Sehingpa apabila dikemudian hari terjadi wanpresiast dari Debitur, maka Bank
telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjatankan suatu
tindakan hukum.

b, Marketable

Artinya apabila jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi, maka
Jaminan tersebut dapal dengan mudah dijual atau divangkan untuk melunasi
hutangnya Debitur, apabila Debitur tidak dapst melunasi hufangsya. Dalam
memberikan kredit haruskeh Kreditor mempermudahb si Debitur, hal ini guoanya
agar Diebitur dapat meneruskan dan menjaiznkan usahanya, tetapi harus tetap ada
kepastian untek Kreditur dalam pelunasan hutang yang ekan dilakukan olch
Debitar

224 Berakhirnya Perianjian Koredit
Perjanjian Kredit tunduk pada ketentvan hukum perjaniian pade umumnya,
oleh karena ity berskbhionya Perjanjian Kredit dapat diberfakukan pasal 1381 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata mengenai hapusnya perikatan, Di dalam praktek
perbankan berakhimys suatu Pegjanjian Kredit antara lain disebabkan oleh:
a. Pembayaran
Pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenchan tiap pedanilan secars
sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi¥ Pembayaran merupakan

# Hasanuddin Rehmen, ap. cir, hal.176,
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pemenuhan prestasi dari Debitur, batk pembayaran hutang pokok, bunga, denda
maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh Debitur,

Pada dasamya hanya orang yang berkepentingan saja yvang dapat
melakukan  pembayaran  secara  sah, namun  pihak  ketiga yang tidek
berkepentingan dapat membayar secars sah asalkan bertindak vntuk dan atas
nama pihak yang berhutang (Debitur) dan pembayaran harus dilakukan 41 tempat
vang telah ditentukan dalem perjaniian.

b, Subrogasi

Subrogasi adalah pengsantian hek Kreditur oleh pihak ketiga yang
melakekan pembayaran kepada Kreditur tersebut. Subrogasi ind dapat terjadi
dengan persetujuan, yaitu apabila Kreditur menerima pembayaran dari pihak
ketiga dan menetapkan bahwa haknya sebagei Kreditur telah digantikan oleh
pihak ketiga terschut atau tanpa persctujuan, yaitu apabila Debitur menetaphkan
bahwa pihak ketiga tersebut akan menggantikan hak Kreditur.

¢. Novasi atau pembaharuan Hutang

Novast atau pembaharuan hutang adalah dibuatnya sustu Perjanjian Kredit
yang baru sebagai penggantian dari pepjanjian krdelt yang lama yang akao
berakhir dan digantikan dengan Perjanjizn Kredit yang baru.

Menurut pasal 1413 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada tiga cars
urtuk melaksanakan sauate novasi atau pembabaruan hutang, vaitu:

i, Apabila Debitur membuat suatu perikatan hetang baru yang menggantikan
hutang yang lema

iii. Apabila Debitur yang baru ditunjuk untuk menggantikan Debitur yang
larna sehingga Debitur yang jama dibebaskan dari perikatannya

iv. Apabila sebagai akibat suatu perjanfian baru seseorang Kreditur bary
ditunjuk untuk menggantikan Kreditur vang lama,

Dari tiga cara tersebut, maka timbul dua macam Novasi yaitu:

- Novasi obyeklif, yaita apabila hutang baru menggantikan hutang yang

fama. Ii sini yang diperbabarui adalah obysk dari perjanjian sehingga

dinamakan novasi obyektif.

% Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, vel.26, (JekanaPT. [nlermasa, 19943, haf.152,
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-~ Novasi subyektif, yaitu apabila Debitur lama digantikan dengan Debitar
yang barz atey apabila Kreditur lama digantikan Kreditur baru,
Kompengasi  adalah  cara  penghapusan  hutang  dengan  falan

memperjumpekan atau memperhitungkan hutang pihak Debitwr dan Kreditur
secara timbal balik supaya hutang tersebut diperjurnpakan, maka harus memenuhi
syarat:

~  Hutang tersebut harus dapat ditagih;

«  Hutang rersebot seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumiahnys;

- Hutang tersebut berupa sejumiah uang atau barang vang dapat dihabiskan
dari jenis dan kualitas yang sama.

2.2.5 Surat Kuass Memasang Hipotik Atas Kapal Lawt

Kuasa memasang Hipotik adalah suatu kuasa yang dibuat oleh Debitur
vang diberikan kepada Kreditur untek memasang hipotik atas nama Debitur atau
pemilik benda. Maksud darl pemberian kuasa memasang hipotik ini adalah
memberiken kemudahan kepada Diebitur, mengingat proses pemasangan hipotik
memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.”

Dialam melakksanakan pemasangan hipotik dapat dilakukan dengan surat
kuasa memasang hipotik. Tetapi, sumat kuasa memasang hipotik harus dilakukan
dengan akia otentik. Hal ini ditcgaskar dalam pasal 1171 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hakum Perdata, bahwa surat memassng Hipotik harus dibuat daiam akta
otentik. Akta ofentik di sind tidak lain yang dimaksud adalah 8kts Notaris, Dalam
praktek, surat kuasa ini diberikan sekaligus di dalem akta Penanjian Kredit
{pinjam-meminjam), apabila Perjanjian Kredit (pinjan-meminjam) tersebut
dilakukan dengan aktu ofentik juga.

Surat kuasa memasang hipotik adalsh surat kuasa yang tidak dapat ditarik
kembali oleh pemberi kuasa, tetapi perbuaten hukum yang dilakukan oleh
penerima kuasa telah dibatasi yaitu hanya pemasangan hipotik, bukan untuk
menguasai atau menjual objek dari kuasa fersebut.

Kreditar atae Bank terkadang tidak segera memasang hipotik kareea

Kreditur sudah merasa cukup aman dengan memegang surat kuasa memasang

B Subekti, Lreka Perjunjian, ver. Ke-10. (Banduwg: PT Citra Aditya Bakii, 1993), hal. 146-141,
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hipotik. Sumt kuasa memasang hipotik dapat memberikan perasaaan nyaman bagi
Kreditur, karena berdasarkaxi surat kuasa fersebut Bank atau Kreditur dapat
sewakiu-wakty memasangkan hipotik apabila dirasa Debitur akan melekukan
tindakan yang berbahaya,

Dalam pasal 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa
tindakan hukum menjaminkan merupakan tindakan/beschikking, dan untuk itu
diperiukan suato kuasa khusus dalam arti secarz kbusus menyebutkan
kewenangan untuk menghipotikkan.

Surat kuasa memasang bipotik harus dibuat secara notadil, hal ind
ditegaskan dalam pasal 1171 ayat 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdats.
Syarat Notarill tersebut dimaksudkan agar dalam surat kuasa mengandung
kongekuensi vang besar dan pemberi kuasa terlindung dari tindakan-tindakan yang
gegabah atau tergesa-gesa, Notaris dalam tiap-tiap akta yang dibuat dihadapannya

wajib uatuk memberikan penjelasan secukupnya.

2.3 Tauggung Jawab Notaris Terhadap Cover Note Yang Telah Diberikan
Kepada Bank XYZ, Sedangkan PT. Pelayaran ABU Menslak
Menandatangazi Surat Kuasa Memasang Hipotik

2.3.1 Kasus Posisi

PT. Pelayaran ABC mengajukan kredit kepada Bank XYZ. Kredit tersebut
digunakan untuk meningkatkan modal usaha PT. Pelayaran ABC. Kredit PT
Pelayaran ABC di terima oleh Bank XYZ, pemberian kredit tersebut dilakukan
dengan Perjanjiaa Kredit berbentuk akta otentik. Perjanjian Kredit tersebut dibuat
dan ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Netaris NN, §H. Dalam
Perjanjian Kredit tersebut dinyatakan bahwa pihak Debitue akan memberikan
jaminan berupa kapal motor bernama KM3. Kapal motor KM3 tersebut sedang
dalam pengurusan pendaffaran oleh pihak Debitur maka bersamaan desgan
penandatanganan Permaniian Kredit belum dapat dilakukan pembebanan hipotik
atas kapal miotor KM3 tersebut.

“ 1. Satrio, Hukum Jamsinan, Hak-hak Jerminan Kebendaan, cet.V, (Bandung: PT Citra Adiiya
Bakii, 2007}, bal 242
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Setzlah penpurusan pendafiaran kapal motor KM3 selesai, maka kedua
beigh pihak sepakat nntuk memasang hipotik atas kapal motor tersebut. Proses
pemasangan hipotik kapal didehului dengan membuat surat Xuasa memasang
hipotik yang dibuat secara otemtik, maka kedua belah pihak sepakat akan
meibuat surat kuasa memasang hipotik fersebut dihadapan Notaris NN, 8.H,

Padz harl yang telzh ditentukan akan dilakukan penandatanganan surat
kuasa memasang hipotik, tetapi karena Bank XYZ aken dilakukan audit oleh
Bank Indonesia, maka Bank sclaku Kreditur memerlukan surat kuasa memasang
hipotik dan/atau covernore dari Notaris untuk proses audit tersebut, oleh karena
ito Pihak Kreditur mendesak Notaris agar segera mengeluarkan salinan akta surat
kuasa memasang hipotik danfatau covermofe yang menyatakan bahwa hipotik
kapal memany sedang diurus olch kantor Notaris.

Atay desskan Kreditur fersebut, maka Nofaris mengeluackan covernole
yang menvatakan bahwa Pembebanan Hipotik Pertama atas sebush kapal motor
bernama KM3, vang terdaftar atas nama PT. Pelayaran ABC berkedudukan di Jakarta,
sedang dalam pengurusan oleh kanmtor WNofans kepsda instansi yang berwenang.
Covernnote tersebut ditandatangani dan diberikan kepada Kreditur sehelum surat kuasa
memasang hipotik ditandatangani olch Debitur, dengan asumsi bahwa pada hari yang
sama akan dilakukan penandatanganan surat kuasa memasang hipotik oleh Debitus,
Notaris mengeluarkan covernoie tersebut atas dasar kepercayaan.,

Kenyataannya, Direktor PT. Pelavaran ABC tidak bersedia micnandatangani
surat kuasa memasang hipotik tersebut dikarenakan ada kesalahpabaman yang tevjadi
antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit yang telsh mereka sepakati

bersama.

2.3.2  Analisis Kasus
Kasus di atas menggambarkan bahwa Notaris NN telah melakukan
pelanggaran, yaity tindakan menerbitkan covernofe yang menyatakan hipotik
sedang dalam pengurusan kepada instanst yang berwenang, sedangkan surst kuasa
memasang hipotik belum ditandatangani oleh Debiter. Jika dilibat dari isi dalam
covernote  tersebut  terfibat  geolah-olzh semua proses untuk melakukan

pembebanan hipotik sudah dilakukan dan saat ini Notaris sedang melakukan
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proses pendaftaran hipotik ke Instansi yang berwenang. Pada kenyatsannya surat
kuesa memasang hipotik belum di tandatangani oleh Pihak Debitur,

Schelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani, Notaris tidak
dtperkenankan  untek  mengeluarkan  covermofe  yang menyatakan bahwa
pembebanan Hipotik atas sebuah kapal motor sedang dalam pengurusan oleh kantor
Notaris kepada instansi yang berwenang, karena hal tersebut fermasuk dalam
memberikan keterangan palsu.

Covernote adalah surat keterangan yang sshenar-benamya vang dibuat
oleh notaris untuk kepeatinpan para pihak, untuk digupakan scbatk-baiknya.
Biasanya covernote dibuat oleh notaris dalam masa suatu pengurusan hal terteniu
dan belum sclesal, sedangkan salah satu pthak memerlukan sualu keterangan
bahwa apa yang dibutuhkannya tersebut sedang dalam masa pengurusan. Oleh
sebab itu covernote adalsh keterangan yang berisi mengenai kejadian-kejadian
vang telah terjadi sebelumnya dan bukan berisi kejadian-kejadian yang akan
datang.

Dalam pemberian keedit, pars pikak baik Debitur dan Kreditur membuat
Perjanjian Kredit dihadapan seorang Notaris. Perjaniian Kredit tersebut bizsanya
memitiki jaminan, Pada Kasus ini jaminannya berupa Hipotik kapal, Jaminan
beraps hipotik kapal hanya dapat diberikan seielah kapal tersebut didaflarkan dan
berbendera Indonesia stau dengan Kata lain kapal tersebut adalah milik Debitur.
Pembebanan hipotik tersebut dilakukan dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik
vang dibuat secara otentik yaity dihadapan secrang Notaris. Segerz setelah akia-
gkta dan dokumen-dokumen terkait di penubi maka dapat didaftarkan hipotik
kapal dan wienerima grosse akda hipotik.

Dalam kasus diatas, sebelum ditandatangani Surat Kuasa Memasang
Hipotik oleh Debitur, Notaris mengeluarkan covermofe yang berisi penyataan
Notaris sedang mengurus pembebanan hipotik kapal ke instansi yang berwenang.,
Hal ini tidak boleh dilakukan seorang Notaris karena pengurusan hipotik kepada
instansi yang berwenang hanya dapat terjadi bila semua dokumen sudah
dilengkapi termasuk Surat Kuasa Memasang Hipotik sudah ditandatangani oleh
Debitur dan Kreditur,
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Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya scbagaimana dimaksud dalam undang-undang Jabatan
Notaris.*® Seorang Notaris sebapai pejabat umum harus melaksanakan tugasnya
denpan baik sesuat dengan undang-undang Jabalan Notaris, kode etik dan sumpah
jabatannya.

Tindakan notaris NN telak melanggar sumpah jabatan sebagai seorang
nataris, undang-undang jabatan notasis, dan kode etik sotaris, karena dengan
mernerbitkan covernote yang diminta oleh kreditur menunjukan notaris memihak
kepada Bank. “

Sebenamya kedudukan Notaris senditi mengalami pofensi konflik
kepentingan dalam hubungansya depgan bank terutama dalam menjalankan
jabatannya selaku rekanan apabila tidak menuruti kemausn pihek Bank selaku
Kreditur, tetapi scbagai seorang Notaris yang baik, dia harus dapat memutoskan
dengan tegas mengenal segaia tindakannya. Notaris harus patuh pada peraturan
Jabatan Notaris, kode etik daw sumpah jabatannya sehingga ia selalu bertindak
dalam koridor hukum dan fidak diperkenankan adanya prinsip keuntungan
sermala-riata,

Dalam kasus disiss terlihat bahwa Notaris NN hanya bertindak semata-
mata untuk keuntungan saja, schingga dia dapat mefakukan perbustan yang tidak
sepatutnya, berplhak dan memberikoe keterangan palsu. Walsupun dalam Kasus
ini ada pemaksaan dari pihak Bank, sebagai peiabat schamisnya Notaris BN
memiliki tindakan yang tegas denpan menolak mesggeluarkan covernote vang
berisi keterangan bahwa Notaris NN sedang mengurus hipotik kapal KM3 yang
dmiliki oleh Debitur, sebelum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani.

Polanggaran yang dilakuksn Notaris NN melanggar sumpab jabatan
seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat 2, undang—undang Jabatan Motaris nomor
3G tahun 2004 yaitu:

“Baya bersumpalvberjanii:

bahwa saya akan pateh dan sctiz kepada Negars Republik Indonesis,
Pancasila dan iUndang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun
1943, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris scria peraturan perundang-

* indonesia, Undang-undang Jabatan Notariz, UU No.30, LN No.117 tahan 20694, TLN No:
4432, Ps. Laya )
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undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan
amanah, juiue, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

babwa saya akan menjaga sikap, tingKkah laku saya, dan akan menjalankan
kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat,
dan tangguny jawab saya sebagai Notaeis,

bahwa saya skan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalum jabatan ini, batk secara langsung
maupun tidak langsung, dengan namga atat daith apa pun, tidak pernah dan
tidak akan memberikan atzu menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”

Selain dalam sumpsh jabatan Nofaris, dalam pasal 16 ayat 1 undang-
undang Jabatan Notaris telah dimuat mengenal kewajiban Notaris, dalam kasus di
atas Notaris NN melanggar kewajiban Notaris pasal 16 ayat I hurof a undang—
wndang Jabatan MNotaris, yaity;

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris betkewajiban:
bertindzk  jujur, saksama, mandii, tidak  berpibak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Kewajiban adalal sikap, perflaku, perbuatan atay tindakan yang barus dilakukan
anggofa Perkumpulan maupun orang kein yang memanglku dan menialankan
jabatan Motaris, dalam rangks menjaga dan memelihara ¢itra serta wibawa
lembaga notariat dan menjunjung tiapgl keluhuran harkat dan martabat jabatan
Notarfs.*

Daiam sumpah jabatan dan undang-undang Jabatan Motaris tertulis jelas
batiwa segrang Notaris harus menjalanikan fugasnyz dengan amansgh, juior,
saksama, manditi dan tidak berpthak. Perbuatan yang dilakukan oloh Notaris MM
adalah perbuaian tidak jujur karena iz telah memberikan keterangan tidak benar
atay paisu. Selain i, Notaris NN juga telzsh berpihak, dengan memberikan
covermole seperti yang diinginkan oleh Bank, menunjukan bahwa Notaris tersebit
telah berpihak kepada Bank, yang scharusnya Notaris NN tidak boleh memihak
kepada salah satu pihak dan bertindak sesuai dengan martabat jabatannya.

Profesi Notaris dikenal adanya sanksi yang dijatuhkan pada seorang
Notaris apabila Notaris tersehut melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat
berupa ;

i “lkatan N{}iﬁr;s Indonesm Fiaergh Pongurusan Jakarta Selatan,” < hitpifini.
ages’kod: stil htend >, jull 2087,
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&. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

¢. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat.
Seperti yang termuat dalam pasal 85 undang-undang nomer 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma vang menjadi penuntun
perilake anggetanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-noma tersebut
dirymyskan dalam bentuk terulis yang disebut dengan kode etik profesi.

Semua pengemban profesi hukum memiliki kode etik. Kode ctik profesi
hukum merupakan realitas Ettka profesi hukum yang wajib ditsati oleh setinp
profassional hukum vang bersanglastan,

Notaris schagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik scbagai
dasar norma para notaris. Kode ctik Notaris memiliki muatan mengenat etika
kepribadian Notaris, ketika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan
terhadap kiien, citka hubungan sesamsu rekan Notanis dan etika pengawasan
terhadap Notaris. Kemudian kode etik tersebut dihubungkan dengan ketentuan
perundeng-undangan.’ Gunanys agar kode etik memiliki daya paksa bagi para
Notaris vang ada di Indonesia. Setiap Notaris dalam memangku iabatanny: harus
memperhatikan kode etik Notaris, karens kode efik adalah kumpulan kaidah moral
yang ditentukan oleh Tkatan Notaris Indonesia, yang digunakan sebagai rambu-
rambu para Notaris dalam melakukan peketjaannya.

Dalam kode etik Notaris, yang dimaksud dengan pelangearan adalah
perbuatan atau tindakan vang dilakukan oleh anggota Peckumpulan maupun orang
lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan
Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.®®

Befain sanksi yang ada dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dikenal juga sanksi dalam kode etik. Sanksi adalah suatu
hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan

“ DR.Roesnastiti Prayitno 8.1, M.A., Bakan Kulioh Kode Etik Notaris, Magister Kenotarisian
Fakudios Hukum Universitas Indonesia, {Jakarts, 2007), him.58.
B Ihidd, hal 86

UNIERSITAS INDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



S4

disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan
menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Keode Etik dan disiplin
organisasi.*

Sanksi dalam kode etik terdapat dalam pasal 6 kode etik Notaris yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan ;wtanggaran
Kode Etik dapat berupa
~Tepuran;

~Paringatan;

~Schorsing  (pemecatan  sementara} dari  keanggotaan  Perkumpulan;
-Onzetting {pemecatan) dari keanpgotaan Perkumpulan;
-Pemiberhentian dengan tidak hormat dard keangpotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana ferurai di atas terhadap angpota
yang melanggar Kode Btk disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas
pelangparan yang dilakukan anggofa tersebut.

Mengenat kasus di atas, Notaris NN jelas felah melakukan pelanggaran
kode etik. Schingga apabila ada salah satu pihak merass dirugiken, dapat
mengajukan keberatannya tersebut kepada majelis pengawas daerah di tompat
kedudukan Netaris berada. Kemudian Majelis Pengawas Daerah  dapat
raenyelidiki dan memanppil Notaris NN untuk dimintai keterangannya, apabiia
Notaris NN ielah terbukti melakukan kesalahan maka dapat dikenai sanksi sesuai
dengan putusan dari majelis pengawas,

Seorang Notaris scharusnya menjujung tinggi jabatan yang diembannya.
Tidak boleh hanya karena berdasarkan keuntungan semata, seorang Notaris tidak
boleh melanggar sumpah jabatan, uadang-undang nomor 30 tahun 2604 tentang
Jabatan Notaris dan kode etik Notaris,

2.3.3. Saran

Seorang Notaris sebaiknyz sebelum menerbitkan covernofe  harus
memastikan bahwa keterangan yang dis sampaikan adalah benar, sehingga dapat
dipertangpungiawabkan dan menghindari konfiik di kemudian harl. Notaris NN
telah melakuken kesalahan dengan menerbitkan covernote vang isinya tidak
sesuai dengan keadaan vang scbenarnya, Mengenai kasug ini, scharusnya seorang
Notaris dapat bertindak tegas dalam menjalankan profesinys, dengan menolak
untuk membuat covernote seperti yang diminta cleh Bank, sckalipun dia adalah

“* {hid, bal 86
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Notaris rekanan Bank. Dasar kepercaysan dan asumsi-asumsi seharusnya tidak
boleh diterapkan oleh Notaris, karena setiap individu dapat sajs berubah sikep
apabila tidak menguntungkan dirinya. Dalam kasus ini, Debitur yang awalnya
setuju untuk melaksanakan Peranjian Kredit dengan jaminan hipotik kapal tiba-
tiba menolek untuk menandatangani surat kuasa memasang hipotik, dan teatu hal
tersebut tidak dapat diduga-duga sebelumnya oleh notaris, tetapi covernote sudah
terlanjur dikeluarkan clelr Notaris kepada Bank. Motaris NN scharusnya dapat
bertindak tegas kepada Bank dengan tidak mengeluarkan covernote seperti itu,
yang dia keluarkan sebaiknya adalah keterangan mengenai keadaan sebenamya
yang terjadi yailu belum ditandatanganinya surat kuass memasang hipotik oleh
Debituy.

Covernnte bwnya berist menpenai kalerangan apa yang sedang dan/alan
vang telah tedadi mengenai para pihak. Covernote yang dikehuarkan oleh notaris
NN bukan berisi ketermngan yang telah terjadi tefapi vang belum terjadi, maka
notaris NN sebaiknya menarik kembali covernole vang telah diberikan kepada
Bank dan menerbitkan covernofe baru yang berisi ketorangan yang schenar-
benamya untuk diberikan kepada Bank. Apabila, dikemudian hari surat kuasa
memasang hipotik sudah di tandatangani oleh Debitur maka notaris menerbitkan
covernote baru lagi menerangkan mengenai hal tersebut, dan Kreditur dapat
mendaftarkan hipotik ke Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal
untuk mengurus kipofik atas kapal [aut,

Dalam kasus inl notaris NN hanya bisa mengganti covernote yang lama
dengan vang bary, dan menunggu sampal surat kuasa memasang hipotik
ditandatangani oleh Debitur, karena dengan difandatanganinya surat kuasa
memasang hipotik tersebut maka proses pendafiaran hipotik dapat dilekvkan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN

i.}.Berdasarkan pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
dimaksud dengan hipotik adaiah suaty jenis hak kebsndaan atas benda
tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagt pelunoasan
sugty perikatan. Jaminan hipotik dahulu dikenal sebagai jaminan yang
dibebankan pada semua benda tidak bergerak seperti tanah dan beberapa
jenis kapal. Namun sejak diberlakukannys Undang-undang nomor 4 tahun
1996 tentang Hzk Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang
Berkaitan denpan Tanah, maka lembaga hipotik atas tanah dinyatakan
tidak berlaka. Dengan demikian, saat ini hanya dikenal hipotik aias benda
tak bergerak berupa kapal laut dan kapal udara
Hipotik kapa! laut hanys dapat dibebani untuk kapal vang memenuli
gyarat tertenty saja yang dapat dibebani hipotik yaity jenis kapal tertentu
yang oleh undang-undang dianggap scbagal benda tidak bergerak. Dalam
pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutian bahwa kapal,
perahu-perabu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian
yang dipasang di perahu atau yang berdirl, terlepas dari benda-benda
sejenis itu, adalah benda bergerak, sedangken pasal 314 Kitab Undang-
undang hukum Dagang menyatakan bahwa kapal yang memiliki ekoran
paling sedikit 20 muoter kubik isi kotor dapat dibukuken dalam svatu
register kapal dan kapal yang sudah dibukukan dalam register kapal dapat
dibebani hipotik. Hal inf diperkuat Jagi dengan pasal 60 ayat 1 undang.
undang aomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan

56 UNIVERSITAS INDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



57

bahwa, Kapal vang telah didsftarkan dalam Daflar Kapal Indonesia dapat
dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotik kapal dapat
dibebankan atas kapal laut yang memiliki berat kotor minimal 20 meter
kubik dan sudah terdaftar dalam Daftar kapal Indonesia.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotik kapal dapat
dibebankan atas kapal laut yang memiliki berat kotor minimal 20 meter
kubik dan sudah terdafiar dalam Daftar kapal Indonesia. '
1.2.Dalam proses penjaminan hipotik kapal laut terdapat tiga fase yang harus
dilewati, yaitu fase penpikatan kredit, fase pembebanan hipotik dan fase
pendaflaran hipotik.
Debitur mengikatkan diri untuk memberikan kredit kepada Kreditur
dengan syarat dan kondisi tertentu dan menyatakan kesepakatan tersebut
dalam suatu akia otentik vang dibuat di hadapan Notaris yang disebut
sebagat Perjanjian Kredit, Pada wakiv vang telsh ditentukan, Kredinur
dan Debitur dapat melakakan pembebanan hipotik terhadap kapal yang
sudah terdaBlar dalam DaBar Kapal Indonesia, yang skan dijadikan
jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit. Hak pemegang hipotik lahir pada
saat pendaftaran Hipotik selesai dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Balik Nama Kapal 4 tenspat kapal tersebut didaftarkan.
Pembebanan hipotik atas kapal dapat dilakukan oleh Kreditur danfatau
Notaris dengan mendapat kuasa dari Debitur untuk memasang hipotik,
Surat kuasa memasang hipotik adalah surat kuass yenp dibust oleh
Debitur yang memberikan kuasa kepada Kreditur dan/atan Notaris untuk
memasang hipotik untuk dan atzs nama Debitur sebagaj pemilik kapal.
Berdasarkan pasal 117] ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdats,
surat kuasa memasang hipotik harits dibuat dalam bentuk akta otentik,
vaitu dengan akia notaris.
Dengan demikian, selain pihak Kreditur dan pihak Diebitur, Notaris turut
berperan serta dalam proses pembuatan akta Perjanjian Kredit secara
urnum dan proses penjaminan hipotik kapal laut, Khususnya pembuaian
surat kuasa memasang hipotik dan pengurusan pendaRaran hipotik,

UNIVERSITAS tNDONESIA

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



38

1.3.8ebefum surat kuasa memasang hipotik ditandatangani, Notaris NN

didesak oich Bank (Kreditur) untuk mengeluarkan covernofe yang

menyatakan bahwa “pembebanan hipotik aias sebuah kapal sedong

dotam  pengurusan  ofeh  Kanmtor Notaris kepoda insiansi  yang

berwenang”. Walaupun Notaris NN berasumsi bahwa surat kuasa

memasang hipotik akan ditandatangani pada hari yang sama, fetapi

tindakan Notaris NN tersebut mengandung resiko yang sangat besar dan

secara yuridis telah melanggar Undang-undang tentang Jabatan Notaris.
[ralam hal ini, Notaric NN telah melakukan pefanggaran terhadap
Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jjabatan Notaris,

diantaranya:
a. pasal 4 ayat 2 mengenai sumpah Jabatan Notwis; dan

b. pasal 16 ayat | hurufa mengenai kewajiban Notaris

Nofarls NN harus bertanggung fawab secara pribadi kepada pars pihak

karena ia telah memberikan keterangan yang tidak sebenamya. Hal ini

tidak sesual dengan kode etik dan perazﬁmn perundang-undangan. Kode

gtik dijunjung finggl olch seiiap Notaris dan digunakan schagai pedoman

dalam memalankan tugasnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Sudsh

stlayaknya seorang Notaris bekerja dengan moral dan etika yang baik.

Mengemban profesi hukum berarti mewujudkan dan bercita-cita untuk

mewujudkan dan moempentahankan nilai-nilai luhur, karens itulah profesi
hukum discbut sebagai officium nobile (profesi hukum metupakan
profest yanp terhormat dan lvhur). Oleh karena itu, pengemban profesi

hvukum seharusnya merasakan profest ini sehagai pilihan dan pangpilan

hidup uniuk melayani sesarng ¢l bidang hukum, lewat profesi hukum

inilah seseorang dapat mengabdi pada masyarakat schagai idealisme,*

Tindakan Notaris NN tidak sesuail dengan kode etik, vedang-undang

jabatan notaris, dan sumpah jabatannya. Notaris NN hanya mengikuti
keinginan pihak Keeditur saja, tetapi dia tidak melindungi pihak Debitur.

Y EY. Kamer, Etika Profesi Hekum: Sebyah Pendekatan Sosio-Refigius, (Jukeria: Storia
Grafika, 2061), hat (13,
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Seorang Notaris seharusnya tidak memihak kepada salah satu pihak saja,
melainkan harus melindungi kedua belah pihak. Notaris NN dapat
dikenat sanksi berdasarkan undang-undang jabatan Notaris dan juga
sanksi pidana karena dia telah mewberikan keterangan yang tidak
sebenarnya atau keterangan palsu kepada pihak lain.

Dalarn profesi hukom, kekuasaan penegak hukum harus diseriai rasa
keadilan, supaya tidak ferjadi penyalahgunaan wewenang dengan motif
apapun (baik individual maupun kelompok}, kualitas pelayanan sifatnya
tidak tergantung pada dapat atau tidak dapat givkur oleh imbalen jasa
yang diterimanya.® Seorang Nofaris dalam menjalankan profesinya
seharusnya fidak boleh hanya berorientasi kepada vang saja, tetapi harus
dapat bertindak sesuai dengan aturan vang ada.

2. SARAN

Neotaris NN seharusays dapat bertindak tegas kepada Bank dengan tidak
mengeluarkan cevernate yang berbunyi seperti ifu, yang dia keluarkan sebaiknya
adalah keterangan mengenal keadaan sebenarnya yang terjadi yaitu belum
ditandatanganinya surat kuasa memasang hipotik oleh Debitur. Sebab, Seorang
Notaris tidak boleh memihak kepada salah safu pihek, terutama semata-mata
untuk sang karena jabaian notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur dan
harus diemban dengan professional,

Covernote hanya berisi mengenai keterangan apa yang sedang danfatau
yang telah terjadi mengenai paca pihak, Hemat sava, Notaris sehalknya membuat
suatu surat yang berisi lporan dekumen-dokumen vang dibuat oleh Notaris.
Laporan fersebut gunanya untuk memberikan kepastian kepada Bank mengenai
dokumen apa saja yang sudah ditendatangani dan dokumen apa saja yang sedah
selosat dan/atau sedang datam masa pengurusan oleh Notaris.

Laporan berkala terscbut diberikan kepads Bank mengenai suatu proses
Pedianjian Kredit sampai dengan terjadinya hipotik, agar dapat tercipta hubungan
yang baik antara Notaris dengan para pihak, schingga dapat menghindan konflik

di kemudian hael

* £ Sumaryono, Etika Profest Hukum: Norma-norma Ragi Penegak Hulum, cel V1,
{Yopyakarig: Kanisiug, 2683}, hal 30
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Notaris NN telah melakukan kesalahan, dan untuk memperbaiki kesalahan
tersebut adalah denpan menarik kembali covernote yang teiah dia keluarkan dan
menggantinys dengan covernote yang menjelaskan keadaan sebenarmya. Apabila
suatu harl Debitor menandatangani surat kuasa memasang hipotik maka notaris

NN dapat menerbitkan covernote baru mengenai pengurusan pendaftaran hipotik
kapal laut.
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PRRIBNJIAN KREDIT

HOomor: X%

Pada hari ini, ...., tanggal xx-x-2008 {..dua ribu
QELAPAIL] o oo s s oo s i 2 S o
pukul xx.xx Bagian Barat Wakiv Indonesis, — =~ — ==

menghadap kepada sayva N.. N.., Sarjana Hokum, Notaris
di Jakerts, dengan dihadiri oleh para saksi yang -—--
dikenal oleh sava, Notaris, dan akan dissbut pada -~
Bogian akhiy akbta Inlc s« o e o o o e ot
T. 1. Toen H, lahir di Ambon, pada tanggal x-x-1%xx
{.. seribu sembilan ratus ..}, Warga Negara -w~—-—rwm
Indonesia, DirekLur grama PT PELAYARAN ABC Thk, —wwwmw—

bertempat Linggal di Jekarta, falan .. ..... ; Jakarts

menurut keterangannya dalam hal ind beritiandak dalam -
sabatannya tersebut 4l atas demikian sah mewakili --—-
Direksi dan bertindak stas nama PT PELAYARAN ABC -
berkedndukan di Jakarta, vang perubahan seluruh ——ww-
anggaran dasarnyve telah diwmmkan dalam Berita Wegara
Republik Indonesia mMasing-masing: ——————==mm—m—em—m———
- tertanggal 23-6-20063 {dua pulub tiga Juni dua ribu

tigal snomer 79, Tambzhan nomor 4960; —wme—memm o o m—
- tertanggal 7-1-2004 (tajuh Januari dusa Tibu —eemmew
sempat} nomor 2, Tambahan nomor 46; s« —mwm o —
- tertanggal 23-11-2006 {dua suluh tiga Hovember ——w-
dua ribu enam) nomor 78, Tawbahan nomor 1249%96; —wm——-
perubahan anggeta Direksi dan Komisaris PT PELAYARAW

ABC Thk vang terakhir dimuat dalam akta tertanggale--
18-6-2007 {(delapan belas Juni dua ribu tujuh} nomor -

92, dibuat di hadapan T, Sariasna Hukom, Notaris di -
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Jakarta, yang telsh diterims dan dicatat olen -——-w- -
Degpartemen Hukum dan HakX Asasi Manusia Republik ~—--—
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimasn
Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT —ww-—
PELAYARAN ABC Thk tertanggal 17-6-20407 {tujuh belas
Juni dus ribu tuiub} nomor W7-HT.01.10-xxx¥x dan =-—w
telah didafrarkan dalam Daftar Perusahaan <i Kantor -
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Utara pada -
tanggal 7-1-2008 (tuiuh Janunaxi dua pibu delapany; -~
untuk melakukan psrbuatan hukum dimaksued dalam akta -
inil telsh memperclsh persetuinan dari Dewan Komisaris
PT PELAYARBE ABC Thk vaitu Xomisaris Utama PT «—we—w-
PELAYARAN ARBU Thk, sebagaimana akan disebut di bawah
ini dan Komisaris Ipdependen == s mm e s ooe oom s = =
PT PELAYARAN ABC Thk, vaitu G, lahir &i Bandung, pada
tanggal x-x-1%xx (... seribu sembilan ratus..), Warga
Negara Indonesia, Komisaris Independen PT PELAYAREN
ARC Thk, bertempat tinggal di-Jakarta, Jalasn ....,
Jakarta --Utara, schagaimana ternyata dsri Surat ——w
Persetuinan Komisaris yang dibuat secara di bawah —-
tangan tertanggal 20-4-2006 {dua puluh April duwa zibu
delapan}, bermeterai cukup, ﬁilekaﬁkaﬁ pada minuta -~
Akta ANl e e — e . e N ™ — ™
2. Nyonya W, iahir d4i Bogoer, pada tanggal ¥-x-19xx
{.. seribu sembilan ratus ...}, ¥Wazgas Negara -—--—=

Indonesia, Komisaris Utams PT PELAYARAN ABL Thk,--—-

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan . w.s Jakarta-e—--
U RBIE s b o o o i 8
menurut keterangannya dalam hal ind bertindak ——wr—m-

dalam jabatannya tersebut di atas dan selaku demikian
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memberikan persetuivan kepada Direksi PT PELAYARAN
ABC Thk untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud ----
e Lam AKEAE Syl . o oo o s o e e o s
(¥T PELAYARAN ABC Thk terszebut berikul segenap
pengganti haknya selanjutnys disebut DEBITUR}. ———-v-

I7.1, Tuan I, lahir di Jakarta, pada tanggal sx-x-

i8%zx {... seribu sembilan ratus ...}, Warga Negara --
Indonesia, Senior Banker PT BANK XYZ, bertempat ~~——o
tinggal di Jakarta, Jalan ....., Jakarta Selatan; --=

2. Tuan W, lahir 4i Bandung, pada tanggal xx-x-19mxx

{...seribu sembilan ratus ...}, Warga Hegara ——-ww=—-——
Indonesia, Credit Control Unit Head PP BANK XYZ, ~——w-
pertempat tinggal di Jaksrta,~ Jalan ...., Kelurahan

Rawamangun, Recamatan Pulogaduny, Jakantsa ~Timuxr; ~--
menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak —--
dalam jabatan mereka tersebut di atas secarg ~—ww——--
bersama-sama bertindak bherdasarkan Power Of ~————wwwme
Attorney, yang dibust secara di bawah tangan ——=wwe——
fertanggal 9-9-2007 {sembilan Septembar dua ribu =-=—--
tuiuh} nomor SE-HEM-333, bermmeterei cukup, vang telah
dileqgalisasi oleh A, Sarjana Hukum, Notaris, di =~
Jakarta, pada tanggal §-9-2007 {sembilan Sepltember —~
cua ribu tujuhl nomor 35/LBEG/IX/Z007, selaku kuasa —-
R R — e — e R < . o - —
~ Tuan J, lahir di Ecuador, pada tanggal xx-x-1%xx
{... seribu sembiltan ratus ...}, Warga Hegara ~e-———
Indonesia, Presiden Ddrektur PT BANK XY2Z2, ~—m——-—
bertempat tinggal di Jakarta,Jalan ....., Jakarta --
BRI BTN e o o e e 44 € b 2 e i e
- Tuan NG, lahir di Pontianak, pada tanggal xx-x2-19%xx

{... seribu sembilan ratus ...}, Warga Negara -——mowe-
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Indonesia, Wakili Direkiur Utams - PT BARK X¥Z,——~——~
bertempat tinggal di Jakarta,... ; Jalan..., Jakarta
SRlatan; e e oo e ot o i e s
yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka ~—--
masing-masing tergebut di atas, demikian sah mewakili
iregksi dan bertindak atas nama PT BANK XYZ, ~w———w e
berkedudukan di Jakarta, yang perubshan selurgh-—w—--
anggaran dasar dan perubahan-psrubahannya telah ———-=
diumuekan dalam Berits Negara Republik Indonesia: -
- tertanggal 28-12-2001 (dua puluh delapan lesember -
dua ribu saty! nomor 548, Tambahan nemor 7874 w=——w
-~ tertanggal 18-2-2803 {(delapan belas Februari dus ~-
ribu tiga) nomer 16, Tambabhan nomer 736; —weemrmeewwm——
- tertanggal 2-%-2802 {dua September dua ribu tiga) -~
pomey 24, Tambalarn nomoy 84867 weomem e e it
- tertanggal 2-7-2004 {dua Juli dua ribu empait) nomor
56, Tambahan nomor 747; =w=———wmme e e —
-~ ftertanggal 2-12-2005 {dua Desember dua ribu lima}-~
nomor 75, Tambahan nomor SEIE; — e oo oo e
- tertanggal 19-2-200% {sepuluh Februari dua vibyg --—-
enam} nomor 14, Tambahan nomor 148 wem—mmmm e —
~ tertanggal 23-5-~2006 {dua pulubh tiga Mel dua ribu =~
snam) nomor 31, Tambahan nomor £93; —wemm——cwmwr———w——
-~ tertanggal 30-5-2006 {tiga puluh Mei dua ribu enam)
nomor 36, Tambahan nomor 899; mr-— e o e —
- tertanggal 1i~7-2006 (sebelas Julli dua ribu enam) -
nonor 75, Tambahan nomoyr TTT ;e — s o e o e e o e e

~ tertanggal 10-11-2006 {sepulul November dua ribu --—

enam] nomoy 94, Tambahan nowol 18581 —wweme—swsem e e m
perubahan-peribghan selanjubnya dimuat dalamy ——eeewe
4
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- akta tertanggal 5-1-2007 {(sembilan Januari dna —=--
ribu tujuh} nomor 2, dibuvat di hadapan K, Sarjana -w-
Hukum, WNotaris Jdi Jakarta, vang telah diterima dan -~
dicatat oleh Departemen Hukam dan- Hak Asssgl Manusia

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat --
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT

BANK 2Y% tertanggal 18-1-2007 {delapan belas Januvari

dua ribu~ tujuh} nomor W7-HT.01.84-758 dan telah -—www
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor ~——wem—-
Pendaftaran Perusahasn Kotamadya Jakarta Seslatan pada
tanggal 29-1-2007 (dua puluh sembiian Januari dua e
ribu tuwjuh) nomor 163/RUB.GS.O3/7T/20067; = m—m o mommm
- akta tertanggal 13~3-2007 (tiga belas Maret dua --—-
ribun tujuhl nomor 53, dibuat di hedapan K, Sariana —~
Hukum, Hotaris 4i Jakarxta, yang telah diterima dan -
dicatat cleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat —-
Penerimasan Laporarn Akta Parvbaban Anggaran Dasar P37 o~
BANK X¥Z% fertanggal 21-3-2007 {dua puluh satua Maret -
dua ribu ~tuiuh} nomor W7-HY.01.04-3287 dan telah ---
dicdaftarkan dalam Daftar Ferusshaan di Kantor ————wme
Pandaftaran Pervusahaan Kotamadya JdJakarta Selatan pada
tanggal 23-3~2007 (dua pulnh tiga Marst dua ribu ~——-—
tujuh} pomor 9S/RUB.OS.03/TEL/2007; memm e s — i e
- akta tertanggal 2-4-2007 (dua April dua ribu tuijuh)
nomoyr &, dibuet 4i hadapan X, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakazxta, vang teiabh diterima dan dicatat oleh —--

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --—--
Indonesia sébagaimana ternvata darl surat Penerimaan

Laporan 3kta Perubshan Enggaran Dasar PI. BANK XYZ -~
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tertanggal 4-4-2007 {empat April dua ribu tujuh} -—
nomor W7-HT.01.04~7450, dan telah didaftarkan dalam
Paftar Parusahaan di Kasntor Pendsftaran Perusahaan
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 5~4-2007
{lima April dua ribu  tujuhl nOMOY —————me——————
BY9/RUB.08.03/IV/2007, serta telab divmumksan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-5-2007

{zatu Mei dua ribu tujuh} nomor 3%, Tambahan nomor

-~ akta tertanggal 9-1-2808 (sembilan Januari dua ribu
delapan! nomer 06, dibuat di hadapan K, Sarjana ———--
Hukum, Motavis di Jakarta, yang telah diterims dan -~
dicatat ¢leh Bepartemen Hukum dan B3ak Asasi Manusia
Republik Indonesic sebagaimana ternyata dari surat
PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
BANK XYZ tertanggal 18-1-2008 lenam belas Jsnuwazl ~-
dua ribu delapsan] nomor BHU~AR.01,18-1153 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantop ——-——=w-~
pandaftaran Pervsahasn Kotamadysa Jakarta Selatan pada
tanggal 24-1-2008 (dua puoluh empat Januari dua ribu
GELAPBIRT § o s moms om0 1 S o
perubahan anggota Diveksdi dan Eomisarig PT BANK XYZ
yang terakhir dimnat dalam akta tertéaggal Z2-4-2007
{dua Bpril dua ribu tujuh) nomor 7, dibuat di hadapan
K, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -~—
diterima dan dicatat cish Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonssia sebagsimana =—meee—-——
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitabusn ——————-
Perubahan Direksi dan Komisaris FT BANK XYZ ~——wwwwm

tertanggal 18-4~-2007 (delapan belas Apzil dua riban ~--
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tujuh) nomor— WI7-HT.01.310-4761 dan telah didaftiarkan
dalsm Daftar Psrusshaan di Kantor Pendaftaran mwe——-——-
Perusahaan Kotamadys Jakarta Selatan pada tanggal 20~
4-2007 t(dua puluh April dus ribu tujuh); ———— = ——
untuk melakukan perbuatan hukum dimaksod dalam akta -
ini telah mendepat persefujuan dari Dewan Komisarig —
PT BAMK XYZ, sehagaimana ternvata dari sursaf -————www
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan
Komisarigs PT. BANK XYZ nomor KSR-KOM.Corp.Sec~002, —w-
vang beriaks efektif sejak tanggal ZB~9-7007 {duag ~--
puluh delapan September dua ribu tujuh); -—-—-wweewe——e
{untuk selanjutnya Pexserocan Terbatas PT BANK XYZ, www
tersebut berikut segenap pengganti haknya vang sah --
digebut BANE] | oo oo o e e o s o 28 e st e e
BANK dan DERITUR selanjutsays secara bersama-sama —-—=w-
disebut Para Pihak. e oo oo o o oo o o o o o s e
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Hotaris -—ww--
Para penghadap vang beyrtindak sebagsimana tersebub di
atas mensrangkan horlebih dshulu: we— e e s, o e
A. Bahwa BANK telah setuju unituk membeyikan fasilitas
REmalt DOIUDE T s o o o s o i e e i o s . s s o 1
1. Kredit Angsuran Berijangka {(KAB) setinggi-tingginya
sampai dengan Jjumiah pokok sehesar USS xx, x06,000,~ -
{xx bpelas duta xx ratus ribu Dolar Anerika ——ew e
Serikat) yang digupakan uotuk membiayai pembelian —---
BApal mOUOE  — o o o e o s
2. Standby Lean dalam bentuk Kredit Angsuran =
Berijangka {KAB} setinggi-tingginys sampal dengan ~---—

jumlah pokok sebesar USS xx,000,000.~ {xx belas —-w-
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juta DBolar Amerika Serikat) yang juga digunakan e
pntuk membisyvai pembelian kapal motor! —————mweseeene
3. Hedal Kerija setinggi-tingginya sampal dengan ———-—-
jumlgh pokck sebesar Rp xx.000,560.000, ~ {xx puluh -

milyar Rupiah) yang digunakan untuk membiavai modal-
keria DEBTITUR; oo o o s ot o s o s 2o b o s o e e
4. Fasilitas Foreign Bxchange sampal Jumlah pokok ===
setinggi-~tingginya sebesar U8% x,000,000.- {xx =ww-

duta Dolar Amerika Serlikat) yang tujuan ———— o wssmommeo
penggunaannya ovnbuk lindung nilai {hedging) termasuk—
forward dan ODRTIOM) s s e et e
Fagilitas XAR, Fasilitas Stancddby Loan bentuk Kredit -
Angsuran Beriangka {KAB}, Fasilitas Modal Kerija dan -
Fasilitas Foreign Exchange tersebut {selanjutnya -~
barsama—sama disebot Fasllitas Kredif); ———mrm——smmmen
H. Bahwa BANK menyetuiui pemberian atas Fasilitas ~--
Kredit tersebut dan oleh karenanya gers&dia ~~~~~~~~~
mamberikan Fasilitas Kredit tersebut kepada DEBITUR, -
sesual dengan surat tertanggal xzx-x-2008 {..... dua -
ribu delapan} berikut perubahan~persbahannys, yang --
merupakan satu kesatuan- yang tidak terpisahkan ——wem
dengan Perjanjian Kredilt il . —— s = o oo o oo o
Haka, berbubang dengas hal-hal t2rsebut di atas, Para
Pihak masing-masing bhertindak sebagaimana terssabot d4i
atas menerangksn, bahwa Para Pihak tslsh sepakat dan-

setuju untuk membuat Perijaniian Kredit dengan syarat-

~~~~~~~~~~~~~~~~~ FASTILITAS KREDIT = m s e

1.1, Jenis, Jumlab, Jangka Wakiu dan Tuduan ~—-e—o—aw
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Penggunaan, ——w=w-

A e el A A A A oA S o . e WA S, S S, SO T Do smm o ke A B B S

a. Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepadag w————w

DEBITUR adalah:

1. Jenis Fasilitas

Jumiahk Pokok

Tujuan Penggunaan

Jangka Waktu

Fasilitas Kag

Jangka Waktu

Fasilitas KAR

i W et e 4 i i st i ikl A A b by opins i mmm ke Al L S W B B nmms . bt o e et

Fasilitas A-Kredif ——-————mmomme—
Angsuran Berjangka (KAB) mm——ae—
bersifat Non Revolving; wm——mww.w
jumlah Pokok Fasilitas KAB -—www-—
setinggi~tingginya dalam Jjumlah-
pokok tidak melsbihli sebesar ~w-
88 =z, z240,000.- {xx belas ——wm

duta enam ratus ribu Dolar wwee-—
merika Serikat); —————mrmeem—ao

untuk membiayai pembelian kapal-

penandatanganan Perjanijian ——-——-
Eradib) s e oo o s s oo oo s e o
Jumlah Fasilitas A (KAB) wvang --
helum ditarik setelalr Jangka —--—
Waktu Penarikan tidak dapat ——--
ditarik lagi; ——rweme——e i o m e
84 {delapan puluh smpat} bulan -
sejak tanggal penarikan pertama-
termasuk 12 {dua belas) bulan -

GLRTE PRLLOC; wrmmmm s nm o m e

Fasilitas B dapat juga dipakai cleh perusahaan —-—--—ww

perusahaan afiliasi dari PT PELAYARAN AR Thk vang -

bisa diterima olaeh BAREKp s o i i i i s e = —

2. Junis Fasilitas

Fasilitas B-~Standby Loan —=——--

dalam bentuk Eredif ~r————aaamm

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



Jumlah Pokok :

Tujuan Penggunaan :
Jangka Waktu

Penarikan

Fasilitas B

Jangka Waktu

T3

Fasilitas B

Angsuran Beriangka -rmmewmee—caw
{KAY} bersifat Mon Revolving: -
Jumlah Pokok Fasilifas B wwwm—=
setinggi~tingginya dalam jumiah
pokok tidak melebihi sebesay -~
5% 2x,000,000.~ {xx belas -

tuta Delar Amerika Serikat;. --

untuk membiayai pembelian kapal

tanggal penandatanganan —-———-—-
Perjanilan Kredit; ~—————r—wwwn
Jumlah Fasilivas B (KaB)} yang -
belum ditarik setelah Jangks ——
waktu Penarikan tidak dapat e
ditarik lagiy =wweeee o o
84 {delapan pulpoh empat) bulan-
sejak tanggal penarikan pertama
termasuk 12 {(dua belas} bulan -

grace periguy —---—sssswe oo

Fasilitas B dapat iuga dipakal oleh —————e s e

perusahaan-perusahsan afiliasi dari PP PELAYARAN wwwe

ABC Thk yang bisa diterima oleh BARK; w——-———wwmwmme .

3. Jenis Fasilitas

Tujuan Penggunaan

Fasilitas (~Kredit Beriangka ——
(KB setinggi-tingginya sampai-
dengan jumlah pokok sebesay ~--
Rp xx.000.000.000,- {xx puluh-

milyar Rupiah} bersifat ----ww-
LEVOLVLIIG; o e o o e e e o

untuk membiavail modal kerija ——=
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Jangka Waktu
Penarikan

Fasilitas €

Jangka Waktu

Fasilitas C

kegiatan usaha DEBITUR; ——=weew

sampail dengan 12 {dua belas} -~

sejak tanggal penandatanganan -
Perjanjian Eredit ini; ~=wmem——
sampal dengan 12 {dua mwwesmeo—e
belas) bulan sejak tanggal ~—w-
penandatanganan Perjaniian ——--—
Kredit ini dan dapalb ~wwe—me—aw
diperpaniang berdasarkan ——-—=- -

penilaian BANK) s oo i

Fasilitas © dapat Jjuga dipakal olgh wer-————mmmeon_o

perusahaan-perusahaan afiliasi dari PT PELAYARAN —ww-

ABC Thik, vang bisa diterima olaeh BANK; ww e

4, Jenis Fasilitas

Jumiah Pokok

Tuiuan Penggunaan

Jangka Wakto

Panarikan

Fasilitaz D

Jangka Waktu

Fagilitas I

Fasilitas D-Foreign Exchange; -
setinggl-tingginva sebesar —---
USs x,808,800.- {xx juta ——ww

Dolar Amerika Serikat)y; —-——r-——
untuk lindung nilai (hedging) -
termasuk forward dan option; =--
sampai dengsan 12 [(dus belas) -
bulan sejak tanggal —---wem———
pepandatanganan Perjanjian —=—--
Kredit inl; ———ewemmm e e e
samwpal dengan 12 (dua belag) --
bulan sejak tanggal —mwemre—————
penandatanganan Perijanjian wew
Kredit ini antuk option —wwwem-—
forward, dan derivative lainnya

dan dapat diperpanjang ——————m-

11
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berdagsarkan penilaian BANK: ---
Fasilitas Forex tersebut di atas tunduok pada ~———wwm—

ketentuan—ketentuan Transaksi ¥alvota Asing ———wwmem—a

i

sebagaimang ternyata dalam ISDA {International Swap

and Derivative Asssciation) Agreement di BANK, yang

akan ditandatangani oleh para pihak, yang merupakan

H

satu kesatuan dan tidek terpisahkan dari Perjanjian

Ruradit Emd . oo o o i o s ot o o s o e

Fasilitas KAB, Fasllitas 3tandby Loan bhentuk Kredit
Angsuran Berdjéangka {KAB), Pasilitas Modal Kerija --——
perlaku terhitung sejak tanggal penmandatanganan ——-ew
Perjaniian Kredii ini yaitu tanggal zxx-x~2008 (...duva
ribu delapan) sampai dengan tanggal xxz-x-20Q09 (....
dud ribu SeMDITAN) e e o o i o — s o e e e
{selanjutnya disebut Jangka Waktu Fasilitas Kredit}) .-
Jangka Waktu Penarikan Fasilitas Kredit berlakw 12 —-
{dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ———-wwee——e-
penandatanganan Perijanjian Kredit inl yaiftuy sejak wwm-
tanggal xx-~x-2008 (... dua ribu delapan) sampai =e——-
dengan tanggal 30-4-2009 (tiga puluh- April dua ribu
sembilan} {(selanjutnya disebut Jangka Wakiu Penarikan
Fasilitas KDSadlil] o s e o i i oo b i g s e o st e e
b. Yany dimaksud dengan Fasilitas Kredit revolving --
dan non revolving adalahi —eeemm e s em o o i o e
~ "Hon revolving” dimana DEBITUR tidak dapat ———=ewm=
melakukan penarikan kemball atzs pembayaran Fasilitas
Kredit yang telah dibavar dari waktu ke waktu selama~
Jangka wakitu Perjanilan Kredit ini, ————wemmes—mmmmwe
~ "Revolviog® dimana DERITODR dapat melakukan ——-wwwo—

penarikan dan/atau pembayaran kembali stas Fasilitas~-

12
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Kredit dari waktu ke wakitu selama jangka wakiu -~ weme

Perianjian Kredit ini. = eoso o o o o i o e
C, Cara PONAERIKEI. o s s i s e i o st st e
¢.l. Fasilitas B dan B {KAB}: ~ oo e s i e e

{1} . Bila DEBITUR hendak melakukan penarikan dana ---
atas Fasilitas KAB, DEBITUR waiib mengirimkan ————w—-
pemberitahuan tertulis dengan disertail Promissory —--
Note yang telah ditandatangani kepada BANK yang ~—--—
memberitahukan jurlah piniaman dan tanggal penarikan-—
vang dikehendaki namun tidak melebihi jangka wakty -~
PIETIR I L KETT ;v s oo s e ot s ekt T s e
tanggal mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari —
keria dan tidak boleh lebih daxi Pukal 15.00 BBWI www
(lima beias Bagian Barat Waktu Indonesia] sebelum -—-
dilakukan penaprllarn . o e o i e it o
{2}, Penarikan Fasilitas KAB hanya dapat dilakukan -~
dalam japngka wakiu peparikan Fasilitas KAB, pada hari
karja dan jam kerja BANK yang disetujul bersama oleh-
BANK dan DEBIIUER | o s o ot s s oo e s i o 3 e e e
Fasilitas KAB tidak dapat ditarik kembali apabila -~
ijangka wakte penarikasn telabh berpkhin; —mer——esawmmm-
{31. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Lerssbut di-
atas, BANK tetap mempunyai hak untuk menunda atan —--
mengatur kembali {Rescheduling} penarikan Fasilitas -
KAR atas dasar diberlakukannya peraturan atauy -—ee-—---—
kebiigkan keuangan ¢leh Pemerintah atao terjadinya —-
keadaan memaksa (force majeurel vang tidaek ~——— e
mamungkinkan disediakannya dana oleh BANK sebagaimana
dikehendakl berdasarkan Perianjian ini. -——-reem-e—-e-——

Penupdaan atau pengaturan kembali tersebut tidak ----
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rmemberikan hak kepada DEBITUR untuk mengajukan ———ww-
tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terchadap BANK, -
antara lain {namun tidak terbatas} tuntutan/gugatan -
membayar ganti rugil kepada DEBITUR atasg —wem—eese— .
kerugian~kerugian vang mungkin diderita DEBITUR -wwee
sebagal akibat penundaan atsw pengaturan Xembali -——-
penarikan Fasilitas KAR tersebul, - cwmmme o mm e s w
{4} . DEBITUR setuju bahwa BANK juga mempunyai hak -~~~
untuk sewaktu-wakto wembatalkan ataupun mengurangi —-
dumlah Fasilitas KAB (dalam hal DEBITUR tidak dapat ~
memenuli Syarat Penarikan Pinjaman sebasgaimang e
tersebut dalam Pasal 3 Perjaniian Kredit atau dalam -
hal DEBITUR melakukan salah satu Peristiwa Kelalaian-—
dalam Pasal 12 Perjaniian Kredit), ———wwwe——mmmmr———
¢.Z, Fasilitas C-Krxedit Berjangka(KB) {Revolving) w=--
{1}. Bila DEBITUR hendak malakukan penarikan dana ---
atas Fasilitas KB, DEBITUR waiib mengirimkan --==——m
pemberitahuan tertulis dengan disertail Surat Fromes -
yang telah ditandatangani kepada BANK yang - ———eme——
memberitahukan jumlah pigiaman, jangka waktu promes -
dan tanggal penarikan yang dikehendaki namun tidak ~~
boleh melebinl jangka waktu penerikan, tanggal mana -
tidak boleh kurang dari 3 {tiga) hari kerja dan tidak
boleh lebih dari pukel 15.00 BB®¥Y (lima belasz Bagian~
Barat Waktu Indonesial sebelum dilakukan penarikan., -
(2} . {Tiap} Penarikan Fasilitas ¥KB hanya dapat -~
dilakukan dalam jangka wakty pensrikan Fasilitas EB,~
pada hari kerja dan jam kerja BANK vang disetujui -w--
bersama oleh BANK dan DEBITUR., = meemm s i s o e o

(3). Menvimpang dazxi ketentuan-ketentuan tersebut di-
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atas, BANK tetap mempunyal hak untuk menunda atau ——w-
mengatur kembali (Rescheduling) pensrikan Fasilitas -
KB atas dasar diberlakukannys peraturan atay -—w-—wwm——
kabijakan ksuangan oleh Pemeriniah atau terjadinya ——
keadaan memaksza {(force maijeunre) vang tidek ~-e——mmowe
memungkinkan disediakannya dans oleh BANK sebagaimana
dikehendaki berdasarkan Perjaniian ini, ———weemmmm—a.
Penundaan atau pengaturan kembali tersebut tidak ——w-
memberikar hak kepada DEBITUR untuk mengajukan == -we-
tuntutan/gugatan hukum berupa apapon terhadap BARK, -
antara lain {(namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan —
membayar ganti rugi kepada DEBITUR atas memwwm— o,
kerugian-kerugian yang mungkin diderits DEBITUR wwm-——
sebagati akibat penunidaan atew pengaturan kemhall —--—-~-
penarikan Fasilitas KB tersebut. =wwe————w. o e s
(4}. DEBITOR setuiju bahwa BANK juga mempunyal hak ~—-
uwntuk sewaktup~wakitu membatalkan ataupun mengurangl --—
dumlah Fasilitas KB {dalam hal DEBITUR tidak dapat -—-
memennhl Syarat Penarikan Pinjaman sebagaimana ——wws—
tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit atau dalam -
hal DEBITUR melakukan salah satu Peristiwa Kelalaian-
dalam Pasal 12 Perianjian RKredit). wwm—msrmwmmm e
S. Bukbti PansriRan. s o o oo o s e e —
Untuk (tiap} penarikan Fasiiltas A, Fasilitag B, =—==w
Fasilitas € berupa Fasilitas KAB dan fasilitas KB, =~
selanjutayas DEBITUR wadib dan akan menyerahkan pada -

BANK media penarikan Derupa: o s e em o o o

(1) . Promissory NOhL@, — o oo o s on oo s s o o s o b e
{2} . Tanda Terima Uang atau media lainnya yang ———ww-
ditentukan oleh BAHK dalam bentuk dan isi yang we-w—-—-
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disatujui dan diterima oleh BAHK., ———=wom e ssmme -
Medias-media penarikan mana akan menjadi bukti bagi =~
BANK mengenai telah diterimanys vang oleh DEBITUR -=--
dari BANK. Dalam hal tidak ditandatanganinya medig— -
media penarikan seperti tersebut di atas maks ---—ee-
Perianjlan Kredit ini dianggap sebagai Tanda Terims -
Gang untuk suaty jumlah uvang berdasarkan Perianijian -
Kredit ini dan perjanjian-perjanijian laianya yang —--
merupakan perubahan dan/atau penambahan darji ——-==ee-
Parianiian Kzedit Dnd, s e e e oo o o i o o s o
2. Kewsiiban BANK untuk memberikan Fasilitss Kredit -
adalash sebesar sebagaimana tercantom dalam Pagal 1 —
ayat 1 Perjanjian Kredit ini, wr———mwre———mwme o winm
1.2, Pernbukilan HOL@zg, somms o s e o o o e — i m e —
Sebagail akibet dari penarikan Fasilitas Kredit, maka-
DERITUR dengan ini menyatakan mepnerima Fasilitas —~ee-
EKrpedit dari BARE dengan Jumish setinggi-tingginyg --—-
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 —=me———aw
Perjanjian Kredit ini, jumlah mana belum termasuk ——-
bunga, provisi, komisi dan ongkos-ongkos zerta blaya-
biaye lainnya vang timbul sebagal akibat penarikan -—-
Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjaniian Kredit-
ini., DEBITUR dan BANK sstuin bahwa media-media ——eew
penarikan dan/atau pembukuan pembukuan danfatan =---—-—
catatan-catatan serta surat-surat Jdan dokumen-dokuren
lain vang dipegang dan dipelihara oleh BENK juga ——w=
merupakan bukti vang lengkap dari semua jumlah hutang
DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini
dan mengikat Terhadap DEBITUR., momm o s mm o e i o o oo
1.3, Pembavaran Kemball. —ee e oo oo o o om oo o e s o
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Pembayaran kembali akan dilakukan oleh DEBITUR ~—mmwe
kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut: ———ww-—-
a. Untuk Fasilitas A~KAR dan Fagilitss B-KAB, harus -
dibayer dalam 24 {dua puluh empat} kall angsuran ——--
triwulanan dalam jumlah yvang sama hesarnya yang -~-—-v-
dimuniai setelah jangka waktu 12 {dua belas} bulan ---
dari tanggal penarikan pertama kali untuk setisp ———-
pembelian kapal mobon; mrme— e oo o o o
atau dengan jadwal angsuran yang dibuat tersendiri --
dan ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK, yang ————=—=
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan~
Perjaniian Kredill dnd. oo s s oo o o o o e — o s o
b, Untnk Fasilitas KR yaitu pada saat jatuh tempo ——-
Promissory Note dan/atau Perjanjian Eredit ini, ———w-
o. Setiap pembaysran dari DEBITUR atas Fasilitas —wee
Kredit pertama~tama akan diperuntukkan bagi --———wm——
PEEMIDE WL BTE D v o oo o o ot e e 2 i i 4 T e
{i1}. Biaya terhutang kepada negara, texmasuk tetapi -
tidak terbatas pada Paial; s o s i s —
{2} . ongkos-ongkos, misal ongkos perkara {iika ada};-
{3} . bunga dan pembayvaran lainnva selain dends dan ~~
Pinjasendpakok; IEmm — s ~ s m m am S S Sl o e o e s s
{4} . denda yang belum dibayarkan dan; «-——=eme——mme———
{9). pokox pinjaman yang terbutang., -———mwem oo s oo
1.4, Pembayaran Kembali Lebih Cepat/Rwal., ——wwm——www-
a. DEBITUR diperkenankan membayay kemball piniaman --
vang terhutang kepada BANK berdasarksn Fasilitas B -
dan/atau Fasilitas B {baik seluruhnya maupun =m--—w—ewe
sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran ~-

vang telah ditetapkan dengan syarast dan ketentuan —--
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SeDAgAal DBYL UL T e o oo o o o e oo o s s e e b e
1. DEBITUR wajib mengirim surat pemberitahuan —-—ww-—w-
mengenali keinginan membayar kembali lebih cepat/ewal~
tersebut kepada dan diterima oleh BANK sedikitnya 5 -
{lima! hari kexia sebelum tanggal pembayaran yang —--
lebih cepat/awal dilakukan, dengan menyebutkan jumlah
vang vang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dap -
tanggal di mana pembayaran kembali vang lebih ——-we-w
c&patkawal tersebot akan dilakugkan {tanggal tersebui-
harus merupakan suatu Tanggal Pembayaran Bunga, ~——~-
sebagaimana diaiar dalam Perjanjian Kredit ini}; —w--
2. Buatuy Sarat Pemberitahuan Membavar Lebih Cepat —-—-
seketika diterima oleh BANE dalam jangka waktu yang -
ditetapkan dalam ayat {1} di atas ini mengikat kevada
dan mewaiibkan DEBITUR melaksanakan pembavaran lebih-
cepat/awal kepada BANK pada tanggal dan dalam jumlah-
uang yvang digabutkan dalam surat pemb&%itahuan ~~~~~~
L i e — — — s i~ ™ e — e — — ™
3. Pembavaran kemball yvang lebih cepat/awal ataz ——=-
pinjaman vanyg terhutang berdasarkan Perjanilan Kredit
ini wajib dilakukan dalam juwmlah pokok tidak korang ~
dari U5% xxx,000.~ {.... ratus ribu Dolaxr Amerika ---
Serikat) atag kelipalannyg, ——— s i e
4, Jumlah uvang yang diterima oleh BANK uphuk »w——-—we
pembayaran kembali lebih cepet/awal pinjaman yang ~—-—
terhutang berdasarkan Fasilitas A dan/atas Pasilitas-
B akan digunskan oleb BANK untuk membayar kenmbali —--
atau mengurangl angsuran pembayaran kembali pinjaman-
rersebut mniai dari angsuran vang harus dibayar pada-

tanggal pembayarsn angsuran yang paling akhiz ~-—-—we
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{inverse order of maturity) untuk Fasilitas A ——wwe——v
dan/atan Fasilitas B, e e e o i o o o o o oo o s o e
%, Setiap pembayaran kembali lsbih cepat harus ———ww-
gdilakukan pada akbhir daxi suatu Jangks waktu bunga. -
b. Pembavaran kembali lebih cepsat atau awal untuk ——
Fasilitas & dan/atau Fasilitas B tidak dapat ——-——wm
Gipiniam kemball ., — e o i o e o o e o e e
1.5, Bunga, Komisi, Biaya-biaya dan Bunga Denda, -w-—-
&. Bunga Fasilitas A dan/atauw Fasilitas B: -————w——www
-~ Atas tiap jumlabh vang yvamg terhutang atau sisanysa -
vang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas A -
dan/astan Pasilitas B, DEBITOR wajib membayar bunga -
kepada BANK sebasar Singapore Inter Bank Offersd —-www
{SIBOR} 3 (tiga) bulan ditambah 3% {(tiga persen) per—

- Betiap penarikan Fasilitas A dan/atay Fasiliiss B -~
dikenakan bungs s=bagaimana disebut di atas yvang ~ww-
dikenakan per tanun yang dihitung berdasarkan saldo -
harian dan untuk maksond tersebut BANK akan ———ww———ww
membebankan bunga pada jumlah Fasilitas KAB yang —ww-
terhutang dan DEBITUR harus membayar pada setiap =---
tanggal yang ditetagkan oleh BANK  setiap bulan, ——-=
dengan ketentuan bilamana tanggal fersebut jatuh pada
pukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan ~--—
pada hari keris sebelum tanggal terseput, Tidak ada -
Jangka wakity bunga yvang akan melebihl tanggal dfatuh ~
Lempo FASiIifas KRB, o o o o i o oo e it o e s v
- BANK dengan ini berhak untuk sewaktu-waktu mengubah
ketentuan besarnya suko bunga tersebut di ataz sesuald

perkembangan keadaan pasar, dan BANK akan —eese oo
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memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada -~
DEBITUR, pemberitahuan mana akan mengikat DEBITUR, -~
- Hunga tersebut di atas terxhutang olsh DEBITUR ———--
seiak tanggal penarikan pinjaman sampai dengan hari -
dan tanggal hutang tersebut dibavar kxembali dengan ~-
lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinva oleh w-—-
DERITUR kepada BANE sesual dengan jumlah hari yang --
telah berlala, gihitung atas dasar bahwa 1 {satu} -~
tahun adalah 360 {tigaratus evampuluh} hari, dan =~e--
waijib dibayar lunas, prenuh dan dengan sebagaimana —--~
mestinya oleh DEBITUR Repada BANK pada setiap tanggal
PEMDEDENGN DUNGR . w7 7 e it
b. Bunga Fasilitas C-Kredit Berjangka {(KB). mewwwm——--
Atas tiap jumlash vang yang tsrhuotang atau sisanya ——-
vang belum dibavar lunas atas pemberian Fasilitas KB~
DEBITOR wajib membayar kepada BANK sebagai bardikut: -
- uyntuk Fagilitas KB membayvar bunga sebesar ~——-————-
Sertifikat Rank Indonesia (BBT) 3 (figa) bulan ——eewe
ditambah 2,5% {dua koma lima persen) pEr hahun; swmwe=
- Tiap penarikan Fasilitas KB dikenakan bunga -=—-———
sebagaimana disebut di atas yang dikenakan per tahun-
vang ¢ihitung berdasarkan salde harisn dan untbok -~
maksud tersebut BANK akan membebankan bungs pada —---
jumlah Fazilitas KB yang terhutang dan DEBITUR harus-
membayar setiap 3 {tiga) bulan pada tangygal yang =——w-
gitetapkan olah BANK, dengan ketentusn bilamansg -
tanggal tersebut jatuh pads bukan hari kerja BANK, —-
maka bunga akan dibebankan padas hari keria sebelum --
tanggal tersebut. Tidak ada jangka waktu bunga yang -

akan melebihi tanggal jatuh tempo Fasilitas {-Kredit-
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Berjangka (KB). DEBITUR setuju dan dengan ini memberi
kuasa kepada BAHK untuk melakukan peninjavan kembsali

hesarnya suku bungs tsrsebut setiap I {tiga} bulan ~-
segual perkembangan ksadaan pasar, dan BANK akan -
memberitahukan perubahan suku bunga tersebut ——-———
kepada DEBITUR, pemberitahuan mana akan mengikat -~
DEBITUR L o mm mem st s s s s s o e o o 7t 14 010 100 00 7 e T
Bunga tersebut di atss terhutang oleh DEBITOR sedak -
targygal penarikan pinjamen sampai dengan hari dan we-
tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas,
penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR -
kepada BANK sesuai dengan jumlahb haril vang telah ——w-
beglaly, dihitung atas dasar bahwa 1 (saty) tahun ww-
adalah 360 {tigs ratus enam puluh) harl, dan walib «»
dibayar lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya-
oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal ——-—m—m-
Pembebanan DUngE oo e e om e o o e s o w1 e e
¢, Blaya-biaya. LY T AN VS R
DEBITUR setuju untulk membayar blaya dan fee sebagal -
Derikat: — Sl il e i R = me e s oo eI . e s s s
Front end fee sebesar 1,25% {(satu koma dua lima ————-
persen) flat dari jumlah Pasilitas Kredit dan ——wewww
dibavarkan kepada BANK dalam waktu 7 {tuivh} hari -
setelah tanggsl penandatanganan Perianiian Kredit ind
dan tidak dapat ditarik kembali; wewwe s e o
. Bunga Denda . e e e mm e m e o e e e s oo o o e
Bilamana DEBITUR tidak atau gagal membayar lunasg wwe-
suaty pinjaman, bunga ataw lain-lain jumlah vang vang
waiib dibayar berdasarkan Perjaniian Kredit atag ===

bukti penerimaan uang, maka {dengan tidsk mengurangi-~
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kewsiiban DEBITUR untuk tetap membayar juwmlah uvang --
yvang telah wajib dibayarnya itu berikel bunga yang ~-
berlaku pada saat jtu) DEBITUR wajib membayar bunga -
denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar w——-=
tersebut kepada BANK., o s o s o oo o i o s i ot
Besarnya bunga denda adalah 2% {dua persen} psr tahun
di atas bunga yang berlaku pada saat itu dihitung —---
dari juomlab bunga tertunggak dan/atau jumlah vang ~--
vang tidak atau lalal dibayaxr terssbul. »-—=wwmooswn.
Perhitungan bungsa denda terhutsng dibhitung secara ——-
haxian mulai dari hari dan tanggal jatuh tempo jumlah
uany yang wajib dibayar tersebut tidak ataw lalai -~~~
dibayar sampai dengan hari dan tanggal jumlah uang -
yang waiib dibayar texsebut dibayar lunas sesuval ~-——-~
dengan jumlah heri yang lewat, dengan ketentuan ———w-
jumlah hari «alam satu tahun adalah 360 {tigs ratus -
enam puluh) hari sebagail fakior pembagi tetap dan ———
bunga denda tersebut waliib dibayvar dengan sekaligus -

{lunas} oleh DEBITUR seketika ditagih secara tertulis

Fasilitas Kredit yang dimsksud dalam Perjanjian —-—we-
Kredit akan dibukukan oleh BANK pada kantor/cabang -
yvang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini. Aken -~——-
tetapi DERITUR setuiu dan barsama ini memberikan ——we
kuasa pada BARK untuk bilamana BANK menganggap perlu~-
berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk ——e——w——-
mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada-
kantor/cabang BANK yang lain, balk yamng berada di —w-

Indonesia maupun Jdi luay Indonesia, ———e—memememem———

27

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASAT: 2 = — e i e it e
| e KUASA MENDERET REKENING —mwweom s e
Tanpa mengurangi kewaitiban DEBITUR untuk melaksanakan
sendiri pembayaran kepada BANK sebagaimana ditetapkan
di atas, pada hari di mana suatu pembayaran == ===
herdasarkan Perijaniian Kredit wajib dilakukan, —mww-=-
DEBITUR setuit dan dengan ini memberi kuasa darn ———w-
wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari wakiy-
ke wakiu vang ditetapkan oleh BANK khusus untak e
mendebet rekening DEBITUR pada BANK, baik -————wwwe—-
rekeningfaccount giro, rekening/account depositeo (hal
mana bersama ind DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK
khusus untuk mencairkan terlsbih dahuly deposita atas
nama DERITUR tersebui}, baik delam matsé uang Rupiah ~
gpavpun dalam mata wang lain, jumlah yvang besaraya —--
setiap kali akan ditebspkan oleh BANK dan ————smmeme—
menggunakan/memakai jumlah vang tersebut anituk ---m—-
menbayar dan membayar kemball senua dan setiap dumlah
nang yang sekarang telah danfatau di kemudian hari --
akan terhutang dan dibayar oleh DERITUR kepada BANK -
berdasarkan Perjaniian Kredit ini beserta segala ——w
perubahan dan tasmbshannya, media-media penarikan, w-—-—
perjanjilan lain dan perianjian-perjanjian jaminan, --
baik untuk Jjumiah pokok, bunga, denda atau lain-lain-

Jumlah uwang yvang waiib dibayar oleh DEBITUR pada —ww-

Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar --—=-
iunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR~
kepads BANK dalam Perjanijian Kredit atau dokumen~ -

dokumen lain sehubungan dengan pemberian Fasilitas ——
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Kredit kepada DEBITUR merupakan bagian yang =—m—=—=www
terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian —w——
Kredit, vang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut
Perjanjian Kredit tidak akan dibuab dan dengan ———w—w-
demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir ---
karena sebab apapun Jjuga termasuk tetapl tidak —wwe---

terbatas oleh sebab~sebab yang tercantum dalam Pasal~

1813 Kitab Undang-undang Hokum Perdats, ————=wwemmmwe
e o e v o e PASRT, F e m e o e
wwwwwwwwwwwwww SYARAT PENARTKAN PINJAMAN ~me——wmmm——

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain —www
dalam Perjaniian Kredit, B2ANK baru wajib mencairkan -~
pinjaman kepada DEBITUR berdassarkan Perijanjian Kredit
hila DEBITUR paling tidak telah memenuhi, seperti —ww
namun tidak terbatas pada, syarat-syarab: —--———weem.
3.1. BaBE telah menerima dokumen-—dokumen {semug ——w——
dengan bentuk dan isil yang disetujui BAMNK dan dalam -
hal yang diserahkan adalah salinan naka aslinya wajib
ditonijukkan pada BANK saat penyerahan dokumen-dokumen
tersebut] sebagai Barikubis we—— e e e
a. Dokomen yvang disyaratkan dalam Perianjian Kredit,-
yaitu termasuk aktas pendirian dan/atau anggaran dasar
yvang dibuat sampai dengan tanggal dan bari ini, -———e
herikut pengesahan-pengesahan yang telah diberikan —--
cleb instansi yang berwaiib terhadap anggaran dasar -
tersebut dan perubahan-~perubahannye, berikyt pula ==
salinan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham =~—-———=
di mana diangkat Direksi atauv Komisarls DEBITUR vang-
sekarang meniabat jabatan-jabatan tersebut dan/atan -

persetuwivan komisaris dan/atan persetujuan rapat umum
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para pemegang saham bila disyarstkan dslam anquaran -
dasar danfatau peraturan vang berlakp, ——-—eeeeeweme—e e
. Asli surat kuasa dan/atau persetujvan yang ——---—-—=
disyaratkan oleh anggaran dasar DEBITUR vang dibuat -
dan diberikan oleh DEBITUR kepada orang-orang ———-——--
tertentu {jika ada) venyg ditunijuk untuk dan gtas nama
DEBITOR melaksanakan Perjaniian Kredit inli dan =—=ew—w-
Perjaniian {(-perijaniian} Jaminan serta semua dokumen-
vang disyaratkan oleh atau berkaltan dengan =e—————ww
Perjaniian Kredit ini atan Perjaniian~perijanjian ~wee

Gaminan, berikut conteoh tandstangan orang-orang ~-e-—-

By S e e~ R R~ = = =~ ™ = == = -
¢. Salinan surat iiin usaha perdagangan dan/atau ——-w~
surat-surat ijin lainnya vang dikeluarkan olah —wwwm—

instansi vang berwenang vang dipsrlukan sleh DEBITUR-
dalam menjalankan UsSahany . e e s i i e
d. bukti~bukti hak kependilikan atas Jaminan dan/atau-
Perjaniiac {(-perijsnjian] Jaminan yvang disebut dalam -~
Fazal B Perjaniian Kredll Inmi. oo ome o o
3.2. Hembuka rekening pada BANK untuk kegiatan ——wme-
0parasional DEBITTURE oo v o o o o o o o s b 2 ot o s
3.3, Untuk penarikan Fasilitas A dan/atau Fasilitas -
B DEBITUR wajib menyerahkan kepada BANK bukti telah -
diterims dan ditandstanganinys perjanjian dengan —--—=
Shipbuilder dan/fatau Seller atau deokumen/bukti-bukti-
konfirmasi lainnva vang dapat diterima cleh BAHK; ---
3.4. Jumlah Penarikan dari Fasilitas A danfatau ——we-
Fagilitas B akan ditransfer langsung kepada supplier-

dangan didukung coleh dokumen-dokumen yang disetuiual -
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3.5. DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai —--w——-
berdasarkan ketentuan~ketentuan vang termaktub dalamw
Pasal LI Perjanijian Kredit atae berdasarkan ssbab ~--
1ain sesupal pertimbangan BANK, —ro e oot oo
3.6. Pernyataan dan Jaminan yang diberikan DEBITUR ~=
sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit-
adalah benar dan sesual dengan keacdaan vang -———=w——-
S@IDBIIALTIVE . o e o o ol O T T i
3.7. Semua perjaniian {(-perjanjian) kredit dan —w-—ee-
perianiian jaminan telah ditandatangani dan dalam ==~
bentuk dan isi yvang disetujuil BANK., wweemesmo——we o
3.8. Telab membayar blaya-biaya yang disyaratken =—-—w-w
dalam Perdaniian Rragdif, = oo s o oo oo s oo oo o
3.8, Tidok ada peristiwa kelalzian {event of —-—————--
default) atau tidak teriadi Perubahan yang Mendasar -
{Materxial Adverse Change), kecuali Perubahan yang =—--
Mendasar tersebut telah diberitahukan secara tertulis
kepada BANK dan dapat diterima oleh BANK Perubaban -
Mendasar {(Material Adverse Change} adalah suaty —wme-
perubaban vang mendasar dalam kegiatan usaha, kondisi
keuangan atau lainnya, operasi atau prospek DEBITUR -
atau dalam situasi ekonomi, sosial atau politik di -~
Indonesia {untuk selanjutnya disebut Perubahan -—=—-—w—ww-
Mendasar {Material Adverse Change}). Dalam kondisi —-
ini, BANK memiliki nhak untuk meninijau kembali, -————w-
membatalkan atau melskukan restrukturisasi atas ————-
Fasllitas KE@OIt DIl . oo s o o o o o i an o oo o i s o
3.10. DEBITUR dan/atau pemegang sahamnya dan/atsn ——
PENJAMIN memenuhl seluruh ketentusn bukum yang ———sew

berlaku dan tidak dalam keadaan atau melakukan -—-—--
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Pelanggaran BUKUIM . e = = s mm e e it oy 2 o oo
3.11, Debitur akan menyerahkan kontrak kepada BARK -~
atas pembslian kapal pada saat penarikan Fasilitas -~
Kredit pertama pada Fasilias A dan B, ——wwemes——srrwme-
3.12. Besarnya pembiavaan untuk kapal baru adalah 9%03%

{sembilan puluh persen} dan untuk kapal bekas sebesar

BO% {delapan pulul DBESEII) . e s s o m o e oo o s e
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASAL 4 — e i oo e om0
~~~~~~~~~~~~~~~ PERNYATAAN DAN JAMINAN «we oo o e e

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa: -
4.1, Kewenangan Berbindak, e oo o o s o o o
DEBITUR mempunyvai kekuasaan dan wewenang serta wwem=—o
parhak untsk membuat, menandatangani dan melaksanakan
segala ketentuan daliam Perianiian Kredit dan ——-—wmw=
Paxjanjian Jaminan., Pihak yvang menandatangani ——w-——=
Perianjian Kredit dan Peridaniian Jaminan adalah pihak
yang mempunyal wewenang dan sah antuk mewakili —-wwww
DERITUR dalam melakukan hal tersebut. DEBITUR telah -
mengarbil segale tindakan vang disyvaratkan oleh =-—-ww
anggaran dasarnya dan ketentuan bukom yang berlakuy =~
untuk sahnya Perjanjian Kredit dan untuk melaksanakan
Parianiian Jaminan, dap Anggaran bDasar DEBITUR ~wm———
menurut Undang~undang nomcer 40 tahun 2047 tentang e
Perseroan TarDBLAS ] e i o o o oo 2 o s s 22 e s
4.2, Hekuatan PerJanjiari. s o oo o o o e e - e e =
Perianjian Xredit dan segala dokumen seria —-—wwme———-
instrument yang timbul sehubungan dan berksitan dan -
sebagai akibatnya, adalah ssh dan wengiket DEBITUR ——
serta berisku sesvail dengan ketentuan ketentuan yang-

tercantum di dalamnya. Pembuatan, penyerahan dan -——--
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pelaksanaan penandatangan perjanjian dan dokumen~ —-—-
dokumen terkait lainnyaz tidak melanggar atau swe———mw
bertentangan dengan ketentuan hukum yanyg berlaku atau
kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan atau -
badan arbitrase atsu anggaran dasar DEBITUR sendiri =
dan tidak mengakibatkan pelanggaran {atau dinyatakan-
sebagal pelanggaran} atas Rewajiban DEBITUR ~——--wme—
berdasarkan atau memerlukan suaty persetuijnan yang -
disyaratkan oleh setiap perjanilan atau dokumen yangg
telah ada, terbadap mana DEBITUR merupakan pihak -w-—-
di dalamnya stau harta kekayaan DEBITUR terikat atau-
terlibat, kecuali stas bal-hal yvang telah ———=wmr—mww
diberitahukan terlebih dabulu secars tertulis olesh -~
DEBITUR kepada BANK sabelum penandatanganan tersebut.
4,5, Tidak Ada Tuntuban/Sengkeba. = eme o e mo oo
Tidak ada dan tidak akan pernah ada sengketa maunpun -~
tuntutan terhadap DEBITUR méupun barang-barang vang -
diqjadikan Jaminan, baik di luar msupun di dalam »———-
pengadiian atav peradilan manapun juga vang dapat e~
berakibat buruk/menambah resiko terbadap usaha —=meww-
DEBITUR pada umumnya dan keadaan kenangan DEBITUR —-—
pada khususnya yanyg dapat membahayakan BANK gtas —-—--
pemberian Fasilitas Kredit ipi. ——ew———rmeme—m e
DEBITUR tidak akan mengajukan tuntotan/gugatan hukum-
berupa apapun terhadap BANK, antarxa lain {namun tidak
terbatas) tuntuban/gugatan membavar ganti rugi kepada
DEBITUR aztas kerugian-kermglan yang mungkin diderita-
DEBITUR sebagai akibat dari Perjanjian Kredit. Dalam—
hal DEBITUR karena suati perkara di pengadilan atau -

karena suatu sitaan seheluom diputuskan perkaranya -

28

Tanggung Jawab..., R.A.Koos Kanya, FH Ul, 2009



oleh pengadilan atau karena suatn putusan pengadilan-
atau karena proses hokum lainnya mempezolsh hak =—w—-
kekebalan, DEBITUR dengan ini memberikan pernyataan ~
vang tidak dapat dicabut kembali melepaskan hak --—wm-
kekebalan tersebut yang berkenaan dengan kewajibannya
berdasarkan Perianiian Kredit, me—e———=swmee o —mmom o
4.4, Laporan KeUangan. o s e oo o s e o e i -
Laporan Keuangan vang telah diaudit oleh akuntan w---
publik ataun dibust oleh DEBITUR sendiri (yang telah -
dinyatakan "sah" oleh DERITURY adalah benar, tepat =-

dan tidak ada kesalahan apapun, dan menunjukkan -

secara jelas keadsan kenangan DEBITUR yang --——-wm——=
e e — ™ i ~~ B~~~ =~ =~
SEE Rl © I — N I — it <l v i — = v e e
Setiap ijin, persetuiuan atau wewonang yang —-—-~——-m-—

dikeluarkan oleh instansi vang berwaiib dan yang —-—--
disyaratkan untuk dan dalam rangks pembuatan, ———www=
penyerahan d<dan pelaksanaan Perjanjian Kredit dan -
dokumen—dokumen lazin yang berhubungan dengan ——wwe———
pemberian Fasilitas Kredit inl telah diperoleh ~—m=ww
DEBITOR. Ijin-iiin, persetuwivan-persetujuan dan —=e-e-
wawaenang mana sekarang ind masih herlaky, dan akan ~—
diperpanjang oleh DEBITUR apabila jangka wakiu iiin,—
persstuivan dan/atan wewenang~wewenang tersebut telah
habls namun seluruh piniaman belww dibayar lunas oleh
DEBITUR L or o m oo s on o o mmi o s s s i 7 bt i 0 77 7 4 T 2 = 9 e
4.6. Tidak Dalam Keadaan Lalai/Wanprestasi. =eemo——mwe
DERITUR tidak sedang dalam keadaan lalail dan/atau ---
melakukan pelanggaran dan/ataw dinyatakan dalam ~-————

keadaan wanprestasi, berdasarkan Perjanjian Kredit ==
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lain dengan BANE. o o o o n oo o o o on e s o m
4.7, Kelektibilitas DEBITUR pada setiap kreditur lain
dari DEBITUR tergolong lancar atau memiliki wwwmme—ww
kolektibilitas 1 {satu} sesuail katentuan Bank ~———wwe-
INAONRELA . o oot o i ot e e
4.8, Hutang dan kewajibap DEBITUR pada BANK ———rorm——w
gadikitnya memiliki peringkat yang sama (pari-passuj-~
dengan setiap kewaiiban DEBITUR yang lain., ~=w=m-ewe-
"4.9. Semua dokumen/informasi yang telah diberikan ~—-
kepada BANK oleh DEBITUR atau pihak lain atas nama —~
DEBITUR yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ---
adalah benar, akuratl dan lengkap dalam segala hal. --
4.10. Tidak terdapat perselisihan atau perkara yang -~
dapat menyebabkan terjadinya Perubahan HMendasar ———w-
{(Material Bdverse Change) pada DEBITUR. o = o e o
L R R - By - O
DESITUR tidak memiliki tunggakan atas kewailban pada-
pihak ketiga atau kepsds Pemerintah dalam hal ——www--
PRI GFAKETE 0 o o o o e o oo i s s
4.12, E8pajlitan. cfoer @ mam o oo 8 oo e v on v s o vy oo
DEBITUR, PENJAMIN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak wwww
sedang dan tidak akan mengaiuvkan permohonan penundaan
pembayaran (sursearce van betaling) terhadap ~we=——=-
FPasilitas Kredit yvang diberikan berdasarkan -
Perianjian Kredit dan tidak menjadi insolwent atau --
dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk ~
mengurug atau menguasal harta bendanya. ———eewmm———ww
4.13. Semua pernyataan dan jaminan yang diberikan —--
oleh DEBITUR pads pasal ini disnggap diulsng dan akan

te#rus berlangsung selama terdapat Fasilitas Kredit --
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vang terhutang oleh DEBITUR pada BANK. = - o
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASAL § vwwwmem o oo s s v st e e e e
~~~~~~~~~~~~~~ HAL-HAL YAHG DIWAJIBKAN wwwrmmme—— e
Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak --
tanggal Perijamjian Kredit sampai dengan dilunasinya -
sglorubh kewgiiban yvang terhutang oleh DEBITUR kepada-
BANK berdasarkan Perjaniian Kredit, maka DEBITUR ~-w-
watib melakukan/melsaksanakan hal-hal sebagail bexrikut:
%.1. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien. ~
3.2, Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata antuk -
keperluan sebagaimang ditetapkan dalam Perjanijien -—-
1 e BT — e, ~ e — e ~ TRl it e Tl e s e mmnn o e e e e
3.3. Mengijinkan karvawan-karyvawan BANK atan kuasanya
untuk melakukan collatsral inspection minimal saty -—
kali dalam satu tahun dan dengan biave ditanggung -—-
Gleh DEBITIIR ., oo o o o s ot oo o oo son i st o 2o o — e e e
5.4. HMelakukan pembuknan mengenai keusngsn perusahaan
dan membuoat catatan-gatatan yang mencerminkan keadaan
kevangan pexusaliaan DEBITUR yang sesungguhnya serta -
hasil pengoperasian perusanaan DEBITUR vang sesuai -
dengan prinsip-prinsip pembukian yvang diterima secara
umim atau sesual dengan prinsip-prinsip Akuntansgi ---
Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan ————————ewe
dilaksanakan secara komSighen. — e e e e oo o o
5.%., Memberikan pada BANK segala ~m—————— = o e
informasi/keterangan/data~data (seperti, namun tidak-
terbatas pada laporsn kenangan DEBITUR), yaitu: ——eeeew
&. Begala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan -——-
UHBNRA DEBITUE] a1 o 2

b. bhilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas -
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lingkop wsaha DEBITUR bilamana tariadi suaty --r-———-
peristiwa atau keadaan yang- -dapat mempengaruhl ———-mw-
keadaan usaha atau kevangan DEBITUR, setiap waktu, --
baik diminta maupun tidak diminta oleh BANK, ~»w—-—w-
5.&. Memparoclieh, memperitahankan, memperpanijang atau -
memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya ——-
gsemia 1iin usaha dapn ljin~iiis lainnya vang dipunyai-
oleh DERITUR dalam rangka menialankan usahanya dan =-=
menyerahkan fotokopi dari ijin-idin tersebut kepada‘*
EANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat iiin-
dan persetujuan-persetuijuan yany telah diperclehnya ~
daxi pihakx vang berwenang dan apabila ternyata ————me
dikemudian hari diperlukan surat surat ilin dan wee---
persetujuan-persetuivan yang baru, DEBITUR wajib ——=-«
sagera mengurusnya dan memperolehnya. e o s o -
5.7, Membavar pajak-paisk dan beban-beban lainnyg =--=
vang ditetapkan oleh Pemerintah, bes meterai, ~wmm——-
biava-biaya dan zemua tagihan-tagihan yang wajib -
dibayar aleh DEBITUR sehubungan dengan usahanya —mme-
dengan sebagalimana MESTIRYA [ —mwmmmom o m e e o o o om
5.8. Menyerahkan pada BANK: s o o o s e
a. Laporan Keuvangan Tahunan yang telah diaudit olah -
auditor publik independent yang dapat diterima oleh -
BANK, selambat—lambatnya 180 (seratus delapan puluh)-
hari kalender seiak akhix fahun fiskal, ~wwwew————mmm
b. Laporan Kewangan Triwalanan {(House Figures), mwme-
termasuk peraca dan perhitungan laba-rugi, w———e—————
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) bharl sejak ——-
akhir periode triwulanan, vang ditandatangani cleh -~

Direksi DEBITUR atau kepade kuassnys yang ditunjuk «-
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Gleh DEBITUR . o s ot i o o s oo i b 0 e i
5.%. Menijaga agar kewajiban DEBITUR terhadap BARK -—w
berdasarkan Perjanjian Kredit mempunvai kedudukan -
sekurang-kurangnya pari-passu dengan kewaiiban— ~ww—-
kewajlban lain DEBITUR. e m o s o oo e o o — o
5.10. Menijaga seluzuh hutang terhadap seluruh dan —w-
setiap kreditur DEBITUE berads dalsm kategorl lancar-
atau kolektibilitas 1 (satu} sesual ketentuan Bank --
IOCOTIEEREA L o om0 s o 0 e 7 T 0 e
8,11, Selams Pasilitas Xredit berdasarkan Perjaniian-
¥redit belum dilunasi dan seluruh kewajiban-kewajiban
pelum dipenuhi, DEBITUR harus menjaga: ————r——— —wmwe==—
~ Total Bank Debt/Networth {Gearing) tidak dapat ——m-
melebihi 2,7% {(dua koma tuiubh limal kall; ——re——wwwe

~ Yang dimaksud Bank Debt/Networth adalah Total ~-—-=

Pindaman Bank dibagl dengao ekuitas. ———wre—— s
5.12. Tidak mengubah kepemilijkan saham DEBITUR —--—wm
kecuali dengan persetuijuan dazl BANK; wem—rsmomrm i m =
S.13%. Semua hasil penjualan dan hasil usaha ———wwe——w

DEBITUR atas kapal yang dibiayai oleh BANK, harus ——-
ditempatkan dalam rekening girc {current actount}) ---—
atau deposito DEBITUR pada BANK sepanjang jangka ~-—-
waktu Fasilitas Kredib; e ommeme s o o s o o
5,14. &50% {lima puluvh persen} dari Pasilitas A dan B~
yang ditarik, DEBITUR wajib melakukan lindung nilai-
GENGATL BANI oo o oo oo st s s o s e 1 s 2 50 W 50 W s 4 = o
5,15, Hasil usaha yang timbul berdasarkan kontrak ——-
atas kapal ysng diblayai cleh BANK akan disaluxkan --
melalul rekening DBERITUR di BANE. -weee—msm o

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASBL 6 rm—mm e o o s cm e
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~~~~~~~~~~~~~~~~ HAL-HAL YARG DILARANG ~-—r=s=wmmmme e
Hecuali diatury lain 4i bawah ini, tanpa persetujuan =
tertulis dari BANK; persetuviuan mana tidak akan wwe—-
ditahan oleh BANK tanpa alasan yvang walar, dan ~--——-
diberitahukan oleh BANK selambat-lambatnya % {liga) =~
hari kerja setelah diajuvkan eoleh DEBITUR, terhitung -
sejak tanggal penandatanganan Perjanilan Kredit ==—-——
sampai dengan dilunasinys seluruh kewaiiban yang —--—-
terhbutang oleh DEBITOR kepada BANK berdasarpkan ——=wwe
Perijanjian Kreditf, maka DEBITUR dilarang melakukan --
nal-hal sebagal herikub: s s o s
6.1, Menjual ataun dengan cara lain mengalihkan hak »~w
atau menyewakan/menverahkan pemaskaian ssloruh atag -~
sebagian kekayaan/asset DEBITUR vang dijadikan «=--—--
jaminan dalam Peyijanjian Kredit ini, baik ~wew————cw.
harang-parang bergerak maupun iidak bergerak milik ~-
DEBITUR vang dijadikan jaminan dalam Perjalanan »e—--
Kredit ini, kecusli dalam rangka menjalankan usaha —-
DERITET sehari ~hari B - T B . e B — = e i o = — BRI e
¢.2. Menjaminkan/mengagunkan dengan carg bagaimanapun
kekayaan DEBITUR yang dijaminkan dalasm Perjaniian ---—
Kredit ini kepada orang/pihak lain, kecuall w--—rowwe
menjaninkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK ——wwwwm=
sebagaimana termaktub dalam Perijanjian {(-perjanijian}-
Jaminan, ——— -zl ~y R o B . — — — s o =
6,.3. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak --
ketiga lainnya, kecnali melakukan endorsgemen atas —--—
surat~surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan
pembayaran atsu penagihan transaksi transakel lain ~-

yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha, =wmwmm——-—
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£.4. Mengadakan perubahan dari sifat dan keglstan =---
usaha DEBITUR sepertl vang sedang dijalankan dewasa -
ATEL L e e e e e s o o
€.5. Melakuksn merger, konsolidasi atau akulsisi. w--

6.6. Menevima pinjaman baru vang jumlahnya lebih =w—e

dari USS xx.000.9000,- {...juta Delar Amerika ~———=—w=~
SEETIELY L o oo s o o s o
s o s o e o DRE AT, T s s s e
~~~~~~ PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAMN BANK ~ww———-— .

7.1. Semua biaya vang dapat ditagih dan harus dibayar
dan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan =~—-
segala akihat dari pada Perianjian Kredit, termasuk -
tapl tidak terbatas kepada, biaya-bilaya yang —-mw-—mww
bertalian dengan penyimpanan dan pemiliken jaminan, -
upah serta beban~beban dan setiap pembayaran yang -—-—-
harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau —wem——m=~
venasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk ~—--—
menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang —-
bersangkutan dengan realisasi jaminan jity, termascuk -
komiszi dan pembayaran-pembayvaran lainnva kepada pihak
ketiga, demikian pula pajak {seperti, namon tidak ww—
terbatas pada bes meteral) daripada Perijaniian Kredit
{termasuk segala perubshan dan/atau penambahannya) -~
meniadi tanggungan DEBITUR, e — o m o — o o o o — o o
7.2, Juga apabila terjadi perubahan pada Undang— =---—
undang, peraturan perundang-undangan, petanink —eee—e
pelaksanaannya atau penafsirannya atau hal-hal lain -~
yatgy mengakibatkan bertambahnya biayva {seperti, namun
tidak terbatas pada pengenaan paiak, bea, pungutan, -

persyaratan pencadangan atau blaya lain yang timbul -
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sebagal akibat perubahan pada keadaan pasar) pada ——-
BANK sehubungan dengan penberian Fasilitas Kredit ---
galam Perjanjian Kredit ini merupakan tanggungan -~
DIEBTEIIR L o o s o o s om0 o o i e e o e S b e
7.3, Maka seidak tanggal permintaan BANK, DERITUR ———-

waiib dalam jangks waktu 7 (tujuh} hari membayar -

tambahan bhiaya~blaya tersebut kepada BANK, ~————=wmm-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PASAL B —o e
wwwwwwwwwwww JAMINAN ATAS PEMBERIAN KREDIT e — e

8.1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuvh, tertilb -
dan dengan ssbagaimana mestinya semua jumlah uang —--
yarky bterhutang dan wajib dibavar oleh DEBITUR kepada-
BANK berdasarkan Perijanjlan Kredit ini dan perubahan-
dan/atan perpaniangannys, baik jumliah pokok —wwese——e
pinjaman{-pinjaman}, bunga, bilaya-blays dan lain-lain
djumiah wang yvang waiib, maka DEBITUR menyerabkan pada
PANK Jaminan {~jaminan;}, yang pengalihan hak ---—r—=-
kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atan ww—eme-—-
perianjian~perjanjian yvang dibuat dalam bentuk, ———w-
jumiah dan isi yang memuaskan BANK, termasuk namun --
tidak terbatas pada hal-hal ssbagsi berikut, berikut-
segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraiksn-
dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan --
dari Perijaniian Kredil, yailut e oo oo oo o e —
a. Jaminan Percrangan ([(Personal Guarantee) dari Tuan-
H berikut dengan persetujuen dari istri;—-—eeeeee— e
b. Akta Jaminan Fidusia atas tagihan DEBITUR; —~—seeme

¢. Hipotik atas kapal-kapal vang akan dibiayal ¢leh -

#.2. Apabila menurut pendapat BANK nilai dari harta -
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benda yang diberikan sebagal jaminan tidak lagi cukup
untuk menjamin hutang DERITOR kepada BANK, maka atas-
permintaan peytama dari BANK, DEBITUR wajib menambah-
jaminan sesual dengan kemerosoian nilal harta bends -
varng dijaminkan Cersebirl, — e o i — i oo o e e —
8.3. BANK berhak dan berwenang menjalankan hak dan --

wewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuan-

ketentuan di atas., —— - s i i e
o s e PRSAL § m— e s o e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KOMPERBSASL o mm — o s om oo s
9.1. Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali ——--we-

hutangnya kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit -
atau sstisp perianjisn lain yang lerhubungan, wajib -
dipenuhi olel DERITUR tanpa DEBITUR berhak untuk —mowm
memperhitungkan (mengkompensiy} dengapn —— e e —e-——
tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK {bila -~
ada) <dan tanpa hak untvok menuntui terlebhih dahulu -
suatu pembayaran lailn {counier ¢laim), ————r=mo— —ewme
9.2. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang-—
DEBITUR pada BANK (bila ada} tidak dapat dijadikan =
alasan entuk tidak membayar atauy mepuntui kembali -
BANK berdasarkan Perjaniian Kredit ind atau ———rememm—w
berdasarkan perjanjian-perjaniian lain vang disebut -
dalam Perjaniian Kredit ini. DEBITUR dengan ini ———--
melepaskan semna haknya seperti disebut dalam Pasal -
1425 sampai depgan Pasal 1429 Kitab iUndang-undang ——-
Hukum-?erdata. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
9.3, BANK barhak, tanpa pemberitahuan tertulis kepada
DEBITUR, untuk menggsbungkan seluruh atau getiap —---

kawajiban DEBITUR kepada rekening DEBITUR di BANK dan
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memperjumpakan {set-off} setlap kewajiban yang —=—-—-—w=
terhutanyg oleh DERITUR kepada BANK (baik Kewajiban —
DEBITUR yang aktual maupun kontinjen atau dalam mata-
gang vang berbedal dengan setisp dan selurgh dana mee
dalam rekening atau deposite yang dimiliki oleh —-——w—-
DEBITUR pada BANK. o oo sy o o oo o o e o o
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PABAL 10 oo o ot s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PENGALIHAN HAEK o oo = s o e o
10.1. DEBITUR setulu bahwa apabila dianggap perlu -—-—
oleh BANK, BANK mempunyal hak antuk mengalihkan, baik
seluruh atan sebagiaen hak-hak yang timbul sehubungar~
dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan --——-
kepada DEBITUR berdasarkan Perjaniian Kredit {(berikut
setiap pezubahan, penambahan atau perpanjangannya) =--
kepada pihak kefiga lainnva vang bukan merupakan —--—-
pasaing usaha {(competitor) dari BDEBITUR, dengan ———w—
ketentuan hal tersebut akan diberitahukan teriebih -
dazhulu kepada DEBITUR dalam waktu 1 {satu} minggu ~—=
wgbelumnya. DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima-
pengalihan hak vang bersangkutan akan mendapat -——-w--
manfaat yang sama dengan yang dibsriken kepada BANK -~
berdasarkan Perianiian Kredit, = ——emwmme o ommmm o=
18.2. Menyimpang dari hal di atas, DEBITUR serfnijuy --—
untuk tidak wmengalihken sebagian ataw seluruh hak dan
kewaiibannya berdasarkan Peridanjian Kredit pada pihak
ketiga lainnys tanpa persetujuan tertulis terxlebih --
dahulu darl BANE, e s o o o o o o o o on s 7 o e o
i8.3%, Dalam hal BARK mengalihkan Fasilitas Kredit —--=~
ini, baik sebaglan maupun seluruhnya, DEBITOR tetap -

terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan--
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ketentuan dalam Perjaniian Kredit (berikut setiap ~--
perubahan dan/atau perpanjangannya) sexia perjaniian-
perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian~
Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR. -~ —m o
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww PASAL 1] o — o ot e
~~~~~~~~~~~~~~~~ PERISTIWA KELALATAN v e v o o
Dalam hal Ceriadis e o o i oo i o o o s o s i o o
- Menyimpang dari jangka wakiu pemberian xredit yang

disebut dalam Ketentuan Pasal 1 ayaet 1 Perianiian -—--
Kredit ini berikut segala psrubahannya, selurph —~——m
jumlah pinjsman dari DEBITUR terhadap BANK, baik ~ww-
karsna hulang pokok, bunga, komisi, fee dan ———wwm——a
biaya-biaya lainnva vang terhutang berdasarkan «—-——=—w
Perjanjian Kredit, dapat ditagih dan wajib ~»-—emrmwm
dibayvarkan kembali desngan seketika dan sekaligus ~—-—
gsaluruhnye, dengan pemberitabuan terlebih danulu ——--
kepada DEBITUR, tanpa perlu adanys surat fteguran -—w--
Juru sita atsu surat ladonva yang serupa dengan —ee--—
itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, BANK dapal ~—-
langsung mengeksekusl harta benda yang dijaminkan —we
oleh DEBITUR kepadas BENK baik di bawah tangan maupun-
di muka wpum {secara lelang) dengan harga dan —eee——e
syarat~svarat yvang ditetapkan ocleh BANK, dengan ——-we
ketentuan pendapatan bersib dari jaminan tersebut —--
akan dipergunakan untvk pembayaran seluruh we-———emm——
kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada —--
sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada —--
DERITUR sehagal pemilik harta benda vang dijaminkan -
Kepaga BANE . v oo s o o o s on o e s 1 s 7 5 s s o

~ Sebalikanya, apabila hasil penjualan tersebut tidak
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culkup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang DEBITUR
kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap meniadi -
kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan wajib —--ww-
dibhayar olsh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus --
pada saab ditagih pleh BANK: — e i st e e
11,34, Biilamana angsuran hutang pokoeok danfatan bungag -
dan/atau jumlah yang terhutanyg lain yang timbul «ee—-
berdasarkan Perianjian Kredit ini tidak dibayar lunas
pada wakiu dan dengan cara sebagaimana yang S
ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau —~ww-
perubahan dan/atas perpanisngannya, 4i mana lewatnya-
waktu saia sudah merupakan bukti vang cokap dan sah -
bahwa DERITUR telah melalaikan kewaiibannya; ——-w—--w
11.2. Bilamana PEBITUR tidak memenuhi, terlambst —~-—-
memenuhi atau memenuhi namup hanya sebagian, paling -
tidak salah zatu dari syarat-syvarst dan ——--eememmee
kaetentuan-ketentuan lain dalsm Perjanjisn Kredit —-r-
dan/atan terjadi kelalailan atau pelanggaran yang --~—-—
termakiub dalam perjanjian-perjaniian jaminan yang -~
dibpat berkenaan dengan Perjanjian Kredii. me———mwwe-
11.3. JFika suatue pernyatasn, surat keterangan atau -
dokumen yang diberikan sehubungan dengan Periantian -
Kredit dan/atan perubahan dan/atag penambahan —=—w—ww-
danfatav sehubungan dengan Perijeniian Kredit ternyata
tidak benar atau tidak sesuail dengan pernyataan ---—--
sebenarnya dalam atau mengenal hal-hal yang olsh BANK
Glanggap PENTLIG . e e o o o o i s s o i i i
11.4, Apabila ter-adi peristiws atan keadaan yang ——-
secara material merugikan keadaan kevangan, ussha, ——

bonafiditas dan solvabilitas DEBITUR sehingga mundur-
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sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan DEBITUR mw—-
tidak dapat membayar hutangnya lagi. ———=wmee——seew——w
11.5, Bilamana DEBITUR berdasarkan Perjaniian Kreditf-
mengaiukan permaihienan untuk dinyatakan dalam keadsan-
pailit ataw penundaan pembayaran hutang-huteng -~-——-
{"surseance wvan betaling'} kepada instansi yang —-—--
berwenang atav bidak membavar hutangnys kepada pihak-
ketiga yang telah dapabt ditagih {jatuh waktu) atau --
karena sebab apspun tidak berhak lagi mengurus dan --
manguasal kekavaannya atau dinvatakan pailit atasu e
suaty permohonan ataw tuntutan untuk kepailitan telah
diajukan terhadap DEBITUR kepada instansi yang w~we——=
[DENETEIIRNG g e S oD e co e o Rl
11.6., Bilamana DEBITUR dibubarkan atau mengambil —we—
keputusan untuk bubar atau menanggubkan untuk ——r———
sementara usahaoya atau dinystakaan berada dibawah ~-
pengampizan {"Ondex Curatele Besteld”) . —m——meme e
11.7%. Biiamana kekayaan DEBITUR seluruihnya atau —-w--
sebagian disita oleh imstansi yang berwalib, atauy -—-
apabiia menurut penilaian BANK kekayaan DEBITUR ——www
dianggap menijadi berkursng sehingga dapab ——re——wmmwe—
membahavakan Fasilitas Kredit vang dimaksud dalam —-
Ferjanjian Kxedil, m——mmr———mme = — oo — o i o = e
11.8. Bilsmana jaminan untuk pembayaran hutang ——wew--
BEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjawiian Kredii «--
disita oleh instansi vang berwenang, atau pbilamana --
jaminan tersebut tidak ada Jagl. e csemm o i o
11.9, Apabila DEBITOUR dan/atau Peniamin telah lalal -
atan melanggar sesuaty ketenituan dalam suaty -—wwwm-m—w

perjanjian-perjaniian lzin, termasuk namun tidak -—w-
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terbatas pada parianjian yang mengenai atan -ewme——-w
berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian ——w--
kredit dimana DEBITUR dan/atau Penjamin adalab ~=ww—-—
sebagai pihak yang meminiam dan bilamana ——-seomecme—o o
kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan -—--
atau memberikan hak kepada pihak lain dalam --——wwwmeew
perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang -—-
atau kredit yang diberikan dalam perijaniian tersebutg-
meniadi harus dibayar ataw dibsyasr kemball dengan ~-=
seketika dan sekaliguss pada tanggal jatnh wakiuy =mm—-
pembavaran yang telah ditsntukan dan keadaan tersebut
mengakibatkan DEBITUR tidak mampu melaksanakan ———— -
kewvajibannya terbadap BANK berdasarkan Perjamjian ~--
Hrdah L - S s, o S~ — e — e~ —al
11.38. Bilsmana tidak dapat diperoleh salah sata atau
beberapa atau seluruh 1jin, persefujuan ataun ——=wew-

WeWenany, baru mEuUpun perpanjangannyé, YAang --oewemse—
dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang -~—-
disvaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, ————e-w-
penyerahan dan pelakssnaan Perjenjian Kredit dan -———
dokumen-dokumen lain vang berhubungsn dengan mw=—————=
pemberian Fasilitas Kredlt ini. se—reoc e s s oo oo oo
11.11. Apabilia nilal aszsei/kekaysan milik DEBITUR ~—-
menurun, sehingge DEBITUR tidak dapat meabavar ------—
hutangnya TagL . w e s s o o v e o v
11.12., Jika DERITUR masuk dalam Daftar Kredit Maceb -
dan/ataun Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan --—
oleh Bank Indon@mig. e mommm e o o o o mom s o o i o m o e
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PRBAL 12 mvwmem e i v st e s e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PEMBERITAHUAN ———=mmmm e e
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1Z.1, Bemus surat-wenyurat ataw pemberitahuan vang -
harus dikirim cleh masing-masing pihak kepada pihak -
lain dalam Perjaniian Kredit ini wengenai abtay ——eee
sehubungan dengan Perjaniian XKredit ini dilakukan ~—-
dengan secara langsurgy, surat tercatat, facsimile, --

telax atau melalul perusshaan ekspedisi (kurizr) ke ~-

alamat-alamal yang tersebut dibawah ini: —————s—rwwm—w
B B R B KT e o s o o s 7R 0 T i e e
Alamat : CORPORATE BANKING DIVISION PT BARK XYZ. -~
Menara..., Jakarta Selatan ———ww-——memmen—
Telepon T {021} MEXEREERE o oo o s o b s e
Pacsimile @ (021) =EXKENHH, oo o o o s o o e o
B, DEBTTURSE oo o oo o oo o o i e o 5 8 o 8800 e o e
Alamat : PT PELAYARAN ABC Thk; ~r-=smmr e o
dalan..., Jdakarta ULara; mwess——swm e m———
Telepon 2 (D21} MHRREE ;oo o o o i
Facsimiie § (021] ®AXMHKHK, s o m s e — o o o o e o

32.2. Surat menyuxat atau pemberitahuan-psmberitahuan
dianggap talah diterima oleh pihak yang ditujn (i) ==
pada tanggsl tanda terima ditandatangani apabila »w--
disampaikan secara langsung {1i) pada ftanggal seteliah
5 (lima) hari kerja seisk dipeskannya apabila dikirim
dengan surat tercatat atau sSejak diserahkan kepada ~-
perusahaan skspedisi (kurir) dan cukup bila ———wwrm——-
gditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili-~
BANK atsu DEBITUR {iii1} pada hari dikirimkannya -——oee
apabila dikirim melalul telex yvang dikonfirmasi =ww—-
dengan kode jawab; dan {(iv} pada hari dikirimkanaya -
apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi -

dengan tanda telah dikirim., —————mmeommm e o i e
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12.3. Dalam hal terijadi perubabhan alavwat dari alamat-
tersebut diatas atauy alamst terakhir vang tercatat ~-
pada masing-masing plihak, maka perubaban tersebut w---
harug diberitahukan secars tertulis kepada pihak lain
dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya $ (lima) haxi
keria sebelum teriadinya perubahan alamst yang -——w--
dimaksud. Jika psrubshan alamat tidak diberitahukan,-
ma ke surat-menyurat atan pemberitahuan-pemberitahuan-
merdasarkan Perijaniian Kredit dianggap telah S
diherikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya -—---—
suyat atau pamberitahuan itu dengan gecara langsung, —
surat tercatat, facsimile atau telex atau sejak ——www
diserahkan kepada perusahasn ekspedisi (kurir} yang -
ditujukan kealamat tersebut diatas atau alamat ——w——

terakbir vang diketahui/tercatat pada masing-masing -

oA i [T, o e . e — o R — R — R — i b — s T g
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PRSAL 13 e S e o o o oo s
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KETERTUAN PENUTUP m—— = = e
13.1. Semua den setliap kuasa yang diberikan oleh ===

DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ——-
merupakan baglan-bagian yang Lerpenting dan tidak ———
dapat dipisahkan dari Perianjian Kredit, yang tanpa -
adanya kuasa-kuasa Lersebut Perijaniian Kredit tidak -
akan dibuat dan dengan demikian maka kpasa-kussag --——
tersebut tidak dapat ditarik kembali maupur —=emew=—we
dibatalkan oleh sebab-sebab vang tercantum dalam <=
Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab =w———rwm-
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. ——wwee—mmmes
©

13.2. Perjaniian Kredit tidak dapst diubah atag --——-

ditambab kecuali dengan suatu perjanjian perubahan ——
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atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalsm -~
Perianiilan Kr@dit, e e o o o o o o o oo s o = e o e
13.3. DEBITUR waijilb membebaskan dan menismin BANK, -~
Direksi, petugas ataupun karyawannya darl setiap ~—-—
kerugian, tuntutan stau gugatan atauw biaya-biaya ~—w-
{rermasuk biaya penasehat hukum) yang mungkin timbual-
berkaitan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh
BANK sebagal akibat dari peminjaman Fasilitas Kredig-
CLeh DEBITUR. o o e s o o o it s 82 e s 110 2 208 . e
13,4, Meagenai Perjanilan Rredit DEBITUR dan BANK ~—-
dengan inl melsepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab —~ww
Undang-undang Hukum Perdata Indonegia. —wemee—ewmmee .
13.3., Jika ada salah satu ketentunan dalam Perjanjian-—
Kredit vang oleh kRarena suaty ketetapan pemerintah —-
atau pengadilan dilarang atau tidak dapafb ~——=wm———w.
dilaksanakan atau menjadi tidak beriaku atag —--r~—ow—
dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidsk ~ww—-
mempengaruhi keabsahan ketentvan lainnya dalam wrm— e
Perianjian Kredit, dan ketentuan-ketentuan lainnya --
tersebut tetap berlaku dan méngikat serta dapat -wew-
dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjaniian-
Kredit, DEBITUR waiib membuat dan menandatangani ——e-
dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi —--we-
persyaratan BANK sebagal pengganti ketentoan yang ~—-
dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, —--—--
sabagaimana diminta oleh BANK, e ommim oo o o
13.6. Tidak digunakannya atau ditundanya penggunaan -
sesuatu hak, kuasa atau bak istimewa <leh BANK bukan-
berarti bahwa BANK melepsskan hak atau kuasa atau hak

istimewanva ita kecuali hak tersebut dilepas oleh ~——
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BANK secarza tertulis, dan digunakannya sebagisn hak, -
kuasa ataun hak istimewa tadi tidak menghalangi BANK -
untuk meneruskan atav mengulangl digunakannya hak ---
atay kuasa atau hak lstimewa tersebut. Hak-hak dan -~
upaya-upaya yang diberikan kepada BANK dalam ———mwmome
Perjanijian Kredit bersifat kumulatif dan tidak wew—e-
mengurangl hak-hak dan upaya-upaya lain yang —e-———ww-
diberikan kepadanys menurul hukam. = eeo—msemmrmme — s
13.7. Dalam hal terjadi atau timbul suaiy ~----eemmm—
Kelalsian/Pelanggaran, maka swpatu tindakan vang =————-
dilakukan astau tidek dilakukan oleh BANK atay —~———www
kelambatan dalam melaksanakan suatun hak, wewenang ~——
atau tuntutan tidak mslemahkan hak, wewenang atau —-—-
tuntutan terssbut dan juga tidak dapat diartikan —--—
balwa BANK melepaskan hak, wewenang atan tuntutan we-
tersebut atau membenaxkan terijadinve kelalaian pada -
atau dilakvkaannya pelanggaxan pleh DESITIR. —wwmme——w
13.8. Terhadap Pexianiian Kredit dan segals dokumen -
yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjaciian -
Kredit. seperti namun tidak terbatas pada perjaniian-
parjanjian jaminan, tunduk pada bhukum negara Republik
T OTIQUIS LB | oo o o s o e 4 S =t o 0 4
13.9. Mengenai Perijanjian Kredit dan segala akibainya
kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang
tetap dan seumumnya di Kantor Kepanlieraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di Qakarta, Mamun, tidak wwm——-—
mengurangl hak dan wewenang BANK untuk memohon ————=—=
pelaksanaan {eksekusi) atev mengajukan ———=wwme——e——-—-
tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan -

Perjaniian Kredit dimuka pengadilan lain dalam ee~w-—
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wilayah Republik Indonesia. mseee oo e oo oo o s o
wwwwwwwwwwwwwwwww DEMIKIAN ABKTA NI ——cewmm s e e
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ——rewe-
tanggal, bulan dan tahun ssbagalimana terssbut pada —-~
hagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: —wwmeaww
1.

2.

kaduanya pegawai kantor Notaris dan bertewmpat fLinggal
di Jakarta, sebagal para saksi. oo
Setelash akta ini sslesai dibagakan oleh sava, Noisris
kepada pera penghadap dan para saksi, maka segera —-—-
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, —————we
menandatanganl akta imi, mros e — s o e
Dibuat dengan tenpa tambahan, dua pulubh twjuh gantian

dang tanpapferetan. |t s e e e e e
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Nl! e §5x¢a0u! ,SIH”
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BT JAKARTA

3.K. MENTER! KEHAKIMAN K.} xofxixy, S.K. JHA xixfx

S.K. MENTER! DALAM NEGERI R.IL s/xxfxy, S.K. 2xfDIAS19xx
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL sx/x/xx, xx/STTD-N/PM/19xx
K] I rers sreeee s e XXXNX Indonesia

Telp.: +62 (XX} XXXXXNXX

3 Wx/XRex /2008 Jakarta, xx / xx / 2008

ump
il Pengurusan Pembebanan Hipotik Kapal

SURAT KETERANGAN
g bertanda tangan di bawab ini:
N.... N . Sarjama  Hukum, Notans di  Jakarta, berkantor di
Jalan oo s e, JAKATE, - e AL ey R

ngan i menerangkan bahwa

ngurusan Pembebanan Hipotik Pertama atas sebuah kapal motor bernama EM 3, cvememen e i
ag terdafiar atas nama PT Pelayaran ABC, berkedudukan di Jakarta, sedang dalam pengorusan

eh kantor kami, kepada instansi vang berwenang, -

-

abila pengurasan Hipotik tersebut telah selesai, maka kami akan segera menycrahkan —-—esw-
rtifikat Hipotik atas kapal tersebut kepada PT BANK XYZ.

inikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan seperfunya.

Notans di Jakarta
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KIASA URTPUK MEMASANG HIPOTIK ATAS KAPAL
Homor:
Pacds MAYL Ind; - o icasmmss nunnmcnansmnnenyy ===
pukal ..., R Bagian Barat Waktu Indonesia, -
menghadap kepada saya, N.. N.., Barjana Hukum,Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri olieh para saksi yang —-—-
dikenal cleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhirz aXta inds e mmree s e o o o o
1. Tuan B, lahir 4di Ambon, pada tanggal xx-x-19xx (..
seribu sembilan ratus ...J, Warga Negara Indonesia,--
Direktur yrama PT PELAYARAN ABC, bertempat —--w—mw———w
tinggal di Jakarta, Jalan .... Jakarta Utara; ——=-—wee
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —--+—-m
dalam iazbatannys tersebut di atas demikian sah ~ww——-
mewakili Direksi dan bertindak atas pama PT PELAYARAN
ABC Tk, berkedudukan di Jakarta, vang perygbahan ---
geluruh anggaran dasarnya telah diumnmkan dalam —--—-
Barita Negara Republik Indeonesia masing-masing: -——--
- tertanggal 23-6-2003 (dua puluh tiga Juni dua ribu-
tiga) nomor 79, Tambahan pomor £360-————mme e oo
- tertanggal 7-1-2064 (tudub Januari doa ribu ~-ewee-
enpat} nomox 2, Tambahan NOMOY 486; = e o mmiwom e o
- tertanggal 21-11-20086 {dua puluh satu November --——-
dua ribu enam} nomer 73, Tambahan nomor 13186; ——ww=-
perubahan selaniutnya dimuat dalam akta tertanggal ——
21-7-2808 {dua puluh satn Jull dua ribu delapan) ----
N&mor 186, dibuat di hadapan saya, Hotaris; —————we--—
ﬁazababan anggota Direksi dan Komisaris PT PELAYARAN-
ABC Thk vang terakhir dimuat dalam akta tertanggal -~

18-6-2007 {delapan belas Junl dua ribu tujuh} nomor-
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92, dibuat gdi hadspan T, Sarijana Hukum, Notaris di --
Jakarta, vang teiah diterima dan dicatat oleh =w=—ww.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republiik ~ww—-
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Bireksi dan Komisaris BT ——--
FELAYAEAN ARL, terxtanggal 17-7-2007 (tujuh belas Juli
dua ribu tujuh} nomor WI-HY.0L.10-xxxxx dan telah —w-
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor ——-m—e—-—-
rendaftaran Perusahaan Kotamacya Jakarta Utara pada -
tanggal 2-1~2008 (dpa Janwari dua riban delapani; ---~

sntuk melakokan perbuatan houkum dimaksud dalam akta -
ini Direksi telsh memperoleh persetuiuvan dari Dawan -
Komisaris PT PELAYARAN ARC Thk sebsgaimana akan —w-—-
A mlEte: REEHENEE = b o P e - At 2 - e et — R - T
2. Byonya W, lahir di Boger, pada tanggal Rx-®-19xx -
(52, Seribu sembilan ratus ...}, Warga Hegara ———=m»—-—
Indonesia, Komisaris- Utama PT PELAYARAN ABC Thk, —=
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ..., Jakarta ~—-w
Utig 7RIS o e o s oo e e v == e iy~ — Rl == = o i e o o e
3. Nyonya @, lahir di Bandung, pada tanggal xx-x-19xx%
{.. seribu sembilan ratus ...}, Warga Wegarag -———=ww--—
Indonesia, Komisaris Independen PT PELAYARAN ABC Thk,
bertempat tinggal 4i Jakarta, Jalas ......, Jakarta -
e e e e 1 ™ = ™ T R = = v 1 s o v
menurnt ketarangan mereka dalam hal ini bertindakx -~—-
bayrsama~gama ddalam jabatan mereka masing-masing -———--
tersebut di atas dan selaku demikian memberikan we—=—w
persetuiuan kepada Direksi PT BELAYARAN ABC untuk ——
melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini. -

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -—=-
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Para penghadap yvang bertindak sebagaimans tersebuit di
araz, selanjubtnya disebut Pemberi Jaminan, wwm— -
menarangkan bahwa untuk menjamin lebih jauh ——wewe——e
pembayaran Xemballi hutang PT PELAYARAN ABC, ---—ww—wmw
(selanjuinya disebut DEBITUR} kepada PT BARK XYZ, —ww~
berkedudukan di Jakarta, {selanjutnva disebut BaNR),-
termasuk bunga, denda, provisi dan biaya-biaya ==~
lsinnya/pembayaran apapun juga berdasarkan akia ——ee-
Perjaniian Kredit tertanggal xx-x-2008 { ... dua ribu
delapan) nomor 173, dibuat di hadapsn save, Notaris;-
denikian berikut perpanjangan-perpanjangan dan/ataug -
penambahan~panambahan dan/atau perubahan-perubahannya
yarg telah maoupun akan dibuat antara BANK dan ——wwm—=
DEBRITUR, baik yvarng dibuat secara notariil magpun ——=-
di bawah tangan {sslanjutnys disebut Perjaniian ---w-~
Aot} ) e — M o R ol it o et e SRR s gl it

dengan indl memberi kuasa dengsn hak substitusi ~=——ww

sepenuhnya kepada BANK dan ............ D o R
baik bersama-Sama MAUDUD MASING-MASING; —w e e
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww K'HIJS8 U8 —wwrer———wmmer——am mrm—

untuk memasang/mendaftarkan hipotik pertama, hipotik-
kedua dan seterusnya sampal jumlah yang akan --———wee-
ditetapkan oleh BANK dan untok kepentingan BANK, atas
sermah kapal motor bernama KM3, seperti dinraikan -
dalam Surat Ukur yang dikeluarkan oleh instansl yang-
herwvenang di Jakarta, tertanggal 6-6-2808 (enam Juni-

dua ribu delapan)} nDomor xxXxX/Ba, dengan ukuran-ukuran-

Panijarng : 125,06 M {ssratus dua puluh lima-

koma nol e@nam meber); ——-—eesoceo—w.
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Lebar : 21,00 ¥ {doa puluh saty koma nol-
001 MEBEET) ; —mr e o o e

Dalanm 2 8,10 M (delapan koma satu nol «-—-

Tonase Kolor (GTy @ 6888 {enam xribu delapan ratus ---
delapan pulnh delapan); —--—=-—m=——

Tonase Bersih {(NT): 3453 itigas ribu empat ratus lima-

PULUN LIGA) ; e m oo e e o i m
Tanda Selar : GT. 6888 (ecam ribu dglapan ratus

delapan puluh delapan) nomoy ——-=

GETF /R = ot o o o e

dibuat di Jepang, dalam tahun 1980 (sexibu sembilan -
ratus delapsan puluh}, terutama dari bashan baia ——----
dengan 2 {dua) geladak, tanpa tiang, I (sstu} »-—=—--
cerobong asap, dileagkapi dengan mesin merk AKASAKE —
MITSURBISHT herkekuatan 4,376 (empat ribu tiga ratus -
tujub puluh epam} Kils Watt dan 1 (satu) baling- -——w
baling sebagali penggerak utama dan dipergunaken dalam
Pelavaran Gl LaUbll; e o o e i e o e i s st
sebagaimana ternyata darl Grosg Akie Pendaftaran —-——-
Kapal, yang dikeluarksn oleh Pejabat Pendafrar dap ~-
Pencatat Baliknama Kapal, Deﬁértem&n Parhubungan —--w
Direktorat Jdenderal Perhubungan Last Kantor —-——-—e-———
Administrator Pelabubhan Utams Taniung Prick, ~ww——mwe-
tartanggal 13-6~2008 {tiga belas Juni dua ribuy =wr——w
delapan) opomor xx, terdafrar atas nama PT PELAYARAN -
ARCdemikian barikot segala alat-alat atayg ~-——eemomee
peralatan~-peralatan pade kapal fersebul vang menuput-
sifat dan peruntukannya atau menurut undang-undang -~

dapat dianggap sebagal baglan dari kapalp —~-——w=e-——w
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dan selanjuinya dengan syaral-gyarat yvang lazim untuk
pemasangan/pendaftaran hipotik, terutama sysrat-— w—-—-
syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 1178, Pasal 1185,
dan Pasal 12310 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ~—--
serta Pasal 297 Kitsdb Undang-undang Bukum Dagang dan-—
disertai dengan perjanjian-perianjian yang ditetapkan
018l BANK .,  rm s oo o o et s e 4
Untuk pemasangan/pendaftaran hipotik tersebut ———ww-w
BANK diberi kuasa untuk menghadap kepada Notaris, w---
Pejabat paga Departemen Perhubungan Lauvt danfatauy —-e
peiabat-peiabet vang berwenang lainnya, memberikan --
keterangan—keterangan, membuat, minta dibuatkan dan -
menandatanganl segala akta/surat yang diperiukan, -—-—-
memilih damisili bukum, jelasoya melakuokan segala —»-
tindakan vang dianggap perlu dan berguna usnituok —--w-e—
pemasangan/pendafiaran hipotik termaksud 4i atas, —--
tidak ada yang dikecuslikan . semomm s o = s o -
apabila pemasapngan/pendaftaran hipotik tersebut ---w-
dilakukan oleh BANK, maksg Pemberi Jaminan dengan —w—
ini sekarang untuk panti pada waktunya memberi kuvasa-
kepada BANK untuk mengamb:il kemball asii grosse akta-
dan asli sertipikat hipotik atas Kapal tersebutr dari-
Departemen Perhubungan Laul untuk disimpan oleh dan ~
dipergunakan bagl kepentingan BANK bsrdasarkan ~——-—wm
Perjanjian Kpe@if, = mm e s s o o oo oo i o o s o oo e o
Kuasa—kuasa ini merupakan baglan yang penting dan ——-
tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi kesatuan
dengan Perjaniian Kredit terssbut di atas, dan/atau -
perpanjangan~perpanjangan San/atau e m o e mm—

perubanan~perubahannya yang telah maupun yang akan -w-
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dibuat, yang tanpa sdanva kuasa ini akta-skta ~——me--
tersebut tidak akan dibuat karenanya, kuasa-kuasa inid
tidak akan berakhir karena sebab-sebab vang tercantum
galam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata --
dan/atau peraturan-peraturan lainnya kecuaii apabila-
perjanijan-perianjian tersebut di atas berakhir ———w-
dan/atau diakhiri dan hutang pokok termasuk bunga, --
provisi serta biaya-bilaya lainnys telah dilunasi -+--
sebagaimana mestinya, maks kuasa-kuvasa inl dengan ——-
sendirinva DerakhIr, s o s o i oo s o o o e o
Kemuadian hadir di hadapan sava, Notaris, dengan —-w——
<ihadiri para saksi yang sama, yaitu: =----ewwwmme o —a.
IX.1. Tuan I, lanir di Jakarta, pada tanggal ~———=wo-
wX-x=19%x {... seribu sembilan ratus ...}, Warga =----
Negara Indonesla, Senior Banker PT BANEK XYZ, wwwwmme—ow
bertampat  tinggal di Jakarta, Jalan ....., dakarta -
Selatan; e e 2 e o el S e S

2. Tuan ¥, lahir di Bandung, padsa tanggal 3x-x-19%xx -

{...seribu sembilan ratoes ...}, Warga Negarg ~ww--——=—-
Indonesia, Credit Control Unii Head BT BANK XY2, -~ :
bertempat tinggal i Jakaxta,- Jalian ...., Kelurahan-

Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta ~Timur: ---
menurut keterangan mereka dalam hal ini beriindak ——-
dalam jabatan mereks tersechubt di atas secarg ————wwmm-
bersama~sama bertindak berdasarkan Powey OF ——emmwm—m
Attorney, vang dibuat secara di bawah tangap wewwm———-
textanggal 9-%-2007 (sembilan September dua ribu -
tujuhl nomor SK-HEM~333, bermeteral cukup, vang telah
dilegalisasi oleh A, Sariana Hukwm, Notaris, di ~~—-=-
Jakarta, pada tsanggal B-9-2007 (sembilan Ssptember -
dua ribu twijuh) nomor 35/LEG/IX/2007, selaku kuasa -~
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- Tuan J, lahir 41 EBcuador, pada tanggal xx-—x-18xx w-
{... seribu sembilan ratus ...}, Warga Negara ——-ww--
Indonesia, Presidean Direktur PT RANK XY3, —w———romme—ww
bertempat tinggal di Jakarta,Jalan ....., Jakarta --w
SELBLEILF o o s e o 120 o s 8 s e
- Tuan NG, lahir di Pontianak, padsa tanggal zx-x-19xx

{... seribu sembilan ratus ...}, Warga Hegara ——-———mw

Indonesia, HWakil Direkiur Utama — PT BARK XY&, ——=wwe—
bertempat tinggal di Jeksrta,... , Jalan..., Jakarta-
Se ]l a - S — R —~ SRR T — < -~ "~ % tmm — e

yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka —w—w-—
masing-masing tersebut di atas, demikian sah mewakili
ireksl dan bertindak atas nama PT BANK XYZ, ———ww———w
berkedudukan Ji Jakaria, yang persbahan selvzah-——www
anggaran dasar dan perubahan-perubabannya telah —ewe--
cdiumumkayn dalam Berita Negars Republik Indonesia; -—-
-~ tervanggal Z8-12-2001 (dua pulul delapan Desember -
dua ribu satu) nomer 548, Tambahan nomor 7574; e
-~ tertanggal 18«2-2003 {delapan belas Fehruari dos --
ribu tiga) nomer 18, Tambahan nomor T36; —m———rmwe—m——
- tertanggal 2-9-2003 {dua September dua ribu tiga) -
nomar 34, Tambahin NOOr BEB) = e e i i e i i sn o —
~ tertanggal 2-7-2004 {(duz Juli dus ribu empai} nomor
56, Tambahan noOmMOX 74T wmmme oo o o o o o o o o
- tertanggal 2-12-2003 {dua Desember dua ribw lima)-

nomer 75, Tambahan nomor SB3E) e e i e i
- tertanggal 10-2-2006 {sepuluh Februari duna ribu ---
enam! nomoy 14, Tambaharn nomor L4B; = — e e -

- tertanggal 23-5-2006 (dua pulub figa Mei dua ribu -
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enam! nomer 31, Tambahan nomory B83; ————m—eweeeme— e e
-~ tertanggal 38~5-2006 {(tigs puluh Mei dua ribua enam)
nomor 34, Tambahan nomor 998 ; e s e s o s s e
- tertanggal 11-7-2006 {sebelas Juli dua ribu snam) -
namer 75, Tambahan nomor 117 wwm— oo e e
- tertanggal 10-11-2006 {sepuluh November dua rilsy --
enam} nomor 94, Tambahan nomoy 1881 we—mm s s oo
perubahan-perubahan selanjutnys dimuat dalam: ——-———-
- akta tertanggal 9-1-2007 (sembilan Janﬁari dua e
riba tujuh) nomer 2, dibuat di hadapan K, Sarijana —--
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan —-
dicatat oleh Departemen Hukum dan- Hak Asasi Manusia~
Republik Indonesia sebagaimana texrpnvsta dari surat —-
Penerimaan Laporan Akta Perubaban Anggaran Dasax PT ~
BANK X¥Z tertanggal 18-1-2007 {delapan belas Januapri—
gdua ribu- fuiuh) nomor ¥Y-HT.01.864-7598 dan telah wewm—
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor —=———--
Pendaftaran Perusabsan Kotamadya Jakarta Selatan pada
tanggal 29-1-2007 {dua puluh sembilan Jonuaz: dua —--
ribe tudjuhl nomor 16Y9/RUR. DG 03173007 ———mewmmmmn
~ akia tertanggsl 13-3-2807 {tiga belas Maret dua —--
ribu ftuieh) nomor 53, dibuat 43 hadapas K, Sarjana -
Hukum, Notarxis di Jakarta, yang telah diterima dan -
dicatat oleh Departemen Hukum dan Hek Asasi Manusia -
Republik Indonesia sebagaimans ternyats dari surat -
Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT -
BANK XYZ7 tertanggal 21-3-2007 i(dua pualuh satu Maret -
dua ribu -tuich) nomor W7-HT.01.04-3892 dan telab —-
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kanbor -

Pendaftaran Perusahaan Kotanadya Jakarita Selatan pada
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tanggal 23~3-2047 {dua pulnh tigas Maret dua riby ~m-w
tujuh! nomor 95/RUB.OS.03/IIL/2007 ) o m o e e e e
~ akta tertanggal 2-4-2007 {dua April dua ribu tuiuh)
nomor &, dibuat 41 hadapan K, Sariana Hukum, Notaris-
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat olsh ~-~--
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ~—e—w
Indonesia sebagaimana terayata dari surat Penspimaan-
Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK XYZ ~-
tertanggal 4-4-2007 {smpat April dua cibu tujuah] ~w-
nomor Wi-HT.01.04~7450, dan telsh didaftarkan dalam ~
Daftar Perusahaan di Bantor Pendaftaran Perusahaan ~-
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 5-4~2007 ~—w-
{lima April doa ribu tujubhl DNOMOEL = - -
BE/RUB.GH.03/IV/20607, serta telah diuymumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-5-20607~

(saty Mel dua ribu tuiuh} nomor 35, Tembahan nomor —-

- akta tertamnggal 9-1-2008 (sembilan Januari doa ribu
delapan) nomor 46, dibuat di hadspan ¥, Saxiana =~=m-
Hukum, Noitaris 1 Jakarta, vang telah diterima dan -~
digatat oleh Departemen Hukom dan Hak Asasi Manusia—
Republik Indonesia sebagaimana ternyeta dari surast -
PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.-
BARK XYZ tertanggal 16-1-200% f{enam belas Jannari --
dua ribu delapan) nemor ABU-AH.Q1.10-1153 dan telah -
didaftarkan dalam Daftar Perusahaasn #i Kantor ——w—=—m-
Pendaftaran Perusahaan Kotamadyz Jakarta Selatan pada
tanggal 24-1-2008 (duz puluh empat Januard dua ribu -
A LADHII] § s o o b o et e e e e

perubahan anggota Direksi dan Komisaris PT BARK XYZ -
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vang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 2-4-2007 -
(dua April dwa ribu tujuh) nomer 7, dibuat di hadapan
K, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak —-
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----——-
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan —-------
Perubahan Direksi dan Komisaris PT BANK XYZ ——-—----
tertanggal 18B-4-2007 (delapan belas April dva ribu --
tujuh) nomor- W7-HT.01.10-4761 dan telah didarftarkan-
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran ------—-
Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 20-
4-2007 (dua pulun April dua ribu tujuh); —-===-==-=———-
untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta -
ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris -
PT BANK XYZ, sebagaimana ternyata dari surat —-————---
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai-
Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan -
Komisaris PT. BANK XYZ nomor KSR-KOM.Corp.Sec-002,——-
yang berlaku efektif sejak tanggal 28-9-2007 (dua --—-

puluh delapan September dua ribu tujuh); --———-——-———-

Para penghadap terakhir tersebut telah dikenal oleh

saya, Notaris dan bertindak sebagaimana tersebut di

atas menerangkan serta menyatakan telah mengetahui, -
memahami dan dengan ini menerima kuasa dimaksud dalam
akta ipni. --—--—-———"-"-"-—H——-"-""-"—"H—— e ——
—————————————————— DEMIKIAN AKTA INI -———=———==-me————
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ~-----—--
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --

bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---—-----—-
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Keferangan i
Seleat babib snas dan sedaog il
prases APHT  {AHD Mo 28009
totfanggal 12 Febnum: 20093
Selesat babik panm dan sosdeog dalaas
pares APITY (AN Noo 282000
tevinnggal 16 felnuan 20003
Selesad Labih nann dan sedasg Dl
prases  APHT  (AJR Noo 2280049
ferdanzpat 19 lebroai 20097
Prosez  balik nama dan pemecaban
seritlikal sudah selesal dae saal i
mennuggn proses AP Debilur dan
by Indnn dan pihak Baake Pennada
suckadi Kawin buboopt becplang, kali
lelapn Debitur vopai saal s belog
menachatangang AP
Proses banbik mama dan APHT sedaug
dilalaanakan & BPN dan bubts tanda

fovisn oo,

Demikian kami sampaikon, dau segern solelalt selesar

kepada PT. BANK

Tk,

seluruh dokwipen akan kami sampaikan

Afas perhatiannya dan pertimbaogan Bapak, kawi hasapkan agar telap tesjalin kerjnsama yang

baik.

[lomnat Kainy,

'

;
' . — i

Pt i ' .!l
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keduanya pegawal kantor Notaris dan bertempat ﬁinggal
di Jakarta, sebagal para 8aksl, me——oeeeee s e -
Setelah akte ini selesal dibascakan oleh saya, Notaris
kepada para psnghadap dan para saksi, maka sagera ~--
para penghadap, para saksil dan sava, Notaris, —»ww--w

menandatangani akta ini, ———-ermeerome o e
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